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MOTTO:

Artinya:

“Ngelmu ITku
Kelakone Kanthi Laku
Lekase Kalawan Khas
Tegese Khas Nyatosani

Setyo Budyo Pangekese Dur Angkoro.”

(Sri Mangkunegoro IV)
Serat Whedatama — Pupuh 33 (Pucung)

“Ilmu gejati itn hanya dapat dicapai dengan laku _

Dan hanya berguna bila diwujudkan dalam pertlaku sehari-hari
Perilaku dengan kesungguhan hati akan menghasilkan kepuasan batin
Demikian kau akan memperoleh kesadaran yang dapat mengikis habis

keangkuhanmu.”
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dan anakku tersayang Rafli Fathurrahman

0 Kakak-kakakku dan keponakan-keponakan

yang aku sayangi
0 Sahabat-gsahabat tercinta
o Kejaksaan RI

o Almamater

iii
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Assalamu’alaikum W. W.
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pada Program Pascasarjana Ilmn Hukum Universitas Diponegoro Semarang,

Dalam penulisan Tesis ini, Penulis mengambil judul: “KEBIJAKAN HUKUM
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No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) dalam kerangka kebijakan hukum
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ABSTRAK

Usaha untuk menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi telah dimulai sejak
awal tahun 1995 meskipun hasilnya sampai sekarang belum memuaskan.
Penanggulangan tindak pidana ekonomi dimulai sejak diundangkannya UU No. 7 Drt.
Tahun 1955 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi. Tindak
pidana di bidang ekonomi itu akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan
perkembangan perekonomian bangsa-bangsa di dunia Oleh karena ity diperlukan
berbagai upaya untuk menanggulanginya, yang diantaranya berupa penerapan kebijakan
hukum pidana materiil yang tepat. Mengingat luasnya tindak pidana di bidang ekonomi,
maka tindak pidana di bidang ekonomi diprioritaskan terhadap UU Neo. 7 Drt. Tahun
1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU
No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Upaya penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain meliputi
kegiatan reevalusi dan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan
tindak pidana di bidang ekonomi, schingga terdapat keserasian dalam kebijakan hukum
pidana yang akan diterapkan.

Tahap berikutnya yang perln dipikirkan adalah adanya bentuk pengaturan hukum
pidana di bidang ekonomi di masa mendatang. Bentuk pengaturan yang ideal dalam
mengatur hukum pidana di bidang ekonomi di Indonesia adalah melakukan kompilasi
dari berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi dengan
pembagian sesuai bidangnya, yang diatur pula tentang ruang linglmpnya, sehingga
terdapat kesamaan sikap dan pengertian. Selain itu perlu pula dipikirkan kebijakan
hukum pidana yang tepat dalam mengantisipasi tindak pidana’kejahatan di bidang
ekonomi di masa mendatang, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi era
globaligasi. Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah, bahwa keberadaan hukum
pidana di bidang ekonomi adalah untuk menjamin perkembangan perekonomian dan
masyarakat yang pada akhirnya akan dapat menyejshterakan masarakat. Oleh karena itn,
prioritas senksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang ekonomi
adalah sanksi denda dan tindakan administratif namun demikian dalam hal tertentu
sanksi penjara dapat pula diterapkan.
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ABSTRACTION

The effort of fighting against Economical Crime has been doing since the '

beginning of the Indonesia Republic namely in 1955, otherwise the resmlt hasn’t got
satigfaction right now.

Fighting the economical crime have been being started by the born of act No.

7/1955 which was regulate the fighting of economical crime. Solving the economical |

crime problem started by changmg the law’s have been domg by the changing of the
regulahon 8 economical crime, from act No. 7/1955 which is regulate the economical
crime, act No 10/1995 about “custom”, act No 7/1992 Jo. Act No. 10/1998 which
regulate in banking system, and act No. 5 /1999 which is regulate unfair trade practaces

Even though the main problem of the economical crime does not lies in the
economical crime Act itself, but in the synchronization between acts and the institution
in behold of economical crime.

In other hand the effort of understanding economical crime have been grown—up
in accordance with the economic development of nation state in the world. That’s: why
we need any effort to prevent against economical crimes, one of them is the adjustment of
the criminal policy in action. Because the area of economical crime is unlimited, but we
focus in analyzing of act No. 7/1955 which is regulate the economical crime, act No.
10/1995 about “custom” , act No. 7/1992 Jo. Act No. 10/1998 which regulate in bankmg
system, and act No. 5 /1999 which is regulate unfair trade practlces

One of the effort to prevent against economical crime is the re-evaluating: about
the act of economic itself, so that occurs coherency in criminal policy especlally in
practice (law enforcement).

The next effort that we must think is the regulation of economical crime m the
future. The ideal form of regulation in criminal policy especially in economical crime is
compilation from the vary act of economical crime with the limitation in their scope. On
the other hand we must think how to regulate the economical crime in the future. This is
the most important thing from the others, because the economical crime develops in
accordance with economical development itself,

When there is a synchronization between one act with other act, we will come to
the conclusion that our perception are the same or at least similar, The same perceptlon
is very important to prevent against economical crime.

Finally we hope that, criminal policy in economical crime will bring us to the
social welfare. Once effort to reach this, we must priority to change the sanction in
economical crime. When one breaks the economic law, sending him to the jail is not the
only law method.

New paradigm in penal policy must be introduced by using other penal not by
send to jail, but altering them to pay charge as height as possible. In the future, it is a
must.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya perkembangan kehidupan dunia yang berlangsung cepat, terutama di
bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional, maka hal ini juga akan
semakin membuka kemungkinan untuk keberhasilan dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Perkembangan perckonomian di Indonesia dewasa ini
diharapkan meningkat sehingga dapat tercapai apa yang dicita-citakan oleh bangsa
Indonesia, yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual.

Namun demikian, dalam usaha mencapai perkembangan kehidupan ekonomi
tersebut bukamnya tanpa hambaten sama sekali. Apalagi jika diamati pada pertengghan
talmm 1997 hingga sekarang kehidupan perekonomisn Indonesia jauh dari apa yang
diharapkan. Pemyebab dari keadaan perckonomian Indonesia tersebut antara lain
disebabkan oleh adanya akumulasi berbagai permasalahan yang sudah lama terjadi.
Berbagai kondisi yang memperburuk perekonomian Indonesia tersebut antara lain
terjadinya berbagai kebocoran dalam berbagai proyek pembangunan, maraknya korupsi,
praktek perbankan yang kurang sehat, adanya persaingan ussha yang kurang sehat, dan
maraknya berbagai macam penyelmdupan, Bahkan Sumitro Djoyohadikusumo pernah
memperkirakan, bahwa pada setiap proyek pembangunan itu telah mengalami kebocoran
sekitar 30 %.! Hal ini dapat dibayangkan, bagaimanal dampaknya apabila kebocoran ini
telah berlangsung selama bertahun-tahun. Berbagai akumulasi permasalahan tersebut pada

akhirnya bermuara pada terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan.

! Harian Kompas, tanggal 18 Nopember 1997




Upaya mengatasi krisis ekonomi begerta dampak yang ditimbulkannya telah
dilakukan melalui proses reformas; di bidang ekonomi, tetapi hasilnya belum memadai
karena : (1) penyelenggaraan negara. di bidang ekonomi selama ini dilakukan atag dasar
kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar, sehingga

kedaunlatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfiungsi

efektif; dan (2) kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat den daerah,
antardaersh, antarpelaku, dan antargolongan pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek
kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak kuat yang ditandai dengan berkembangnya
monopoli serta pemusatan kekuaten ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan
daerah tertentu.

| Kondisi lain yang menandai krisis ekonomi yang melanda di Indonesia pada awal
tahun 1997 antara lain menghilangnya berbagai barang kebutuhan pokok di masyarakat,
maupun ‘semakin meningkatmya harga barang-barang kebutuhan pokok itu secara tidak
wajar. Menghadapi keadaan inj berbagai pihak, yaitu pemerintah berserta aparat penegak
hulkum mencari sebab-sebab terjadinya kelangkaan distribusi barang dan jasa. Berbagai
perafuran yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi dimuncuikan kembali untuk
menjerat para pelaku yang dianggep sebagai penyebab terjadinya kelangkaan barang dan
Jjasa tersebut.

Dari gambaran tersebut di atas, dapatlah diambil suaty pelajaran bahwa kejahatan
yang menggangou kelancaran ekonomi suatu bangsa kiranya perlu diwaspadai. Upaya untuk
mewaspadai keberadaan kejahatan/tindak pidana ekonomi itn sebenarnya sudah ada, yaitu
sebagaimana diamanatkan GBHN Tahun 1999 yang menyatakan adanya tekad untuk

memberantas kejahatan ekonomi keuangan. Meskipun bangsa Indonesia sedikit demi sedikit

? Garie-Garie Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004, Bab T Kondisi Umum




dapat melampani berbagai kesulitan tersebut, hal ini tidaklah berarti bahwa kemmmgkinan-
kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi akan
berkurang: Dalam arti lain tidak menutup kemungkinan masih terdapat berbagai tindak
pidana yang dapat dikategorikan dalam lingkup tindak pidana ekonomi, saat ini. masih
mengancam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia.

Pada dasarnya perhatian terhadap tindak pidana (kejahatan) ekonomi sudah dimulai
pada talhun 1970-1990. Pada kurun waktu tersebut pusat perhatian dunia internasional
ditujukan pada mesalsh-masalah yang berhubingan erat dengan masalah pembangunan
(development) dan masalah kualites lingkungan hidup (quality of life).® Hal ini terlihat
dari perkembangan-perkembangan konggres PBB mengenai The Prevention of Crime and
the Treatment of Offenders yang menyoroti bentuk-bentuk dan dimensi kejahatan terhadap
pembangunan (Crime Against Development), kejahatan terhadap kesejahteraan sosial
(Crime Against Social Welfare) dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (Crime
Against the Quality of Life). Termasuk kejahatan-kejahatan yang demikian ialah kejahatan

ekonomi yang sering diungkapkan dalam berbagai istilah, antara lain ecoromic crime,

crime as business, business crime dan abuses of economic power. Dapatlsh dikatakan

bahwa kejahatan ekonomi merupakan ciri yang menonjol dari kejahatan terhadap

pembangunan masyarakat bangsa-bangsa di dunia, baik dalam masyarakat yang sudah

maju/modermn mavpun yang sedang mengalami perkembangan ke arah modernisasi.

Adanya perhatian yang cukup besar dari dunia internasional terhadap kejahatan

ekonomi sangatlah wajar mengingat dimensi, ruang lingkup dan dampak dari -kejahatan

ekonomi ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial. Dalam salah satu

? Muladi den Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992,
halaman 148




pertimbangan putusan Konggres PRR ke-7 di Milan pada bulan September 1985, khususnya
dalem putusan mengenai Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal in the
Contexth of Development and a New International Economic Order diskui dan
merupakan kenyatasn, bahwa ada hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan
antara tatanan sosial dan tatanan ekonomi sf,:cara nasional maupun internasional® Darj |

laporan Konggres PBB ke-7 itu dikemukakan pula bahwa sebagai salah satn masalah sogio-

| pdlitik, kejahatan sebagai produk sosial disebabkan oleh beraneka ragam faktor dan- .

diantaranya faktor ekonomilah yang menie-gaiig peranan utama Selanjutnya dikemukakan .
pula, bshwa pengaruh atay dampsak negatif dari kejahatan terhadap program-program
pembangunan nasional di negara-negara yang sedang berkembang sangatlah jelas dan
berbahaya. Di negara-negara sedang berkembang, program-program pembangunan nasional
sangat terganggn oleh semakin meningkatnya kejahatan ekonomi (economic crimes) seperti
penggelapan, penipuan, penyelundupan, penghindaran pajak, penyalahgunaan bamtuan
(milik umum dan negara), korupsi yang merajalela, penyuapan dan penyalahgunaan
keknatan-kekuatan ekonomi oleh korporasi nasional dan transnasional’

Di Indonesia sendiri, pada dasarnya sampai saat ini masih rawan akan terjadinya
berb@ macam kejahatan/tindak pidana ekonomi. Bahkan berbagai macam tindak pidana
di bidang ekonomi di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat
pesat seiring dengan perkembangan di bidang ilmn pengetahuan, teknologi dan elektronika.
Tindek pidana ekonomi yang sangat menggangou kelangsungan perekonomian bangsa itu
telah berkembang meliputi tindak pidana di bidang: perbankan, pasar medal, asuransi,

* Seventh UN Conggress On The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, Report, dikutip
dalem Muladi den Barda Newwswi Arief, Bunga Rempai Hukum Pidena, Penerbit Alurmni, Bandung, 1992,
halaman 149

? Ibid, halaman 150




perpajakan, kepabeanan, perssingan useha secara tidak sehat (monopoli), Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lain-lain. Tindak pidana ekonomi di bidang perpajakan
dampalnya sangat berbahaya bagi kelangmungan perekonomian bangsa, karena hal ini akan
mengancam segi penerimasn negara. Begitu pula dalam bidang perbankan, tidak kalah

berbahayanya bagi kelangsungan perekonomian negara yeng dapat meruntuhkan sendi-sendi

ekonomi bangsa Berbagai kasus perbankan sampai saat ini tidak jelas penyelesainnya
antara lain berupa: kasus Bank Bali, kasus BLBI yang hampir mencapai 140 trilyun.
Kalaupun ada kasus perbankan yang berhasil dibawa ke pengadilan, maka putusannya tidak
mencerminkan rasa keadilan masyarakat, seperti kasus Djoko Tjandra, Kim Johanes Mulia
(Bank Artha Prima) yang diputus bebas. Begitn pula dalam bidang pasar modal, berbagai
kasus yang mengusik rasa keadilan masyarakat tidak tertangani dengan jelas, seperti
misalnya kasus Bank Piko, Kasus penjualan saham Bank Bali, dan dugaan adanya insider
trading yang tidak lazim dalam perdagangan saham. |

Tindak pidana di bidang ekonomi yang berkaitan dengan monopoli maupun

persaingan uszha dewasa ini juga pertu mendapatkan perhatian. Hal ini telah terbukti,

bahwa adanya mbﬁopoli juga merupakan salah saﬁx sebab keterpm_ﬁkan pereﬁonomian
bangsa Indonesia pada saat ini. Pada masa lalu dan sast ini monopoli ussha di bidang
gemen, ferign maupun di sektor-sektor lain masih kelibatan menonjol. Kondisi ini perlu
segera diatasi bagt kepentingan bangsa di era pasar bebas nanti. Begitu pula terhadap
tindak pidana di bidang kepabeanan I;erlu juga diwaspadai, mengingat berbagai tindak
pidana penyelundupan masih sering terjadi, seperti penyelundupan solar ke luar negeri,
penyelundupan berbagai mobil mewsah, elekironika, penyelundupan tekstil dari luar negeri

ke dalam negeri dan lain sebagainya.




Oleh karena itu, berbagai tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, perlu
mendapatkan perhatian dan perlu dikaji lebih mendalam bagaimana sebaiknya
pengaturannya dalam kerangka hukum pidana ekonomi yang terpadu. Pada prinsipnya,
adanya tindak pidana di bidang ekonomi perln ditangani dengan serius dan dengan
penanganan yang tepat, baik melalui penerapan sanksi yang tegas manpun menerapkan |
kebijakan hukum pidana yang tepat. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana sebaiknya
pengaturannya.

Berbicara tentang tindak pidana ekonomi di Indonesia, maka hal ini tentu ;akan
berkaiten erat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt. Tahun 1955)
yang mulai berlakn di Indonesia hampir 46 tahun yang lalu (13 Mei 1955). Undang-Undang
No. 7 Drt. Tahun 1955 telah mengalami perubshan dan perkembangan, Menurut pendapat
para sarjana, hukum pidana ekonomi dalam arti sempit itn dapat. diartikan sebagai UU Na.
7/Drt/1955, sedangkan dalam arti [uas meliputi segala peraturan yang mengatur tentang
tindak pidana yang dampaknya mengganggu perekonomian negara. Namun demikian penulis ‘
lebih setuju dengan istilah tindak pidana ekonomi yang terdapat datam UU No. 7 Drt. Taiiun )
1955 dan Tindak Pidana di bidang ekonomi yang terciap_ai di luar UU No. 7 Drt.-Tahun -
1955, Adanya pembedasan tersebut akan memberi konsekuensi dalam hal pengenasn pidana,
terlebib-lebih dalam hal adanya pemberatan sebagaimana yang berlaku terliad;p tindak
pidana ekonomi di dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955.

Apabila diamati, berbagai macam peraturan penmdang-undangan tindak pidana

. ekonomi itn sangat cepat mengalami perubahan. Hal ini adalah wajar mengingat peraturan

tersebut diadakan untuk mendukung berlangsungnya kehidupan perekonomian, sedangkan
perkembangan ekonomi di masyarakat itu seringkali berubah secara cepat seiring dengan
adanya berbagai kemajuan di sektor lain Dengan kondisi yang demikian, Andi Hamzah




menyebut bahwa afuran-aturan hukum pidana ekonomi itu elastis dan mudah berubah-ubah
sesuai pasar.’ Di Indonesia dapat dilihat dalam praktek, bahwa perundang-undangan di
lapangan ini telah berubah dengan cepat silih berganti demi mengejar perkembangan
modus operandi dari pelaku. Bahkan para pejabat di lapangan seperti polisi, jaksa, hakim
dan pengacara seringkali belum sempat membaca atau menemukan auﬁtu peraturan,
peraturan itu sudah mengalami perubahan lagi. Peraturan yang paling sering mengalami
perubahan dengan cepat tersebut antara lain berupa Peraturan Pemerintash dan Peraturan
Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya perubahan sosial ekonomi serta merta
diikuti oleh peraturan pidana ekonomi. Perafuran pidana ekonomi umumnya temporer untuk
membantu mengatasi kesulitan pada suatu waktu tertentn dan dihapuskan lagi sesudah
tercapai keseimbangan di lapangan ekonomi. Dengan kondisi yang demikian, adanya
anggapan bahwa hukum sebagai gejala masyarakat terlihat lebih nyata pada hukum pidana
ekonomi’ di Indonesia.

Adanya perubahan sosial ekonomi yang serta merta diikuti perubahan peraturan
pidana ekonomi memmjukkan bahwa kejahatan ekonomi memiliki pengaruh dan dampak
negatif yang serius bagi masyarakat Memperhatikan hal ini, maka wajar pula apabila
perhatian juga ditujukan terhadap upaya penanggulangannya -Salah satu upaya
penangguiangan kejahatan/tindak pidana ekonomi yang masih sering dipermasalahkan ialah
dengan menggunakan sarana huﬁm pidana Hal ini dengan didasari oleh suatn anggapan.
bahwa pengenaan pidana terhadap pelaku ini kurang tepat, mengingat adanya pengenaan
pidana tersebut dalam perkembangannya tidak dapat menghilangkan adanya berbagai

macam tindak pidana itu sendiri. Dengan adanya keberatan tersebut, maka diusultkan agar

¢ Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi, Penerbit Erlangga, Jakarta Pugat, 1983, hal 25
7 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., halaman 157




terhadap pelakn tindak pidana di bidang ekonomi itu diprioritaskan dikenskan sanksi
denda mavpun tindaken administratif Pengenasn senksi denda mauptn  tindakan
administratif ini didasari oleh suatm pemahaman bahwa akibat yang ditimbulkan’dari
adanya tindak pidana di bidang ekonomi adalah adanya kerugian kenangan negara, sehingga

prioritas yang diutamakan adalsh bagaimana kerugian kenangan negara tersebut dapat

dikembalikan ke kas negara. Namun demikian, keberatan terhadap pengenaan sanksi pidana

itu bukanlah bal yang baru, mengingat masalah inipun pemnsh diprihatinkan dalam

Konggres PBB ke-6 mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders

pada tahun 1980 di Caracas Venezuela. Bagaimanapun juga pengenasn sanksi pidana yang

ftegas perlu diterapkan, setelah semua upaya lain atan sanksi yang lebih unak tidak mampu

mengatasi tindak pidana itu.

Upaya penanggulangan kejahatan ekonomi di dalamnya juga tercakup sebagai upaya
fiungsionalisasi hukum pidana. Fungsionalisasi nkum pidana dapat diartikan sebagai upaya
untuk membuat hukum pidana itu dapat berfimgsi, beroperasi atan bekerja dan terwujud
secara kongkret. Jadi istilah fimgsionalisasi hukum pidana dapat diidentikken dengan istilah
operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakekaﬁxya sama. dengan
pengertian penegakan hukum pidana. Pada unmmnya fungsionalisasi atan proses penegakan
hukum itu melibatkan tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan, faﬁtor
aparat/badan penegak lmkum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini
dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum,
struktur hukum dan budaya huknm

Salah gatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana ekonomi adalah mengusahakan

agar bagaimana masyarakat pada umumnya dan pelaku ekonomi pada khususnya mematuhi

® Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., halaman 157




keberadaan peraturan tentang tindak pidana ekonomi yang terdapat dalam UU No.
7/Drt/1955, maupun tindak pidana di bidang ekonomi yang ada di luar UU No. 7/Drt./1955.
Perhmya ditetapkan ketentuan tentang sanksi ini diharapkan dzpat membuat takut dan jera
para pelaku tindak pidana ekonomi. Dengan demikian adanya sanksi tersebut dapat menjadi
sarana represif, sehingga kerugian masyarakat maupun negara dapat dihindarkan.

Pada dasamya fingsi sanksi dalam hukum itz berguna untuk memberi wibawa
kepada hukum dan memaksa orang mematuhi hukum. Sanksi dalam Undang-Undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Fkonomi merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-
undangan tersebut dipatuhi. Sanksi harus benar-benar diterapkan jika perbuatan itu diancam
dengan hukuman. Sangatlah tidak ada artinya epabila sanksi dalam undang-undang itu tidak
diterapkan. Oleh karena itu penerapan sanksi harus dilakukan secara cermat, cepat dan
tepat. Apabila penerapan sanksi tersebut hanya kadang-kadang saja, hal ini dapat memberi
pengaruh kepada pelaku untuk tidak jera melakukan kembali tindak pidana.

Upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi dapat juga dilakukan melalui
kebijakan hukum pidana. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana itu dapat
mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum
pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana’ Dalam penulisan tesis ini, penulis
hanya menitikberatkan pada ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material.
Kebijakan hukam pidana dalam arti material ini sendiri meliputi hal-hal yang berkaitan
dengan : (1) masalsh tindak pidans, (2) masalah kesalahan atan pertanggungjawaban
pidana dan (3) masalah pidana dan pemidanaan'®

® Barda Nawawi Arief (), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1966, hal 30
1 Ibid, halaman 97




Kebijakan hukum pidana dalam arti materiil sebagai upaya penanggulangan tindak
pidana/kejahatan apabila dilihat dari sudut kebijakan, maka sasarannya tidak hanya

perbuatan jahat warga masyarakat tetapi juga meliputi perbuatan aparat penegak hukum,

Jadi dalam hal ini mengandung kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan

mengalokasikan kekuasasn yang meliputi tahap formulasi, aplikasi dan eksekutif. Dalam
penelitian tesis ini, penulis menitikberatkan pada tahap formulasi.

Dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana, maka penerapan kebijakan hukum
pidana yang tepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam penegakan tuikum pidana
ite. Dalam perkembangannya, muncul kecenderungan adanya tindak pidana yang termasuk
dalam lingkup tindak pidana di bidang ekonomi tetapi diatur secars tersendiri {di lnar UU
No. 7 Drt. Tahun 1955). Kecenderungan tersebut menarik untuk dikaji dan dipelajari dalam
kerangka untuk menanggulangi tindak pidana ekoﬁomi pada saat sekarang maupun pada
masa‘. yang eken datang. Hal ini didasari oleh suatu kesadaran bahwa kejahatan/tindak
pidana ekonomi itu akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan
masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, diperfukan peraturan perundangan yang dapat
mengantisipasi trend atau perkembangan tindak pidana ekonomi tersebut. Dalam kaitmmya
dengan upaya untuk mengantisipasi perkembangan tindak pidana ekonomi di masa datang,
maka perlu dipikirkan pula adanya peraturan perindang-undangan di bidang ekonomi yang
memiliki keterpaduan, keselarasan, tidak tumpang tindih dan memiliki keserasian di dalam
kebijakan hukum pidana yang diterapkan. Hal ini dengan pertimbangan, bahwa di safu sisi
UU No. 7 Drt. Tabun 1955 masih berlaku, namum disisi lain banyak peraturan perundangan

yang tercakup di dalamnya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada kenyataannya, -

pembuat UU lebih cenderung untuk mengatur berbagai macam tindak pidana di bidang

ekonomi dalam perafuran tersendiri terlepas dari UU No. 7 Drt. Tahun 1955.
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Satu hal yang perlu dipertimbangkan pula, bahwa peraturan tindak pidana ekonomi
di masa mendatang juga harus mempertimbangkan adanya era pasar beblas, globalisasi,
perkembangan teknologi maupun adanya perkembangan elekironika serta dapat menjamin
perkembangan dan kelangsungan perekonomian di masyarakat. Hal ini dikarenakan, bahwa
perkembangan perekonomian dunia akan semakin pesat dan batas antar negara semakin
tipis, yang pada akhimya akan mempengaruhi pula kualitas maupun kuantitas

kejahatan/tindak pidana ekonomi. Namun demikian, misi yang diemban dalam penegakan

hukum tethadap pelaku tindak pidana ekonomi harus tetap dalam kerangka unfuk memajukan -

perekonomian negara dan menjgmin adanya kepastian berugaha bagi para pelakn ekonomi.
Sehingga perlu dihindarkan, bahwa adanya upaya penanggulangan atan penegakan hukum
ekonomi yang tegas justru akan mematiken kehidupan perekonomian. Oleh karena itu, ekses
negatif dari upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi sedapat mungkin dihindarkan,
sehingga perkembangan perekonomian tidak terganggu. Dengan tidak terganggunya
perkembangan perekonomian, maka dengan sendirinya akan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

B. Permasalahan

Upaya menanggulangi tindak pidana ekonomi, diantaranya adalah dengan melakukan
penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untok mewujudkan keinginan
hukun menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah
pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumugkan dalam peraturan hukum itu,
Dalam kaitan ini, peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan
pelaksanaannya di masyarakat oleh para penegak hukum. Dalam nada yang agak ekstrem
bisa dikatakan, bahwa keberhusilan atau kegagalan para penegak hukum dalam
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melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan perundang-undangan yang-

harus dijalankan itu dibuat.

Upaya penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi di Indonesia sangat
tergantung pula pada kebijakan hukum pidana yang skan diterapkan. Mengingat pesatnya
perkembangan perekonomian yang disertai dengan berkembangnya tindak pidana di bidang |
ekonomi, maka dalam penelitian tesis ini peraturan tindak pidana di bidang ekonomi hanya
difokugkan terhadap perundang-undangan TPE (UU No. 7 Dit. Tamm 1955) dan secara
sekilas juga diduklcmg beberapa perundangen lain yang termasuk dalam lingkup tindak
pidana di bidang ekonomi yaitu: UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan; UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (yang telah mencabut Stb. No. 240
tahun 1882); dan tindak pidana yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian, maka kebijakan
hukum pidana (matrerial) juga hanya akan mengkaji dan berkaitan dengan perundang-
undangan tersebut di atas. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian tesis adalah
gebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang
ekonomi selama ini dalam menanggulangi perkembangan tindak pidana di bidang
ekonomi ?

(Yang dimaksud peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini adalah
UU No. 7 Drt. Tahun 1955, UU tentang Perbankan, UU tentang Kepabeanan dan UU
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehai)

2. Bagaimana keserasian kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana di

bidang ekonomi dalam peraturan penmdang-undangan di bidang ekonomi selama ini ?
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(Yang dimaksud keserasian adalah keserasian dengan ketentuan KUHP maupin
keserasian dengan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini).

3. Bagaimana bentuk pengaturan Hukum Pidana FEkonomi dalam menanggulangi
perkembangan Tindak Pidana di bidang ekonomi di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian
Bertitik tolak dari pokok ‘permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. ‘Unmk mengetahui tentang kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan
formulatif mengenai permasalahan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban
pidana/kesalahan dan tentang pidana dan pemidansan dalam peraturan perundang-
undangan di bidang ekonomi selama ini (yaitu TPE, DU tentang Perbankan, UU tentang
Kepabeanan dan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak
Sehat) dalam menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi tersebut.

pidana, pertanggungjawaban pidana/kesalahan dan tentang pidana dan pemidanaan
dalam upaya menanggulangi tindak pidﬁn& di bidang ckonomi dalam peraturan
penmdang-undangan di bidang ekonomi selama ini (UU TPE, UU tentang Perbankan,
UU tentang Kepabeanan dan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha tidsk Sehat) maupun dengan ketentuan KUHP. -

3. Untuk mengetahni bentuk pengaturan Hukwm Pidana Ekonomi dalam menanggulangi

perkembangan Tindak Pidana di bidang ekonomi di masa mendatang.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil-hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kegunaan

sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi yang relatif lengkap tentang kebijakan hukum pidana yang

berkaitan dengan kebijaken formulatif mengenai permasalahan tentang tindak pidang,
pertanggungjawaban pidana/kesalahan dan fentang pidana dan pemidanaan dalam
peraturan ﬁenmdang-mdangan di bidang ekonomi selama ini {(UU TPE, UU. tentang
Perbankan, UTJ tentang Kepabeanan dan UU tentang Larangan Praktek Monopoli) dalam
menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi. Secara teoritis berguna untuk
ﬁlemped(aya teori-teori hukum pidana umumnya dan hukum pidana ekonomi !dmshénya
dalam rangka pembsherusn hulum pidana yang sampai sast ini masih terns

dikémbmgkan guna terwujudnya suatu sistem hukum pidana nasional.

. Dapat memberiken pengetahuan yang mendalam tentang keserasian dalam kebijakan

hukum pidana yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi
selama ini (UU TPE, UU tentang Perbankan, UU tentang Kepabeanan dan UU tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sechat) dengan ketentuan
KUHP dalam menangpnlangi tindak pidana di bidang ekonomi. Secara praktis hasil
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penegakan hukum pidana di bidang
ekonomi, sehingga dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana di bidang ekonomi

yang mengancam perekonomian negara di masa sekarang maupun di masa mendatang.

. Dapat memberikan gambaran dan menentukan bentuk pengaturan Hukum Pidana

Fkonomi dalam menanggulangi perkembangan Tindak Pidana di bidang Ekonomi di

masa mendatang,
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E. Kerangka Teoritik
Menurut Marc Ancel, bahwa "modern criminal science” terdiri dari tiga
komponen, yaitu "criminology", "criminal law" dan "penal policy" Lebih lanjut

dikemukakan bahwa peral policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya

mempunyai tujuen praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara

lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi
juga kepada pengadilan yang menerapken undang-undang dan juga kepada para
penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan_lz

Permasalashan kebijakan bhukum pidana bukanlah suatu permasalahan yang
gederhana. Pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata
pekerjasan teknik perundang-undangan yané dapat dilakukan secara yuridis normatif dan
sistematik dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga
memeriukan pendekatan fuktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan
komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin
gosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional
pada umumnya Sehingga dapatish dikatakan bahwa permasalahan kebijakan itn merupakan
suatu permasalahan yang kompleks.

Menurut arti kata, istilah kebijakan itu berasal dari istilah "policy" (Inggris) atan
“politiek” (Belanda). Bertolak dari pemshaman kedua istilah asing itu, maka istilah
"Kebijakan Hukum Pidana" dapat pula disebut dengan'istilah "Politik Hukum Pidana.

Dalam kepustskasn asing istilash "Politik Hukum Pidana” ini sering dikenal dengan

11 Marc Ancel, Social Defence to Criminal Problems, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai
Kebijakan Hulkum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 23
12 1hid, halaman 23

15




berbagai istilah antara lain: "pernal policy", "criminal law policy” atan "strafrechts
politiekn 12

Banyak para sarjana yang berussha merummskan tentang pengertian kebijakan
hukum pidana. Salah satu diantaranya adalah Sudarto yang merumuskan pengertian politik
hukum pidana sebagai berikut:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan
situasi pada suatu saat 1 |

2. Kebijakan dari negara melalni badan-badan yang berwenang untuk menetapkan
peraturan-peraturen yang dikehendaki yang diperkiraken bisa digunaken untuk
mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang
dicita-citakan '’

Dalam penjelasannya lebih lanjut, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan
"politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-
undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya gina '
Dalam kesempatan lain, belian juga menyatakan pula bahwa melaksanakan "politik hukum
ptdana” berarti "ussha mewujudken peraturan penmndang-undangan pidana yang sesuai
dengan keadasn dan situasi pada suatu wakin dan untuk masa-masa yang akan datang".
Dengan demikian kebijakan hukum pidana itu untuk mewujﬁdkan peraturan perundang-

undangan yang baik dan tepat untuk masa sekarang maupun masa mendatang 7

13 Thid, halaman 27

4 Sudarto (D, Hukurn dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, halamen 159

15 Sudarto (IT), Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, halaman 20
16 Sudarto (T), Op. Cit., halaman 161

17 Sudarto (II), Op. Cit., halaman 93 dan 103
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Sarjana lain yang merumuskan ketentuen tentang kebijekan hukum pidana adalsh
Mulder. Menurut Mulder "strafrechts politiek” merupakan garis kebijakan untuk
menentukan: '*

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atan diperbaharui;

2. Apayang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus
dilaksanakan.

Dengan berbagai pengertian tersebut di atas, pada intinya usaha dan kebijakan untuk
membuat peraturan hukum pidane yang baik pada hakekatuya tidak dapat dilepaskan dari

tujuan penanggulangan kejahatan Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan

~ bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan {ain difihat dari sudut politik kriminal, maka

politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan
dengan hukum pidana”.

Ussha penanggulangan kejshatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga
merupakan bagian dari usaha penegakan hukurn (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh
karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atan kebijakan hukem pidana merupakan
bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement).

Disamping itn usgha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang
(hulkum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan
masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan hukum
pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atan politik sosial (social policy).
Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai segala nsaha yang rasional untuk

18 A Mulder, “Strafrechtspolitiek® Delikt en Delinkwent, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, Bunga
Rampai Kebijakan Hukum Pidane, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halarman 28
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mencapai kesejahteraan masyarakeat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi
di dalam pengertian "social policy" sekaligus tercakup di dalamnya "socia! welfare
policy” dan "social defence policy”.

Kebijakan hukum pidana apabila dilihat dalam arti luas itn mencakup ruang lingkup
kebijakan di bidang Hukum Pidena Materiil, bidang Hukum Pidana Formal dan di bideng
Pelaksanaan Pidana Mengingat luasnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana tersebut,
maka dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, penulis hanya akan membatasi dalam
lingkup "Kebijakan Hukum Pidana Materiil.” Ruang linglup kebijakan hukum pidana
dalam arti materiil itu sendiri meliputi:

1. Masalah tindak pidana;
2. Masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana;
3. Masalah pidana dan pemidanaan.

Masalah tindak pidana itu berkaitan dengan perbuaten apa yang dapat dipidana,
yang di dalamnya akan mencakup tentsng sumber hukum atan dasar patut dipidananya
suatu perbuatan. Selain itu di dalam tindak pidana tersebut juga akan berkaitan dengan:
bagaimana perumusannya, jenis-jenisnya (kualifikasi dan klasifikasi) deliknya dan tentang
subyek tindak pidana. Sedangkan tindak pidana itu sendiri memiliki pengertian sebagai
suaty perbuaten melakukan atan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.® Perbuatan itu
harus merupakan perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana oleh suafu peraturan
perundang-undangsn. Dengan demikian suatu perbuatan yang dilarang atan diancam dengan
hukuman adalah suatu tindak pidana.

1% W.J.8 Poerwadarminta, Kamrus Urmum Bshasa Indonesia
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Begitu pula dengan permasalahan kesalahan/pertanggungjawaban, di dalamnya akan
menyangiut permasalahan tentang dolus/culpa manpun tentang pertanggungjawabannya.
Sedangkan permasalahan pidana dan pemidenaan akan berkaitan dengan sanksi yang dapat
dikenakan terhadap para pelaku tindak pidana.

Peraturan hukum pidana di bidang perekonomian, seperti halnya di bidang hukum
pada umumnya perlu ditegakkan, sebab adanya hukum ifu pasti ada yang melawannya atau
melanggarnya. Oleh karena itu, maka atas pelanggaran dari aturan hukum ditetapkaniah
ganksi. Namm demikian, tidaklah mudah untuk memberikan batas-batas tentang tindak
pidana ekonomi itu secara pasti. Sampai saat ini, para ahli belum sepakat tentang ruang
lingkup dan batasan tentang tindak pidana ekonomi.

Walaupun belum ada kesepakatan tentang ruang lingkup dan batasan tentang tindak
pidana ekonomi, dalam pasal 1 UU Nomor 7 /Drt./1955 dapat ditemukan ketentuan tentang
apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Ekonomi. Rumusan pasal tersebut adalah sebagai
berikut :

"yang disebut tindak pidana ekonomi ialah :

1e. pelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasarkan :

a "Ordonantie Gecontroleerde Goederen 1948" (Stb. 1948 No. 144)
sebagaimana diuvbah dan ditambah dengan Stb. 1949 No. 160;
b. "Prijsbeheering-Ordonnantie 1948". (Stb. 1948 No. 295);
¢. Undang-Undang penimbunan barang-barang 1951" Lembaran Negara Tahun
1953 No. 4);
d. "Rijsordonantie” 1948" (Stb. 1948 No. 253);
e. "Undang-undang darurat kewsjiban penggilingan padi” (Lembaran Negara
Tahun 1952 No. 33);
£ "Deviezen Ordonnantie 1940" (Stb. 1940 No. 205);
2e. Tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal 26, 32 dan 33 Undang-Undang
Darurat ini. :
3e. Pelangparan sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar
undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ckonomi.
Lebih lanjut, dalam penjelasan resmi antara lain disebutkan bahwa untuk sementara

pemunjukan pelanggaran-pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi dianggap - cukup
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luas untuk mencapai maksud pemerintah. Berdasarkan romusan "untuk sementara”, maka

kemungkinan penambahsn penunjukan pelanggaran-pelangearan sebagai tindak pidana

ekonomi akan selalu ada dan penambahan tersebut telah dibuka berdasarkan pasal 1 sub 3e.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tesebut, maka dapat
ditarik suatu pengertian bahwa UU ini masih memberi peluang kepada kaidah-kaidah yang
akan datang (dalam bentuk UU) untuk menentuken pelanggaran atas UU tersebut sebagai
delik ekonomi. Dari pengertian tersebut, walapun suatu tindak pidana berakibat merugikan
kepentingan ekonomi Indonesia, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana
ekonomi. Hal ini dikarensken tindak pidana tersebut berada di luar kaidah-kaidsh yang
ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

Pengertian tersebut didukung oleh pendapat Andi Hamzah yang menyatakan batowa
dengan UU No. 7 Drt. Tahun 1955 itu pembuat undang-undang telah berusaha menghimpun
aturan-ahiran yang telah ada sebelumnya dan menambah dengan aturan-aturan tersendiri
secara umum den menunjuk rupa ﬁndak pidana ekonomi (delik ekonomi) ifu. Dengan
undang-undang darurat tersebut ditunjuk kaidah-kaidah mana yang termasuk delik ekonomi.
Dari sitn dapat diketahui bahwa ada tiga golongan kaidah yang termasuk delik ekonomi;
yaitu:

1. Golongan yang terbanyak adalah yang disebut dalam pasal 1 ﬁndang-undang darurat itu.
Di pasal itu digebutkan ordonnantie, wet dan undang-undang (termasuk Perpu), yang
menjadi sumber Hukum Pidana Ekonomi. Jumlah undang-undang tersebut terus berubah,
ditambsah dan dicabut sesuai dengan perkembangan hukum pidana ekonomi;

2. Golongan yang kedua adalah sndang-undang itn sendiri menentukan kaidah sebagai
delik ekonomi. Ini terdapat di 3 (tiga) pasal dalam UUTPE, yaitu pasal-pasal 26, 32

dan 33;
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3. Golongan ketiga yaitu pemberian lowongan kepada kaidah-kaidsh yang akan datang
(dalam undang-undang ataukah Perpu), dimana ditentukan bahwa pelanggaran atas
undang-undang/Perpu itu merupakan delik ekonomi.

Dari pembagian atan penggolongan delik ekonomi tersebut, Andi Hamzah menyatakan

bahwa yang terpenting dalam hal ini adalah ancaman pidana terhadap pelanggaran masing-

masing golongan delik di atas berbeda™ Golongan delik yang berat adalah polongan
pertema yaitu yang tersebut dalam pasal 1 sub 1e UUTPE.

Melihat kondisi tersebut ada kesan memperpanjang dan memperuomit suatu
permasalahan, terlebih-lebih lagi jika melihat perkembangan ekonomi di era globalisasi ini
yang semakin dinamis dan kompleks. Pengertian tersebut tidak dapat diterapkan dalam
mengatasi tindek pidana perekonomian di era globalisasi ini. Dengan demikian diperlukan
suatu pendekatan lain ataupun terobosan baru dalam mengatasi tindak pidana ekonomi,
mengingat dalam perkembangan selanjutya telah muncul tindak pidana yang dapat
dikategorikan sebagai tindak pidsna ekonomi yang semakin canggih dan rumit, seperti
misalnya; tindak pidana di bidang perbankan, ﬁasar modal, Hak Atas Kekayaan Intelekinal,
Kepabeanan, adanya praktek monopoli, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
maupun White Collar Crime. Tindak pidana di bidang tersebut paling tidak masih akan
mewarnai dan berkembang sebagai tindak pidana ekonomi di Indonesia.

Apsbila dilihat tentang dampak yang ditimbulkan dari berbagai perkembangan
tindak pidana tersebut di atas, maka berbagai macam tindak pidana itn dapat dikategorikan
dalem ruang lingkup tindak pidana ekonomi. Dalam kaitannya dengan hukum pidana
ekonomi ini, Moch. Anwar menyatakan bahwa hukum pidana ekonomi mempunyai makend

sebagai penjelmasn peninglatan turut campurnya negara di dalam kehidupan ekonomi,

* Andi Harnzsh, Op. Cit., halaman 15
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dengan menciptakan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang memmat ketentuan-
ketentuan pidana terhadap setiap pelanggarannya,” sedangkan menurut Andi Hamzah hukum
pidana ekonomi itn merupakan bagian dari hukum pidana yang memiliki corak-corak

tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi.?

Dalam perkembangannya dewasa ini dapat diketahui suatu pemahaman, bahwa
peluang yang dibuka oleh UU No. 7 Drt. Tahun 1955 (Pasal 1 sub 3e} untuk menyatakan
suatu delik itu sebagai delik ekonomi sudah jarang dilakukan. Sehingga hal ini
menimbulkan suatu kondisi yang dilematis, dimana di satu sisi UU TPE itu masih berlaku
sedangkan banyek peraturan yang tercakup di dalemnya sudsh dicabut den telah munenl
kecenderungan dari pembuat UU dalam kebijokan legislatifiya untuk mengatur berbagai
tindak pidana yang masuk dalam lingkup tindak pidana ekonomi secara tersendiri. Adanya
kebijakan ini tidak jarang menimbulkan tumpang tindih antara berbagai macam peraturan
perundang-undangan tindak pidana ekonomi. Terlebih lagi pada saat ini berbagai macam
peraturan perundangan tentang tindak pidana ekonomi itu telah mengembangkan perumusan
sanksi pidana yang berupa denda dan sanksi administratif sebagai prioritas. Namun
demikian dalam perumusan sanksi ini tidak jarang menyimpang dari “Ketentuan Umum’™
KUHP. Penyimpangan terhadap “Ketentuan Umum® KUFHP ini sebenarnya tidak ménjadi
masalah, sepanjang dalam peraturan perundang-undangan tergebut juga diatur secara
tersendiri. Apsbila hal ini tidak dilakukan, maka tfentu saja akan menimbulkan
permasalahan dalam praktek.

Oleh karena itn, untuk mengantisipasi arsh perkembangan kejahatanftindak pidana

ekonomi yang makin meningket baik secara kualitas maupun kuantitasnya, maka periu

21 A K. Moch. Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Penerbit Alumni, Bandung, 1989, hal 9
7 Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 1
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dipikirkan pula tentang pengaturan hukum pidana ekonomi yang memiliki keserasian® di
dalam kebijakan hukum pidana Dengan adanya keserasian ini diharapkan tidak ada
peraturan yang: (1) menyimpang dalam ketentuan KUHP tanpa ada pengaturannya secara
tersendiri; (2) tumpang tindih satu dengan yang lain. Apabila hal ini dapat dihindari, maka
akan sangat mendukung dalam upaya menanggulangi tindak pidana ekonomi di Indonesia.
Dalam kaitannya dengan beberapa ketentuan KUHP, maka ada beberapa hal yang
perlu dikemukakan, yaitu:
a.  Subjek Hukum
Hampir setiap‘pasal KUHP di dalamnya mulai dengan kata-kata “barangsiapa”. Henya
oranglah yang merupakan subjek hukum dalam KUHP. Badan hukam bukan merupakan
subjek hukum dipertegas dalam Pagal 59 KUHP yang berbunyi:
“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus,
anggota-anggota badan pengurus atan Kkomisaris-komisaris, maka pengurus,
anggota badan pengurus atan komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan
pelanggaran tidak dipidana.”
b. Kualifikasi delik
KUHP membagi kualifikasi deliknya berupa kejahatan dan pelanggaran. Ketentuan ini
terlihat dalam Buku JI KUHP yang mengatur tentang kejahatan dan Buku IIl KUHP yang
mengatur tentang pelanggaran. Adsnya pembagian kualifikasi delik ini membawa
konsekuensi yang berbeds, misalnya dalam hal percobaan. Percobasn terhadap
kejahatan itu dipidana (Pasal 53 KUHP), sedangkan percobaan terhadap pelanggaran
tidak dipidana (Pasal 54 KUHP). |

? Yang dimaksud keserasian adalah adanya kecocokan, kescsuaian scbagaimana tercantum dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinasn dan Pengembangan Bahasa,
Balai Pustaka, 1995, halaman 926
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¢. Ancaman pidana penjara dan denda

Ancaman pidana penjara dalam KUHP menggunaksn ancaman maksimal, sedangkan

ancaman pidana denda menggunakan pidana denda minimal umum sebesar Rp. 25 sen

(Pasal 30 ayat 1) atau berdasarkan UU No. 18/Prp/1960 menjadi Rp. 3,75 sen. Lebih

lanjut, dalam Pasal 30 ayat 2 ditegaskan: “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti |

dengan pidana kurungan™ dan dalam Pasal 30 ayat 3 dan 5 KUHP ditegaskan pula:
bahwa lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit sam hari dan paling lama
enam bulan, sedangkan jika terjadi pemberaten, maka pidana kurungen pengganti paling
lama delapan bulan. |

¥. Metodologi Penelitian
Dalam penulisan tesis ini, data merupakan hal yang sangat penting dalam rangka
pembahasan masalah-masalah yang diteliti dan dicarikan jalan keluarnya Untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka
dibutuhkan suatu metode. Metode yang dipakai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan
itu tentu saja harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya?* Adapun
metode penelitian yang dipakai untuk membahas permasalahan tersebut adalah :
1. Ruang Lingkup Penelitian
Mengingat obyek penelitin adalsh berupa kebijskan fukum pidana, yang
didalamnya terdapat permasalahan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban
pidana/kesalahan dan pidans/pemidanaan, maka ruang lingkup penelitian tidak dapat
dilepaskan dalam kerangka/berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach).

# Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesie, hal 12




2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, untuk mendekati pokok permasalahan dipergunakan metode
pendekatan yuridis normatif Penelitian hukum normatif ini merupakan peneliﬁan hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka?
Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini meliputi: (1) peneclitian inventarisasi |
hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi; (2) Penelitian tentang
asas-asas hukum; (3) peneclitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal; (4) penelitian
hukum in concreto.® Dalam penelitian ini juga dipergunakan pendekatan
perbandingan/kompsarasi.

Pendekatan yuridis normatif ini untuk mengetahui sejanh mana penerapan
kebijakan hulum pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi
selama ini (UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang TPE, UU tentang Perbankan, UU No. 10
Tamm 1995 tentang Kepabeanan dan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha tidak Sehat) dalam menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi.
Keempat urut-urutan penelitian hukum normatif ini dilakukan secara bertahap dan
berurutan, sehingga dapat mengetahui secara mendalam tentang permasalahan yang

diteliti.

. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yoridis normatif, maka yang menjadi
sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder di bidang hukum dalam penelitian

ini meliputi:

25 goerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali
Press, Jakerta, 1985, halaman 13
26 Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit., halaman 23-26
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4,

5.

a. Bahan Hukum Primer
Bahan-bahan hukum primer ini meliputi: norma-norma Pancasila, UUD 1945,
Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan mengenai tindak pidana ekonomi
(UU No. 7 Drt 1955, UU tentang Perbankan, UU tentang Kepabeanan dan UU
tentang Larangan Praktek Monopoli), dan Keputusan Pengadilan. |
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan tukum sekunder ini berupa bahan-bahan yang erat hubungannya
dengan bahan-bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisa bahan hukum
primer, antara lain; Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Notulensi
Pembuatan Svatu Undang-Undang, hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana dan
sebagainya, yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi sebagaimana dimaksnd
dalam penelitian ini.
Metode Pengumpulan Data
Bagaimana cara untuk mempeoleh data merupakan suatu metode yang khusus
membicarakan teknik pengumpulan data Untuk itu pemulis menggunakan metode
pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu cara infuk
memperoleh data yang bersifat teoritis dengan melalui penelitian kepustakaan, dengan
cara mempelajari bukn-buku sebagai acuan, tnlisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya
dengan materi yang sedéng penulis teliti yang dapat dipergunakan sebagai kerangka atan
landasan teori maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan
materi penelitian.
Teknik Analisis Data
Di dalam penelitian likum nommatif, maka pengolahan data pada hakekatnya
merupakan kegiatan unfuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum
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tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis
tersebut untuk memmtaskan pekerjaan analisis dan konstruksi. ¥

Setelah data terkumpul dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah tahap
analisis data. Tahap analisis ini, data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga berhasil
menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan atan |
masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Mengingat data yang diperoleh datam
penelitian ini bersifat kualitatif maka dipergunakan analisis kualitatif Proses analisis
kualitatif dalam penelitian ini secara urnt dapat dijelaskan, yaitu terhadap data yang
sudah terkumpul diseleksi, setelah itu data disusun dan disajikan, kemudian diadakan

pembahasan, dan selanjuinya dilakukan penarikan kesimpulan.

G. Sistimatika Penclitian

Sistimatika penelitian tesis ini dipergunakan untuk memberikan gambaran secara
menyeluruh tentang isi dari bab-bab. Gambaran dari bab-bab ini memiliki hubungan
keterkaitan dan merupakan rangkaian yang berkesinambungan. Untuk memudabkan
pemshaman dalam pembshasan serta untuk mewujudkan tulisan yang sistematis, maka
penulis membagi tulisan yang berbentuk laporan penelitian ini terdiri atas empat bab.

Setelah Bab pertama ini, selanjutnya pada Bab I diuraikan tentang: (A) Hukum
Ekonomi Di Indonesia Dan Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi,
(B) Ruang Lingkup Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi, {C) Perkembangan Peraturan
Tentang Tindak Pidana Di Bidang Fkonomi, (D) Kebijakan Hukum Pidana

Selanjutnya pada Bab I merupakan hasil penelitian dan pembshasan yang

berisikan: (A) Kebijakan Hukum Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang

77 3oerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, halaman 251
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Ekonomi Selama Ini Dalam Menanggulangi Perkembangan Tindak Pidama Di Bidang
Ekonomi: 1. Kekhususan UU No. 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi: 2.
Kebijakan Sanksi Pidana Dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana

Ekonomi; 3. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Dalam Peraturan

Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi Selama Ini; 4. Penerapan Sanksi Tindak Pidana

Di Bidang Ekonomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi Selama Ini;
{B) Keserasian Kebijakan Hukum Pidana Untuk Menangguiangi Tindak Pidana Di Bidang
Ekonomi Dalam Peraturan Penmdang-Undangan Di Bidang Ekonomi Selama Ini; C. Bentuk
Pengaturan Hukum Pidana Ekonomi Dalam Menanggulangi Perkembangan Tindak Pidana
Di Bidang Ekonomi Di Masa Mendatang: 1. Bentuk Pengaturan Hukum Pidana Ekonomi Di
Masa Mendatang; 2. Kebijakan Hukom Pidana Dalam Mengantisipasi Perkembangan
Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Masa Mendatang; dan pada Bab IV sebagai

Pemutup, berisikan: (A) Kesimpulan dan (B) Saran-saran.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Ekonomi D Indonesia Dan Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana Di
Bidang Ekonomi

Dengan dilancarkannya pembangunan yang berencana di Indonesia, maka sejak |
tahun 1969 di Indonesia sudah dikenal perafuran-peraturan Hukum Tata Negara seperti
Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 UUD 1945 dan TAP MPR, lain-lain Peraturan di bidang
Hukum Pidana maupun Peraturan Hukum Perdata Internasional, dan Peraturan-peraturan
_ Hukum Internasional disamping berbagai ‘peratm'an Hukum Adminisirasi di bidang
Ekonomi. Semua perafuran pénmdang-lmdangan tersebut dimaksudkan untuk mendutamng
pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi nasional di Indonesia.

Karena itu dapatlah ditarik suatn pengertian, bahwa di Indonesia setidak-tidaknya
sudah 32 (tiga puluh dua) tahun mengenal dan hidup dalam suasana Hukum Fkonomi dalam
arti luas. Secara serentak dikenal pula bidang Hukum Ekonomi dalam arti sempit, yang
gejak tahun 1983 sudah diusahaken dan dilaksanakan deregulasinya. Bertolak dari faham
hukum Ekonomi dalam arti yang luas, maka Hukum Dagang dapat dianggap sebagai bagian
dari Hukum Ekonomi, yaitu sebagai bidang yang khusus mengatur masalah-masalah
perdagangaﬁ (Trade Law), baik yang mengatar perdagangan domestik dan antarpulan,
maupun yang mengatur perdagangan luar negeri.

Mepurut  Sunaryati Hartono, bshwa dengan' menggunakan pandangan yang
sistematik, dapat dikatakan Hukum Ekonomi mencakup pengaturan mengenai: A

1. Pelaku ekonomi, khususnya bentuk-bentuk perusahaan (Hukum Perusahaan);

% Majaleh Hukum Nasiona! Badan Permbinaan Hukumn Nasional Departemen Kehakiman, No. 1/1990,
halaman 13
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2. Hukum Kontrak sebagai dasar hukum bagi beraneka ragam kegiatan ekonomi, yaitu
bermacam-macam bentuk, seperti jual beli, sewa menyewa, Jeassing, dan sebagainya;

3. Penlberim Knasa (lastgeving) dan Pengusaha Perantars;

4, Perbuaten Melawan Hukum di bidang Usaha {bisnis) dan Persaingan Curang

(Restrictive Business Practlics),

gl

Penyelesaian Sengketa;

6. Hukum Agraria;

7. Hukum Pajek;

8. Hukum Perdagangsan;

9. Huknm Perburuhan sebagai hukum yang mengatur hubungan kerja;

10. Hukum Perkreditan;

11. Hukum Perbankan; Hukum Penanaman Modal;

12. Hukum Perindustrian;

13. Hukum Perlindungan Konsumen;

14. Berbagai Peraturan Hukum Administrasi Negara (Hukum Birokratik) di bidang
Ekonomi, seperti peraturan tentang penetapan harga tertinggi (price fixing),

15. Peraturan-peraturan Hukum Perdata Internasional yang harus dipegang teguh dalam
bisnis dan penanaman modal oleh orang asing,

16. Pelestarian Linglungan;

17. Pengangkutan (Darat, Laut, Udara);

18. Pembangunan sektor-sektor ekonomi, seperti pariwisata, enmergi (perlistriken, dan

sebagainya), telekomunikasi, pertanian, perindustrian, dan sebagainya;
Dari berbagai daftar di atas, sejumiah peraturan sudah berlaku dan ada endang-

undangnya, antara lain: Undang-Undang Agraria (UU No. 1 tahun 1960), Undang-Undang
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tentang Perburvhan, UU Perpajakan, UU Penanaman Modal Asing, UU Penanaman Modal
Dalam Negeri, UU tentang Lingkungan Hidup, UU tentang Kelestarian Alam, UU tentang
Perbankan dan Perkreditan, UU tentang Kepabeanan, UU tentang Hak Cipta, Patent dan
Merk, UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan
lainnya.

Berbagai peraturan Hukum Ekonomi yang diundangkan seperti tersebut di atas
hingga sekarang semata-mata hanya berdasarkan keperluan sesaat. Dengan semakin
cepainya perubshan lingkungan dunia ussha dan ekonomi internasional yang mengakibatkan
munculnya kebutuhan baru di dunia useha, maka kehidupan perekonomian di Indonesia pun
terus menerus berubah dan meningkat Hal ini menyebabkan para penyusun berbagai
peraturan Hulum Ekonomi itu tidak sempat memikirkan apakah berbagai peramran Hukum
Ekonomi yang dinyaiakan berlaku itu: (1) sudah benar-benar serasi sesuai dengan apa yang
oleh UUD 1945 digariskan sebagai asas-asas Sistem Ekonomi (yang berdasarkan)
Pancasila, dan; (2) merupakan bagian dari bidang Hulmm Ekonomi secara sistemik.®

Keberadaan Hukum Ekonomi itu harus dipertahankan den dipatuhi untuk lancarnya
roda kehidupan perekonomian suatn bangsa. Untuk mempertahankan berlakunya Hukum
Ekonomi dari gangguan berupa tindak pidena dari para pelanggar, maka disamping Hukum
Ekonomi dikenal pula peraturan tentang tindak pidana ekonomi.

Sangatlah sulit untuk membicarakan suatn konsep tindak pidana (kejahatan) di
bidang perekonomian dengan hanya didasarkan atas kehidupan suatu negara Hal ini
disebabkan karena persoalan-persoalan eckonomi merupakan bagian dari kehidupan
antarbangsa dalam kerangka globalisasi ekonomi. Hubungan-hubungan ekonomi

antarbangsa menjadi bersifat interdependensi dan melewati batas-batas nasional. Dengan

# 1bhid, halaman 15
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demikian mumcul istilah Tata Ekonomi Internasional Baru, Dialog Utara Selatan, Code of
Conduct of Mult! National Corporation, WTO (World Trade Organization), APEC dan
sebagainya.

Dalam hukum pidana, kehidupan antarbangsa akan selalu diingat adanya Guiding

Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Developinent

and a New Economic Order, yang diadopsi oleh the Seventh Crime Conggres, Milan,
pada September 1985 dan disahkan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusinya No.40/32.

Dengan demikian, man tidak man bangsa Indonesia juga harus mengakui bahwa
beberapa ketentuan tentang tindak pidana ekonomi juga harus disusun berdasarkan inspirasi
dari manca negara Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini tentang Undang-Undang
Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt. Tahun 1955), Undang-undang yang mengatur
tentang Fiak Atas Kekayaan Intelektual (Eak Cipta, Patent dan Merk) dan sebagainya.

Adanya berbagai inspirasi yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-
undangan tersebut pada hakekatnya merupakan bentuk pengakuan bahwa Indonesia harus
mau menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia internasional. Namun demikian,
menurut Muladi, yang paling mendasar adatah pemahaman bahwa tindak pidana di bidang
perekonomian merupakan bagian dari hukum ekonomi yang berlaku di suatu bangsa,
sedangkan hukum ekonomi di suatu negara tidak terlepas dari sistem ekonomi yang dianut
oleh bangga tersebut.®

Pada dasamya ruang lingkup tindak pidana di bidang ekonomi itu sangat luas dan
kompleks. Kondisi yang kompleks ini sesuai Adengan perkembangan nasional maupun
internagional dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Dengan demikian perkembangan
hukum perrekonomian pada umumnya dan tindak pidana ekonomi pada khususnya di

% Muladi den Barda Nawawi Arief, Op.Cit., halaman 13
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samping dipengaruhi oleh kondisi-kondisi ekonomi internasional, juga akan dipengaruhi
oleh sistem ekonomi negara, yang kadang-kadang tidak dapat dilepaskan dari rezim yang

berkuasa dan sistem pemerintahan yang digunakan.

Setelah adanya Dekrit Preiden 5 Juli 1959, di Indonesia dikenal adanya Triprogram

yakni sandang pangan, keamanan dan pemulihan Irian Barat Atas dasar UU No. 5 tehun

1959, barangsiapa melakukan tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak
pidana tersebut pada Buku I dan IT KUHP dan dianggap menggangen Triprogram tersebut
da;\yat dipidana penjara minimum satu tahun dan maksimum dua puluh tahun, atan pidana
- penjara seumur hidup atan pidana mati.

Dari contoh tersebut di atas nampak bahwa telah terjadi pergeseran dalam ﬁxﬁgsi
pemidanaan, yakni dari pendekatan tradisional (fiindamental approaé}z) ke arah
pendekatan kemanfaatan (utilitarian approach). Fungsi hukum pidana tidak hanya
diarahkan pada kesalahan invidual dalam rangka menjaga perasasn moral masyarakat,
tetapi juga diarahkan kepada perlindungan public order yang direkayasa sesuai dengan
kebutnhan pembangunan saat tertentu.

Dari ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana di bidang perekonomian juga
nampak terjadinya pergeseran teoritik. Pada masa lalu ada pendirian bahwa tindak-tindak
pidana di bidang perekonomian lebih bersifat mala prohibita, sehingga pidananya relatif
ringan dan lebih banyak yang dirumuskan sebagai pelanggaran. Dalam penjelasan umum
Undang-undang No. 7 Drt. Tahun 1955 dalam kaitanmya dengen masalah ini dinyatakan
bahwa 1ahimya tindak pidana ekonomi sebagai tindak pidana adalah belum lama berselang
yakni barn sejak tahun 1941, sehingga banyak pelanggar berpendapat bahwa pelanggaran
tindak pidana ekonomi bukanlah suatu hal yang luar biasa dan bahwa penuntutan dan

pengusutan perbuatan-perbuatan it merupakan suatn bedrijffisico biasa yang dapat
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diperhitungkan dalam calculatie. Dalam kalangan perdagangan adalah banyak anasir-anasir

yang tidek akan menghentikan praktek yang jahat ith selama mereka masih mempunyai
kesepakatan untuk berbuat demikian.

Untuk melakukan penekanan terhadap pemikiran yang asgosial ini maka dalam UU

No. 7 Drt. Tahun 1955 diatur ketentuan tentang pidana tambahan (Pasal 17) dan tindakan |

tata tertib (Pasal 8). Disamping itu diatur adanya pidana kumulatif, pemidanaan terhadap
badan hukum, pemidanaan terhadap percobasn dan pembantuan pelanggaran dan
sebagainya

Namun demikian, paﬂa dasarnya produk peraturan tentang tindak pidana ekonomi
yang dihasilkan oleh suatu negara itu tergantung pada sistem ¢konomi yang dianut. Begitu
pula dalam sistem ekonomi Orde Lama yang dinamakan ekonomi terpimpin juga sangat
berpengaruh terhadap hukum ekonomi yang berlaku. Penguasaan ekonomi secara
keseluruhan dan pemusatan penguasasn secara sentral berdasarkan rencana-rencana tegjadi.
Pengendalian ekonomi dilakukan baik secara langsung melalui perusahasn-perusahasn
negara, termasuk nasionalisasi perusshamn asing, secara tidak langsung melalni
kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal, kredit dan moneter dan cara persuasif melalui ajekan
agar orang dapat menyesuaikan dengan rencana ekonomi pemerintah.

Setelah Orde Baru Pemerintsh berupaya untuk melaksanakan UUD 1945 dan
Pancasila secara murni dan konsekuen. Pasal 33 UUD 1945 dijabarkan dalam bentuk
demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri positif, sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai ussha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan
gotong royong,
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menyanghut hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh negara;
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yaitu

. Bumi, air dan kekayasn yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

- Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara dipergunakan dengan permmfakatan

Lembaga-lembaga perwakilan rakyat, dengan pengawasan lembaga-lembaga itu;

- Warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta |

mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;

. Hak milik perorangan diakui dan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan

kepentingan masyarakat;

- Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam

batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum;

. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Sebaliknya dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan timbulnya ciri-ciri negatif,

L3

1. Sistem free fight ltberalism yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan

bangsa lain;

. Sistem etatisme dalam mana negara beserta aparatur negara mempunyai kedudukan

yang dominan dan mendesak serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi

yang ada di luar sektor publik;

. Pemusatan icelmatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli atan

oligopoli yang merugikan masyarakat;
Namun demikian, ukuran-ukuran di atas nampaknya masih harus tenggang rasa

dengan proses globalisasi, sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi berubsh dengan cepat

antara lain dalam bentuk deregulasi, debirokratisasi, dan sebagainya yang sering-sering

A Lihat dalam GBHN 2000 dan Penjelasan UUD 1945
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ditnduh menjurus bersifat liberal. Tetapi pada saat lain dilskukan pengetatan yang
menimbulkan kesan monopoli.
Adanya benturan kebijakan tersebut (liberalisasi dan monopoli) sebenarnya

merupakan hal yang lumrsh selama masih dalam kerangke untuk menyejahterakan rakyatnya.

Walaupun begitu, pada saatnya diperlukan pula sikap yang konsisten dari pemerintah. |

Apabila negara Indonesia man konsisten, maka menurut Muladi prinsip-prinsip demokrasi
ekonomi itulsh yang seharusnya menjiwai hukum ekonomi pada umumnya dan peraturan
tentang tindak pidana ekonomi pada khususnya. Sifut fiagmentaris saat ini dalam pengaturan
tindak pidana ekonomi harus diakhiri dan digentikan dengan perundang-undangan tindak
pidana ekonomi yang terpadu-dan konsisten atas dasar Pasal 33 UUD 1945.%

Sifat fragmentaris di atas kadang-kadang juga kurang berdasar seperti tidak
diahunya pemidanaan terhadap badan hikum (korporasi) dalam UU No. 3 tahun 1971.

Padahal pemidanaan terhadap tindak-tindak pidana ekonomi, perpajakan, pencurian listrik

oleh perusshaan seringkali dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dan pasti banyak _

korporasi yang diuntungkan oleh tindak-tindak pidana tersebut. Namun demikian, pada
akhimya negara Indonesia menyadari adanya kekurangan tersebut, sebagai misal sudah
digantinya UU No. 3 Tahun 1971 dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang mengatur

pemidanaan terhadap korporasi.

B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi
Pertama-tama patut dikemukakan, bahwa tidak ada definisi yang telah diterima

umum mengenai istilah kejahatan ekonomi (economic crime) atau tindak pidana ekonomi,

% Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., halaman 18
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walaupun dapat saja dirumuskan secara umum, misalnya sebagai kejahatan yang dilakukan
karena atau untuk motif-motif ekonomi (crime undertaken for economic motives)®
Namun demikian, beberapa sarjana telah bernssha memberikan definisi dan ruang

lingkup tentang kejahatan ekonomi atan tindak pidana ekonromi. Apabila menggunakan

pendekatan teknis, maka tindak pidana ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai'

kejahatan di lingkungan bisnis yakni bilamana pengetahuan tentang bisnis diperlukan untuk
menilai kasus yang terjadi. Dalam hal ini batasan yang dapat dikemukakan adalah sctiap
perbuatan yang dilakukan oleh orang dan atan badan hukum, tanpa kekerasan, bersifat
melawan hukum, yang hakekatnya mengandung unsur-unsur penipuan, memberikjan
gambaran salah, penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan atau
pengelakan peraturan* 1
Selain pendekatan teknis tersebut di atas, maka terdapat pula suatu pendekatan yang
perfu pula dikemukakan. Pendekatan ini adalah pendekatan sosial, yang dapat digunakan
apabila bermaksud untuk menitikberatkan kepada kepentingan negara dan masyarakat da]am

artisn bahwa perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara dan masyarakat secara

. umum, tidak hanya kepentingan korban yang bersifat individual {orang/perusahaan), >

Dari definisi dan ruang fingkup tindak pidana tersebut, meka Tindak Pidana
Fkonomi paling tidak mengandung unsur-unsur sebagai berikut: ¥
1. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasamya bersii‘at
normal dan sah; ‘

!
® ganford H Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice, dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi Anef
Bunga Rempei Hukumn Pidana, Penerbit Alurmni, Bandung, 1992, halaman 152 ;
* Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., halaman 19

¥ 1bid, halernan 19
% Ibid, halaman 20
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2. Perbuatan tersebut melanggar atan merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara
umum, tidak hanya kepentingan individual;

3. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di linglkungan bisnis yang merugikan pernsahaan
lain atan individu lain;

Dalam perkembangannya lebih lanjut, terdapat pula suatu definisi atan ruang
lingkup tentang Tindak Pidana Ekonomi dilihat dari tipologinya. Tipologi Tindak Pidana
Ekonomi bisa dibedakan atags dasar tujuan pengaturannya dan motivasi dilakukannya
Dalam hal pertama (dasar tujuannya pengaturannys) dibedakan:

1. Peraturan yang berusaha menjaga agar kompetisi bisnis dilakukan dengan jujur dan
| efektift Contoh: perlindungan konsumen, perlindungan tenaga kerja, perlindungan
" lingkungan hidhup, anti monopoli;
2. Peraturan yang berusaha mencampuri ekonomi pasar seperti pengendalian harga, aturan
impor-ekspor, devisa;
3. Peraturan fiskal seperti manipulasi pajak dan bea cukai;
4. Peraturan korupsi, misal: suap menyuap.

Sedangkan tipologi Tindak Pidana Ekonomi yang kedua (mendasarkan pada
motivasi melakukannya kejahatan ekonomi), maka dapat dibedakan: =
1. Kejahatan yang besiﬁt individual, seperti pemalsuan kartu kredit dan pajak pribadi;

2. Kejahatan di lingkungan korporasi yang melanggar kewajiban baik di lingkungan bisnis,
pemerintahan maupun lembaga lain seperti kejahatan perbankan, manipulasi biaya

perjalanan;

37 Thid, halaman 20
% Thid, halamen 20
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3. Kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan bisnis, sekalipun tidak bersifat
sentral seperti manipulasi pajak, kejahatan obat dan makanan, korupsi dan polusi; dan
4. Kejshatan di lingknngan bisnis yang bersifat sentral seperti penipuan asuransi dan

adpertensi palsu dan sebagainya.

Dari tipologi Tindak Pidana Ekonomi tersebut, maka didalamnya terdapat snatu |

tindak pidana ekonomi yang berkaitan dengan korupsi, yang memiliki potensi sangat
membahayakan perekonomian suatu negara Potensi yang membahayakan ini apabila terjadi
di pasar-pasar perekonomian akan berdampak:® (1) memperlemsh keefektifan dan
keefesienan aktifitas ekonomi; (2) tidak kurang pentingnya, korupsi merusak persepsi umuim
tentang bagaimana dan seberapa baiknya sebuah ekonomi pasar yang tepat bekerja. Namun
demikian telah berkembang suatu kesadaran yang semakin besar bahwa keamanan dan
kestabilan tidak hanya terganhmmg pada angkatan udara, tentara dan persenjataan nasional,
akan tetapi juga pada sejumlah faktor ekonomi dan politik yang saling berinteraksi.®

Kejahatan/tindak pidana ekonomi (sosio ekonomi) itu seringkali sangat rumit
Disamping pelakunya yang sering cukup lihai dan proses terjadinya kejahatan yang cukup
fama, maka antar hubimgan yang terkait sangat luas. Antar hubungan disini menyangknt
sektor-sektor pemerintah, lembaga-lembaga swasta dan masyarakat luas. Dengan tidak
mengabaikan kemungkinan adanya pelbagai tindak pidana atas dasar perbedaan karakter,
status dan motivasi pelaku, maka dapat diidentifikasikan beberapa sifat kejahatan/tindak
pidana ekonomi (sosio ekonomi), yang antara lain meliputi: 4

1. Penyamaran atan sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan;

® Kimberly Ann Elliot (diterjemahkan oleh Rahman Zainuddin), Korupsi dan Ekonomi Dunia, Yayasan
Obor Indonesia, Jakarts, 1999, halaman 14

40 1bid, halamean 13

41 Muladi dan Barda Wawawi Arief, Op.Cit., halaman 5-6
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3.

Bebeda dengan kejahstan biasa yang perbuatannya nampak bersifat terbuka dan mudah
diinterpretasikan, maka pada kejahaian sosio ekonomi implementasinya seringkali
terselubung. Contohnya suap menyuap, yang bisa berupa pelbagai fasilitas dan
kesempatan bagi si penerima, dan bagi pemberi yang juga dapat berupa badan hukum,
suapan fersebut dapat disamarkan dalam bentuk biaya adpertensi, promosi dan
sebagainya.

Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesemberonoan si korban;

Dalam hal ini kurangnya keshlian, kurangnya pengetahuan dan keteledoran si korban
akan dimanfaatkan oleh si pelakn

Penyembunyian pelanggaran.

Dalem tindak pidana biasa, yang menjadi masalah adalah menemukan si pelaku,
sedangkan perbuatannya terlihat dengan nyata. Pada tindak pidana/kejahatan ekonomi
(sosio ekonomi), seringkali si korban baru merasakan bahwa dia merupakan korban
viktimisasi selang beberapa lama. Sebagai contoh adalah penggelapan yang merupakan
perbuatan berlanjut.

Selanjutnya sepanjang menyangkut tipe-tipe kejahatan/tindak pidana sosio ekonomi,

hal ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: ©

i.

2.

Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka kepentingan individual;
Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka perdagangan, pemerintshan atan
kelembagaan lain, dalam kerangka menjalankan pekerjaan, tetapi dengan cara

melanggar kepercayaan;

*2 1bid, hatarnan 6-7
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3. Kejahatan yang berhubungan atan merupakan kelanjutan operasionalisasi perdagangan,
tetapi bukan merupakan tujuan utama perdagangan tersebut. Contohnya adalah suap
menyuap dan memberikan informasi yang salsh untuk memperoleh kredit;

4. Kejahatan sosio ekonomi sebagai usaha business atan sebagai aktivitas utama. Sebagai
contoh adalah penyalahgunaan kredit. |

JE. Sahetapy berpendapat bahwa kejshatan ekonomi atau yang disebut sebagai

White Collar Crime (WCC) itu menﬁliki dimensi (yang sangat luas) dan dampaknya (bisa)

menggerogoti seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara @ Istilah WCC ini pertama kali

dikemukakan oleh Edwin H Sutherland, ketika berbicara di depan Americar Sosiological

Society tahun 1939. Sedangkan Bequai menggunakan istilah "business crime" untuk

menyebut kejahatan ekonomiftindak pidana di bidang ekonomi. Lebih lanjut Bequai

membagi "business crime"dalam 2 (dua) kategori:

1. Yang menyanglait apa yang dinamakan misrepresentation of corporate assets;

2. Yang menyangkut manipulasi kekuasaan, seperti penynapan politik;

Keberadaan kejahatan ekonomi itu sulit untuk dihilangkan, sebagaimana dinyatakan oleh

LE. Sahetapy, bahwa WCC/kejahatan ekonomistindak pidana ekonomi/frauda akan selalu

ada selama masih ada perbankan dan dunia ekonomi berputar. Ruang linglup, Bentuk, gifat,

serta dampak dan akibatnya bergantung dari masyarakat sendiri.®® Dari pernyataan tersebut
dapatlah dikatakan bahwa kejshatan ekonomiftindak pidana ekonomi masih memiliki

potensi yang besar untuk hembahayakm kehtdupan perekonomian suatu negara di masa

) JE., Sshetapy, Kejahatan Fkonomi ditinjau dari segi Kriminologi, Makalah yang disampaikan pada
Seminar tentang Kejahatan Ekonomi di bidang Perbankan yeng disclenggarakan olch Bank Indonesia
tanggal 4 8/d 7 Januari 1989, halaman 1

* Ibid, halemen 8

*3 Ihid, halamen 11
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yang skan datang dan masih akan selalu mengalami perkembangan bentuk dan vari&sinya,
seiring dengan perkembangan magyarakat itu sendiri.
Pada dasamya Tindak Pidana Ekonomi itu sendiri disebabkan oleh berbagai

permasalahan yang kompleks, yang dapat masuk ke dalam berbagai bidang/sektor. Salah

satu penyebab terjadinya tindak pidana ekonomi adalsh adanya perubahan-perubshan |

organisasi sosial ekonomi. Perubshan-perubshan organisasi sosial ekonomi mendorong

terjadinya tipe-tipe kejahatan ekonomi baru. Perubahan tersebut mencakup: *

1. Mobilitas sosial dart suatn masyarakat ke masyarakat lain yang semakin kompleks,
sehingga memperluas sistem pengamanan;

2. Kompleksitas masyarakat dalam pamasaran dan distribusi yang mengharuskan transaksi
dilaksanakan melalui pelbagai instrumen kredit;

3. Kemakmuran masyarakat yang semakin melimpah. Materi yang melimpah bagi sebagian
orang justru menimbulkan dorongan melindungi harta tersebut dengan melanggar hukum,
misal: penggelapan pajal;

4. Kemajuan eknologi masyarakat seringkali membawa dampak sampingan antara lain:
kejahatan komputer;

5. Pengaturan dalam masyarskat yang semakin kompleks dan birokratis, sehingga
mengundang perbuatan snap dan perbuatan menyimpang lainnya.

Apabila dilihat dan dipahami secara yuridis, kejahatan ekonomi dapat dilil;at dan
dipahami secara sempit dan secara luas. Kejahatan/Tindak Pidana Ekonomi yang dilihat
dan dipahami secara sempit memiliki arti sebagai tindak pidana ekonomi (TPE) yang diatur
di dalam UU-TPE (UU No. 7 Drt. tahun 1955). Sedangkan apabila Kejahatan/Tindak

Pidana Ekonomi itu dilihat dan dipahami dalam arti luas, berarti meliputi semua tindak

6 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., halaman ¢
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pidana ekonomi di lnar UU TPE yang becorak atau bermotif ekonomi atan yang dapat
mempunyai pengaruh negatif terhadap perekonomian dan kenangan negara.
Meourut Pompe, hukum pidana ekonomi ftu mempunyai watak tersendiri yang
teryata pada aturan-aturan “strqfbaarheid-nya yang semuanya menyimpang dari hukum
pidana biasa ¥ Sedangkan A. Mulder berpendapat bahwa hukum pidana ekonomi itn
memiliki kekhususan antara lain: ®
1. Peraturan-peraturan ekonomi sosial harus disesuaikan dengan pasar dan mudah berubah-
ubah sesuai keadasan;

2. Peraturan-peraturan disusun dengan elastis dan tidak dapat ditempatkan di bawah
“stricta interpretatio’;

3. Kesungguhan delik digantungkan pada pasar;

4, Sanksi dapat diperhihmgkan oleh mereka yang bersanglattan {mereka yang bekerja di
pasar)

Kegiatan di bidang berekonomian dan keuangan dapat meliputi bidang yang sangat
luas dan saling terkait, antara lain yang menonjol dalam bidang usaha perdagangan,
industri, perbankan. Dilihat dari kegiatan fisik operasional dapat meliputi kegiatan-kegiatan
di bidang eksplorasi, produksi, distribusi atan pemasaran dan konsumsi. Pengertian dan
ruang lingkup kejahatan ekonomi dalam arti luas itulah yang dalam istilah asing biasa
disebut dengan istilah antara lain: economic crime, crime as business, business crimes,
abuses of economic. Dalam tafsiran Konggres PBB ke-5 (mengenai The Prevention of

Crime and The Treatment of Offenders) terungkap bahwa crime as business, merupakan

47 Andi Hamzah, Op.Cit., halaman 23
“8 Thid, halaman 23

43




bentuk kejahaten di dalam bidang bisnis atau industri yang pada umumaya dilakukan oleh -

mereka yang mempunyai kedudukan terpandang di dalam masyarakat. ®
Selanjutnya mengenai pengertian business crime, Conclin mengidentifikasikan
unsur-unsurnya sebagai berikut: ©
1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana;
2. Yang dilakukan oleh seseorang atan korporasi di dalam pekerjaannya yang ssh atan di
dalam pencarian/usahanya di bidang industri atau perdagangan;
3. Untuk tyjuan :
a memperoleh uang atan kekayaan;
b. menghindari pembayaran uang atan menghindari kehilangan/kerugian kekayaan;

c. memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Dari pendapat Conclin tersebut, dapat dikatakan bahwa ciri pokok suatn kejahatan bisnis

adalah disediakannya kesempatan legal untuk eksploitasi dan konsekuensi kameci pokok
mengenai hal ini adalah dapat dipertandingkannya delik tersebut. **

Sunaryati Hartono, berpendapat bahwa istilah dan pepgertian economic crime lebih
luas daripada business crime. Dikemukakan olehnya pendapat Finn dan Alan R. Hoffinan,
bahwa akibat dari kejahatan ekonomi terhadap masyarakat sangat besar, tidak hanya secara
ekonomis tetapi juga secara sosial bahkan mempunyai dampak politik.*2 |

Lebih lanjut Sunaryati Hartono mengatakan bahwa disamping business crime

dikenal pula istilah business tort. Business tort ini merupakan perbuatan melawan hukum

** Muladi den Bards Nawawi Arief, Op. Cit., halaman 153

% Tbid, halaman 153

3! 3oedjono Dirdjosisworo, Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi), CV Mandar Maju, Bandung, 1994,
halamean 154.

2 Sunaryati Hartono, Kemungkinan Pencrapen Sanksi Pidana Terhadep Praktek-Praktck Bisnis
Internasional, Kertas Kerja Seminar Aspek-Aspek Pidana Dalam Kegiatan Dunia Usaha, Jakarta 2-3
Cktober 1985, halamen 3

i
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di bidang bisnis, yaitu perbustan-perbuatan tidak terpuji dari para usshawan yang
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perusshaan lain. Beberapa contoh yang
dikemukaksn oleh belian, dengan bersumber dari Hoeber, antara lain: *
1. Membuka usaha secara melawan hukum, misal membuka perusahaan semata-mata untuk
tujuan mematikan usahawan lain yang menjadi musuhnya;
2. Mencegah atau mengganggu terjadinya kontrak;
3. Penghinasan atau pencemaran nama baik seseorang atan perusshaan lain {defamation)
atan pencemaran mutu barang perusshaan lain (slander of quality atau trade libel),
4. Praktek-praktek perdagangan yang curang/tidak jujur (unfair trade practices), antara
lain:
a Pemasaran curang;
b. Pelanggaran merk dan nama dagang;
¢. Pelanggaran patent dan hak cipta;
d. Pelanggaran rahasia perdagangan.

Dari berbagai batasan maupun ruang lingkup tindak pidana‘kejahatan ekonomi
seperti vang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka dapat dikatakan bshwa yang
termasuk economic crimes stan economic abuses itu cukup luas. Kondisi inipun didukung
oleh befbagai pernyatasn PBB yang dikemukakan dalam berbagai konggresnya. Dalam hal
ini terdapat sesuatu yang menarik dari berbagai pernyataan konggres PBB tentang
kejahatan/tindak pidana ekonomi. Sesuatu yang menarik ini antara lain dimasukakannya
juga ke dalam ruang lingkup atan kategori ecoromic crimes atau abuses of economic

power adalah: korupsi, pelanggaran pajak, delik-delik lingkungan, penggelapan, penipuan,

%3 1bid, halaman 13-16
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penyuapan, kejahatan di bidang perkreditan, kejahétan di bidang ketenagakerjaan, dan
penyalahgunaan/kejahatan oleh korporasi.

Dalam hal penyalahgunasn/kejahatan oleh korporasi, IS. Susanto menyatakan,
bahwa secara garis besar kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi meliputi: >
1. Kerugian di bidang ekonomi/materi;

2. Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa;

3. Kerugian di bidang sosial dan moral.

Melihat garis besar kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut,
maka nampaklah betapa besar kerugian yang harus dibayar oleh masayarakat.

Menurut Braithwaite, bentuk kejahatan korporasi yang lain adalah pemberian suap
dan korupsi yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar, yang merupakan kejahatan yang
sangat merusak karena kesenjangan yang ditimbulkannya. Bentuk kejahatan ini terutama
dilakuken terhadap penguasa (pemerintah) di negara-negars ketiga dengan membujuk
pemerintah mengikuti kepentingan korporasi {transnasional) untuk “melawan"’ kepentingan
publik.%

Mengamati pendapat dan bentuk-bentuk kejahatan/tindak pidana ekonomi seperti
yang telah dikemukakan di atas, menunut Barda Nawawi Arief sangatiah wajar apabila
dinyatakan ada dua corak pokok dari kejahatan/tindak pidana ekonomi (two major styles of
ecanomic crfme) yaitu sebagai white collar crime dan sebagai organized crime,®
walaupun sebenarmya kedua istilah atan label ini saling berhubungan erat dan oleh k;arena

itu sering disebut secara bersama-sama.

34 13 Susanto, Kejahatan Korporasi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, halaman 23-24
%3 Tbid, halaman 24
% Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op, Cit, halaman 156
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Lebih lanjut dikatakan oleh belian, bahwa dari berbagai bentuk kejahatan ekonomi
ity ada yang mengelompokkan ke dalam tiga jenis pokok kejahatan ekonomi (three major
types of economic crimes), yait: 7
1. Property crimes, yaitn perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatah harta
benda/kekayasn seseorang atanh negara;

2. Regulatory crimes, yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan
pemerintah;

3. Tax crimes, yaitu pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-
syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut UU paiak.

Menyimak berbagai pengertian maupun ruang lingkup tindak pidana ekonomi
tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa lingkup tindak pidana ekonomi itu sangatlah lnas
dan selalu mengalami variasi dan perkembangan bentuknya. Namun demikian satu hal yang -
tidak boleh diabaikan adalah berbahayanya tindak pidana ekonomi itu jika terjadi di dalam

masgyarakat.

C. Perkembangan Peratﬁran Tentang Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi

Sejak Negara melalni Pemerintah turut serta menyelenggarakan ussha-ussha di
bidang kemakmuran/kesejahteraan rakyat, lahirlah hukum di bidang ekonomi. Hukum di
bidang ekonomi adalah sekumpulan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang mermuat
hak maupun kewajiban/keharusan terhadap pelanggarannya tidak diancam dengan
hokuman® Menunit Sudarto, hukum perekonomian dapat diertikan sebagai keseluruhan

peraturan, khususnya yang dibuat oleh pemerintah atan badan pemerintah, yang secara

57 1hid, halaman 156-157
% 11 A K. Moch. Anwar. Op, Cit., halernan 5
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lengsung atan tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi perbandingan ekdﬁomi di
pasar-pasar.” Hukum di bidang ekonomi ini merupakan suatu sarana bagi negara atau
pemerintah untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan kemakmuran atan
kesejahteraan rakyatnya.

Pengaturan segala hal yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyainya, hal ini

tergantung dengan sejauh mana turut campur negara dalam mewujudkan kesejahteraan
rakyatnya tersebut. Turut campur negara ini erat kaitannya dengan sistem pemerintah yang
dianut oleh negaranya. Di dalam negara dengan sistem ekonomi liberal, urusan ekonomi
rekyatnya hampir secara keseluruhan disershkan kepada rakyatmya sendiri. Sebaliknya,
dalam sistem ekonomi sosialis kepada pemerintah diberikan wewenang yang lebih besar
untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan atan ussha di
bidang ekonomi. Di samping kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh rakyamya dapatlah
dipertahankan keseimbangan perlindungan hukum antara kepentingan hukum perorangan
(individu) dan kepentingan bukum masyarakat. Di negara komunis wrusan kemakmuran
rakyat diatur secara keseluruhan oleh negara tanpa memberikan kesempatan bagi rakyatnya
untuk turut serta mengatur bidang kemakmurannya.

Di semping sistem ekonomi yang dianut, intensitas campur tangan negara tersebut
terletak juga pada situasi ekonomi internasional yang seringkali menimbulkan kegoncangan
di dalam kehidupan ekonomi di suatu negara. Pada jaman modern ini tiada snatn pemerintah
yang tidak melakukan turut campur dalam urusan kemakmuran rakyatya, bahkan hampir
geluruh negara di dunia pada saat ini sudah banyak sekali turut serta melakukan kegiatan-

kegiatan di bidang ekonomi. Hal ini nampak setidak-tidaknya dengan adanya pengendalian

% Sudarto (1), Op. Cit., halaman 73
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terhadap beberapa sektor di bidang ekonomi yeng dikuasai pemerintah, geperti sektor
perbankan, pertanian, perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.
Pada akhir abad 18 dan permulaan abad 19 di Eropa, kebebasan inividu serta

kemerdekaan dalam melakukan perdagangan merupakan tuntutan yang mutlak pada jaman

itw. Para shli di bidang ekonomi yang menganut ajaran Adam Smith menentang setiap turnt

campur negara (Pemerintsh) di bidang kemakmuran rakyamys® Negara pada abad jtu
mempunyai peranan sebagai "penjaga malam" saja. Peraturan-peraturan hukum yang
mengatur dan mengendalikan kehidupan ekonomi maupun kemakmuran rakyat diangghp
tidak perlu. Rakyat dibiarken untuk menentukan sendiri kemakmurannys.

Prinsip yang sesuai dengan faham tentang peraturan hukum yang berlandagkan
kebebasan itu timbul sebagai akibat terhadap campur tangan pemerintah dalam kehidupan
masyarakat jaman feodal. Tetapi ternyata jaman faham kebebasan ini menciptakan suatu
situasi yang berlainan daripada yang diharapkan sebagaimana dialami di Inggris pada abaxd
ke 19. Pada saat itu di Inggris para pengusaha industri memiliki kebebasan dalam berusaha
berdasarkan hukum yang berlaku tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan para petani
dan burzhnya. |

Dalam situasi yang menyedihkan bagi pekerja dan petani terhadap sistem industri
. tersebut timbul resksi yang menghasilkan peraturan-peraturan bukum di bidang
perindustrian. Peraturan-peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pekerja
dan petani, hingga flal ini merupakan bentuk-bentuk campur tangan negara datam kehidupan
ekonomi rakyat, meskipun masih terbatas sekali. Dengan demikian, hal ini membuktikan
bahwa ketiadasn campur tangan pemerintah di dalam kehidupan ekonomi rakyat dapat

menimbutkan kesengsaraan bagi rakyatnya.

% H A K. Moch. Anwar, Op. Cit., halartian 6
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Suatu gambaran lain depat ditemukan di Perancis, dimana rakyst diberikan
kesempatan mengurus sendiri dalam usaha mencapai kemakmurannya Selain itn rakyat
Perancis juga diberi kesempatan berusaha yang kesemuanya dijamin dengan kepastian
hukum melalui kodifikasi berbagai peraturan hukum. Kepastian hukum terbukti
memperlancar pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha dapat berusaha secara bebas di‘
samping kebebasan para pekerja dan petani di dalam melakukan tuntutannya tanpa
menimbulkan hambatan bagi pertumbuhasn ekonomi. Negeri Belanda-pun mengilati jejak
negara Perancis dengan membuat peraturan-peratwran hukum di bidang ekonomi yang
memberikan kebebasan dalam berusaha bagi rakyatnya dan sekaligus yang menduk;mg
pertumbuhan industri.

Sebaliknya Amerika Serikat menganut kebebasan tanpa mengadakan peraturan-
peraturan hukum yang menjamin keadilan sosial. Hal inj dapat dilakukan di Amerika
berhubung pada sast ith Amerika masih memiliki daerah yang luas sekali dan kosong,
hingga pertumbuhan industri dapat berkembang tanpa hambatan seperti yang tefah dialami
oleh negara Inggris. Tetapi setelah Perang Dunia I terasa adanya kekurangan-kekurangan di
dalam keserasian di bidang ekonomi dan sosial yang hanya dapat diatasi oleh negara
(Pemerintahnya). Kekurangan-kekurangan ini telah dirasakan juga di selurth dunia sebagai
akibat dari Perang Dunia ke-I yang melumpuhkan kegiatan ekonomi. Kehancuran ekonomi
tersebut makin diperparah dengan kembali pecahnya Perang Dunia ke-IT, yang menimbulkan
kehancuran ekonomi di Eropa. Dengan kehancuran ekonomi tersebut, maﬁa semakin
menambah kebutuhan akan peningkatan campur tangan negara di dalam kemaiunuran
rakyatnya Karenanya, segala ussha-usaha pembangunan kembali diselenggarakan oleh
negara (Pemerintahnya).
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Di Indonesis, sejak Negara Republik Indonesia terbentuk, rakyat Indonesia sudah
terbiasa bahwa pemerintah mempunyai peranan besar dalam mengatur perekonomian,
Orang tidak menyadari, bahwa hal tersebut sebenarmnya merupakan hal yang agak baru

dalam kehidupan kenegaraan dalam abad ke-20. Tidak disadarinya itu karena sebelum

masa kemerdekasn bangsa Indonesia mengalami hidup di bawah kekuasaan Pemerintah |

Balatentara Jepang selama tiga setengsh tahun. Suatu pemerintahan balatentara sudah
barang tentu melaksanakan ekonomi perang, dimana penguasa sepenuhnya mengatur
perekonomian negara dan rekyat guna kepentingan perangnya Bagi beberapa orang
mungkin masih segar di ingatan tentang kejadian-kejadian yang timbul ketika jaman Jepang
tersebut, misalnya: kewajiban rakyat untuk menjual/menyerahkan .padinya kepada
pemerintah, adanya pengaturan distribusi bahan-bahan keperfuan hidup, dan sebagainya.
Mengenai harga berbagai barang, dikenal orang apa yang dinamakan "harga fusyu keiha",
ialah harga di pasar gelap vang janh lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh
pemerintah. Harga tersebut disebabkan oleh langkanya barang di pasaran bebas. Mungkin
juga ada pula yang masih dapat mengingat kembali akan larangan "mengeksport” bahan
pangan dam suatn daerah karesidenan ke dacrah lain, sehingpa ferjadi semacam
"penyelundupan” yang dilakukan oleh rakyat biasa® Misalnya, di tapal batas daersh
karesidensan Besuki ada penjagaan yang mengawasi lalu lintas barang.

Apabila ditelusur kembali sejarah perekonomian Indonesia sampai ke pertengahan
abad ke-19, maka akan terlihat betapa dahsyatuya campur tangan dari penguasa (Belanda)
di bidang perekonomisn Pada masa itn dilakukan suatu sistem yang dinamakan
"cultuurstelsel” oleh pemerintah Belanda Rakyat dipaksa untuk menyerahkan sebagian

tanah guna ditanami tanamen yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar sekali bagi

81 Sudarto (I), Op. Cit., halamen 70
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penguasa/penjajah pada saat itu. Jadi penguasa tersebut dapat menguasai produksi barang
barang dan sekaligus harga pasarmnya.
Politik "cultuurstelsel" ini sama sekalj tidak menghiraukan kesejahteraan

penduduk. Cultuurstelse! inj merupakan suatn bentuk kasar dari monopoli pemerintah yang

melimpabkan resiko sebagian besar kepada pekerjanya. Politik ekonomi yang dijalankan itu

banyak mendapat kritik, karena selain merupakan penindasan terhadap rakyat juga
bertentangan dengan asas kebebasan dalam perekonomian yang dianut olsh masyarakat di
dunia barat pada masa itu.

Masa cultuurstelsel ini kemudian disusul olsh masa perekonomian liberal, ialah
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870, Undang-Undang' berikut
peraturan  pelaksanaannya memungkinkan para pengusaha partikelir (asing) untuk
mengusahakan tansh secara erfpacht guna membuka perusahaan-perusahaan perkebunan, Di
bidang perdagangan pemerintsh Hindia Belanda pada waktu itu melakukan apa yang
disebut "politik pintu terbuka”. Kebijakan politik pintu terbuka ini merupakan konsekuensi
dari politik perekonomian yang benar-benar bersifat liberal, pemerintsh sama sekali tidak
campur tangan di dalamnya ®

Keadanan ini kemudian berakhir sesudah terjadinya krisis ekonomi sedunia pada
tahun 1950. Masa sesudah ini juga disebut jaman malaize, keadaan pasar lesu. Pemerintah
tidak mungkin mempertahankan sikap liberalnys, kalan ia menghendaki perekonomian tidak
merosot terus. Ia harus mempengaruhi jalannya perekonomian, maka lahirlah beberapa
peraturan yang membatasi ruang gerak dalam berbagai bidang perekonomian.

Peraturan-peraturan di bidang perekonomian itu telah cukup memberi gambaran,

bahwa pada kira-kira sepulub tahun terakhir sebelum pendudukan Jepang pemerintah

2 1bid, halaman 71
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Hindia Belanda mengadaken campur tangan dalam bidang perekonomian. Bahkan setelsh
penduduken Jepang pemerintsh Hindia-Belanda semakin aktif hendak menguasai
perekonomian guna memperoleh keuntungan yang selama perang dunia itu tidak didapat.

Hal ini ditandai dengan dibentuknya NIGIEO (Nederlandsch-Indische Gouvernements

Import en Export Organisatie) yang akan memonopoli penuh import dan eksport d

Indonesia®

Pengaturan perekonomian ofeh negara itu memberi petunjuk bahwsa negara tidak
tinggal diam. Tidak tinggal diamnya negara ini memiliki arti bahwa negara tidak hanya
menjaga keamanan belaka dan menyerahkan usaha perekonomian dari rakyat kepada rakyat
sendiri, melainkan secara aktif mempengaruhi perkembangan perekonomian. Dengan
demikian, maka negara sudah tidak melaksanakan ekonomi liberal bahkan sebaliknya,
negara ikut turut campur dalam usaha menyejahterakan rakyatnya. Bagi negara Indonesia
prinsip ini bukan merupakan sesuatu vang asing, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
UUD Tahun 1945. %

Campur tasngan negara dalam kchidupan perckonomian rakyamnya itn melahni
berbagai peraturan perundangan di bidang ekonomi negara, antara lain: di bidang produksi,
distribusi dari barang-barang ekonomis yang relatif langka jika dibandingkan dengan
kebutuhan masyarakat Namun demikian kemampuan pemerintsh untuk mempengaruhi
keadaan pasar itu tidakiah mutlak. Pengaruh pemerintah itu hanya terbatas kepada orang-

orang atanpun badan-badan yang ada di wilayah Indonesia, bahkan kadang-kadang muncul

4 1bid, halarnan 72
64 1 jhat tentang pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UULD 1945 yang terdiri atas :
1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpzh darah Indonesia dengan
berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilen sosial bagi seluruh rekyat Indonesia,
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesie;
3. Negara yang berkedaulatan rekyet , berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan;
4, Negara yang berdaser atas Xetuhanan Yang Meha Esa menurut dasar kemanusiaan yeng edil dan
beradab
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pertanyasn apakeh pemerintah bisa mempengaruhi secara mutlak, misalnya para pengussha
aging yang beroperasi di Indonesia. Keterbatasan pemerintsh ini lebih nampak lagi,
terutama dalam mempengarvhi pasar karet, tembakan, nilai mata nang, minyak mentah dan
sebagainyn, dimana kekuatan-kekuatan perekonomian dunia mempunyai peranan yang
menentukan, namun bagaimanapun pemerintah tetap berusaha.

Ussha dalam mempengaruhi pasar itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan-
tujuan dalam politik ekonomi negara, misalnya: agar ada pembagian pendapatan yang
merata antara pemerintah pusat dan daerah di era otonomi -daferah, memperfuas lapangan
kerja, keseimbangan harga, dan apa saja yang diatur oleh pemerintah ita tergantung dari
kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah mengatur hal-hal yang pokok saja ataukah juga
mengatur hal-hal yang sekecil-kecilnya

Peraturan-peraturan di bidang perekonomian ini, seperti halnya di bidang hukum
pada umumnya perlu ditegakkan, sebab adanya hukum itu pasti ada yang melawannya atan
ada pelanggarannya. Oleh karena itu maka atas pelanggaran dari aturan hukum
ditetapkanlah sanksi. Pada umumnya hukum mengenal tiga sistim sanksi yang dapat
digunakan oleh para pejabat hukum yang bemaﬁglmtan, yaitu sistim sanksi hukum perdata,
gistim sanksi hukum administratif dan sistim sanksi hukum pidana %

Pembentuk undang-undang yang akan mepentukan sistim sanksi mana yang akan
dipakai, pembentuk undang-undang dapat menggunakan satu sistim sanksi atau lebih.
Apabila diperhatikan dalam perundangan perckonomian itu pada hakekainya menganut
sistem sanksi administratif® Hukum administratif mengatur "negara dalam bergeraknya”.

Hal-hal yang diatur di dalam hukum administrasi ialah aktivitas dari alat-alat perlengkapan

¢ Sudarto (I), Op. Cit., halaman 75-76
% bid, halarnen 76
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negara berikut para pejabatnya yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nmum. Sebagai
bagian dari hukum administratif adalah wajar bahwa sistim penegakan dari hukum
perckonomian dilakukan dengan sistim sanksi hukum administratif, akan tetapi tidak sedikit

pula delam bidang ini justru digunakan sistim sanksi hukum pidana.

Penegakan hukum perekonomian dengan menggunakan sistim sanksi pidana, maka

hal ini erat hubungannya dengan delik-delik yang berupa pelanggaran ekonomi yang
mendapat sanksi (negatif)-nya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi No. 7 Drt.
Tehun 1955. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 itu mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 1955
{Lembaran Negara No. 27 Talun 1955), yang nama lengkapnya adalah Undang-Undang
darurat tentang Pengusutan, fenuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Meskipun Undang-Undang tersebut dibuat semasa masih berlakunya Undang-
Undang Dasar Sementara 1950, tetapi berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-
Undang Dasar 1945, Undeng-Undang Darurat ini masih tetap berlaku, hanya saja didalam
memberiakukan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 itu pada suatu persoalan tindsk pidana
ekonomi, haruslah memperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945, sebab sebagaimena diketahui benyak sekali peraturan-
peraturan yang dibuat sesudah tanggal 13 Mei 1955 dimasukkan ke dalam UU Drt. No. 7
Tahun 1955.

Dalam pembuatan Undang-Undang tentang tindak pidana ekonomi (Undang-Undang
Drt. No. 7 Tahun 1955 ) tersebut, pembuat Undang-Undang memiliki pertimbangan sebagai
berilait:*

1. Perlu diadakan peraturan yang efektif tentang pengusutan, pemmiutan dan pengadilan

perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian;

7 R. Wiyono, Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1975, halaman 20
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2.

Lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan Umum UU tersebut, bahwa terdapat beberapa sifat -

Perlu mengadakan kesatuan dalam perundang-undangan ekonomi.

dari kebanyakan tindak pidana ekonomi. Sifat-sifat ini antara lain sebagai berikut;

a

Lahimnya tindak pidana ekonomi sebagai tindak pidana adalah belum lama berselang,

yakni barun sejak talun 1941, sehingpa banyak pelanggar berpendapat bahwa |

pelanggaran tindak pidana ekonomi bukanlah suatu hal yang luar biasa dan penuntutan
gerta pengusutan perbuatan itu adalah merupakan suatu hal yang biasa saja yang dapat
diperhitungkan dalam katkulasi; dalam kalangan perdagangan adalah banyak anasir-
anasir yang tidak akan menghentikan praktek yang jehat itu selama mereka masih
mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian;

Mengancam dan merugikan kepentingan-kepentingan yang sangat kompleks, sehingga
orang biasa sering kadang-kadang para Hakim dan Jaksa juga tidak mempunyai
gambaran yang sebenarnya tentang kepentingan-kepentingan itu dan dengan demikian
memberikan nilai kepadanya yang sangat berbeda yang satu daripada yang lain;
Memberi keuntungan yang besar kepada si pelanggar yang senantiasa sangat menarik si
pelanggar baik dengan maupun tanpa memperhitingkan laba dan rugi untuk melakukan
perbuatan ifu

Dengan adanya sifat-sifat tindak pidana ekonomi seperti tersebut di atas, maka

pembuat Undang-Undang berpendapat kalan peraturan perundang-undangan yang ada dan

masih berlaku® ternyata kurang efektif jika seandainya dipergunakan sebagai dasar untuk

memberantas atan  setidak-tidaknya mengurangi tindak pidana ekonomi yang terjadi.

Pada prinsipnya Undang-undang tentang Tindak Pidana ekonomi ini memuat sanksi

bagi perundangan perekonomia:i. Namun demikian perlu diingat, bahwa perundangan

%8 Yang dimaksud adalsh sempai saat berlakunya UU No. 7 Drt. 1955 pada tanggal 13 Mei 1953
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perekonomian tidakleh identik demgan peraturan undang-undang yang disebut di dalam

pasal 1 sub 1 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi itu. Adapun peraturan-peraturan

yang disebut dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 itu antara lain;

1.

2.

Rechtenordonnatie (Staatsblad 1882 No. 240);

Indische Scheepvaarwet (Staatsblad 1936 No. 700) dan Scfzeeepvaartom’etzmg_ 1936
(Staatsblad 1937 No. 703) ;

Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1034 (Staatsblad 1934 No. 6);
Kapokbelangenordonnantie 1935 (Staatsblad 1935 No. 165);

Ordonnantie aeterische olieen 1947 (Staatsblad 1937 No. 601);

Ordonnantie cassave-producten 1947 (Staatsblad 1937 No. 602);
Krosokordonnantie1937 (Staatsblad 1937 No. 604) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 147y,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perdagangan barang-barang
pengawasan (Perpu No. 8 Tahun 1962) beserta aturan pelaksanaannya (PP No. 11 tahun
1962); (sudah dicabut)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentz;ng pengendalian harga (Perpu No.
9 tahun 1962) beserta aturan pelaksanaennya (PP No. 10 Tahun 1962 dan PP No. 11
tahun 1962); (sudah dicabut)

10. Undang-undang tentang peraturan lalu lintas devisa (UU No. 32 Tahun 1964); (sudzh

11.

dicabut)
Undang-undang No. 11 Tahun 1965 penetapan Perpu No. 5 tahun 1962 tentang
Perubahan Undang-undang No. 2 Prp. Tahun 1960 tentang pergudangan {L.N. Tahun

1962 No. 31) menjadi Undang-undang;

12. Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang cek kosong; (sudah dicabut)
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Dari apa yang terurai tersebut diatas, tampaklah bshwa hukum pidana ekonomi tidak
meliputi seluruh hukum perekonomian.

D. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian

integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai
kesejahteraan masyarakat (socia/ welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan
akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat”. Perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu
pernah pula dinyatakan dalam saleh satu laporan Kursus Latihan ke-34 yang
diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo pada tahun 1973,

Dengan demikian dapat pula dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakikatoya
- juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk
mencapai kesejahteraan sosial). Selain itu upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh
dengan pendekatan kebijakan, dalam arti: ®
1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;

2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal”
dan "non-penal”.

Dalam hubungannya dengan perlunya upaya penanggulangan kejahatan
diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dari perencanaan pembangunan
nasional, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila; hukum pidana hendak dilibatkan
dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi, maka

hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atan socia! defence

* Barda Nawawi Arief, Op. Cit, halaran 4
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planning, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan
nasional.” |

Penegasan serupa juga dikemukakaﬂ oleh PBB, yang terlihat dalam pernyataan-
pernyataan dalam konggresnya, yang memperlihatkan, bahwa: ™ |
1. Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya

apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta
menunjang seluruh kondisi sosial;
2. Namun demikian, pembangunan dapat bersifat kriminogen atan dapat meningkatkan
kriminalitas apabila pembangunan itu :
a Tidak direncanakan secara rasional;
b. Perencanaannya timpang atau tidak seimbang;
¢. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral; serta
d. Tidak mencakup strategi perlindmém yang integral;

Dengan penegasan tersebut, maka apabila dilibat dari sudut politik kriminal
masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalsh atau
kondisi-kondisi sosial secara langsung atan tidak langsung vang dapat menimbulkan aten
menumbuhsuburkan kejahatan. Ini berarti, penanganan atan penggarapan masalah-masalah
ini justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal. Oleh
karena itu adalah wajar apabila Konggres PBB ke-6 Tahun 1980 sangat memperhatikan
masalah ini, Dalam pertimbangan resolusi mengenai “crime trends and prevention

strategies” antara lain dikemukekan:"

™ Sudarto (), Op. Cit, hal 104 -

" Barda Nawawi Arief , Cp. Cit, halaman 10

2 gixth UN Conggres, Report, 1981, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukurn
Pidana, Citra Aditys Bakti Bandung, 1996, halamean 10
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1. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang
pantas bagi semua orané;

2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab
dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan;

3. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial,
diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah
pengangguran, dan kebodohan diantera golongan besar penduduk.

Dalam Kohggres ke-5 Tahun 1975 di Geneva, PBB meminta perhatian terhadap
berbagai kejahaten, yang salah satunya antara lain terhadap crime as business, yaitu
kejahatan yang bertujuan mendapat kenntungan material melaluj kegiatan dalam bisnis atau
industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang
mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat, termasuk dalam kejahatan ini antara
lain yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam
bidang perbankan, disamping kejshatan-kejshatan lain yang biasa dikenal dengan :
organized crime, white collar crime dan korupsi. Pencgasan agar setiap negara
memberikan perhatian terhadap kejahatan-kejshatan tertentu seperti tersebut di atas yang
dipandang membshayakan diulang kembali dalam Konggres PRB ke-7 Tahun 1985, antara
lain seperti "economic crime”, environment offences”, "iltegal trafficking offences”,
illegal trafficking in drugs", "terrorism" dan "aparheid”. Sehubungan dengan peranan
dari pertumbuhan industri serta kemajuan ilmu dan teknologi bagi masyarakat, Konggres
PEB ke-7 juga meminta perhatian khusus terhadap masalah "industrial crime” khususnya

yang berhubungan dengan masalah:™
1. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (public health),

7 Barda Nawawi Arief , Op. Cit, halaman 17
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2. Kondisi para pekerja/burulvkaryawan (fabour conditions);

3, Eksploitasi sumber-sumber alam dan lingkungean (the exploitation of natural resources
and the environment), |

4. Pelanggaran terhadap ketentusn/persyaratan barang dan jasa bagi para konsumen _
(affences againts the provisions of goods and services to consumers).

Dengan adanya pernyataan dan penegasan dari berbagai Konggres PBB tersebut,
maka hal ini merupaken suatu anjuren agar sefiap negara/pemerintah memberi perhatian
terhadap kejahatan-kejahatan tertentu seperti tersebut di atas. Dalam hal inj terdépat suatu
upaya dari negara/pemerintah yang memiliki perhatian terhadap berbagai kejahatan/tindak
pidana itu, yang berupa upaya untuk menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan/tindak pidana
itu. Upaya penanggulangan ini harus dilakukan secara integfal, yang memiliki arti bahwa
masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik
kriminal. Keharusan secara integral itu tercermin pula dalam sistem hulum pidana yang
diberlakukan. Menurut Marc Ancel sistem hukum pidana abad XX masih tetap harus
diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempumnakan oleh semua usaha
bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang-bidang ilmu
sosial. ™

Dengan demikian, pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah
semata-mata pekerjann teknik penmdang-undangan yang dilakukan secara yuridis normatif
dan sistematik-dogmatik. bi samping pendekatan yﬁridis hormatif, kebijakan hukum pidana

Jjuga memerlukan pendekaten yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis,

™ Marc Ancel, Social Defence, A Modem Approach to Criminal Problem, dikutip dalam Barda Nawawi
Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukumn Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 5-6.
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historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai
disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral derigan kebijakan sosial dan pembangunan
nasional pada umumnya.

Masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah sat bidang yang seyogyanya
menjadi pusat perhatian kriminologi. Tertebih memang "pidana” sebagai salah satu bentuk
reaksi atau respon terhadap kejahatan, merupakan salah satu objek studi kriminologi. ™

Salah satu bagian yang penting dari kebijakan hukum pidana/politik hukum pidana
(penal policy) adalah pembaharuan hukum pidana. Makna dan hakikat pembaharuan hukum
pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum
pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembsharnan hukum pidana
‘ldapat ditinjan dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kulfural atau dari berbagai
aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan
hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat
dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus
merupaken perwujudan dari perubshan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan

.kebijakan yang melatarbelakangi itn. Dengan demikian pembaharuan hukum pidaﬂa pada
hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi, dan reformasi
hukum pidena yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan
sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal
dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia’® Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa

pembaharuan hukum pidana pada hekikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang

75 Barda Nawawi Arief, Op. Cit., haleman 25
7 Tbid, halaman 31
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berorientasi pada kebijakan (“policy-oriented approaack’) dan sekaligns pendekatan yang
berorientasi pada nilai (“value-oriented aprroach™).”

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena
memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagien dari suatu langkah kebijakan atan
“policy” (yaitn bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik |
kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (policy) terkandumg pula
pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembsharuan hukum pidana harus pula berorientasi
pada pendekatan nilai,

Dari uraian tersebut di atas Barda Nawawi Arief menyimpulkan, bahwa makna dan
hakikat pembaharuan hukum pidana itu antara lain: ™
1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:

a Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya
merupakan bagian dari upaya untuk méngatasi masalah-masalah gosial (termasuk
masalah kemenusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional
(kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);

b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada
hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat {khususnya
upaya penanggulangan kejahatan);

¢. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana
pada hakikatnya merupakan bagian dan upaya memperbaharni substansi hukum
(legal substance) dalam rangka lebik mengefektifkan penegakan hukum

7 Ibid, halaman 31
% Thid, halaman 31
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2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuaan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan
dan penilaian kembali (re-orientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-
filosofik daan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan
normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah merupakan
pembaharuan {reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana
yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai hukum pidana lama warisan
penjajah.

Dalam kebijakan hukum pidana yang menggunakan sarana penal (hukum pidana) itu,

terdapat dua masalah sentral yang berkaitan dengan masalah penentuan: ™

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi
integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atan kebijakan pembangunan
nasional. Ini berarti pemecshan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan, Dengan
demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah
sentral di atas, haruslah pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada
kebijakan {policy oriented approach). Sudah barang tentn pendekatan kebijakan yang
integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum
pada umumnya.

Dalam menghadapi permasalahan tentang perbuatan apa yang dijadikan tindak

pidana, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bertolak dari pendekatan

™ Ibid, halaman 32




* 2. Dilihat dari sudut pendekatsn nilai
Pembaharuaan hukum pidana pada hakikatya merupakan upaya melakukan peninjauan
dan penilaian kembali (re-orientasi dan reevatuasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-

filosofik daan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan

normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlzh merupakan

pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana
yang ‘dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai hukum pidana lama warisan
penjajah.
Dalam kebijakan hukum pidana yang menggunakan sarana penal (hukum pidana) itu,
terdapat dua masalah sentral yang berkaitan dengan masalah penentuan: ™
1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebatknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi
integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atan kebijakan pembangunan
;nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarabksn untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan
demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalem menangani dua masalah
gentral di atas, haruslah pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada
kebijakan (policy oriented approach). Sudah barang tentn pendekatan kebijakan yang
integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukom
pada umumnya.
Dalam menghadapi permasalahan tentang perbuatan apa yang dijadikan tindak

pidana, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bertolak dari pendekatan

™ Thid, halaman 32




kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang

pertama di atas, yang sering pula disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal

yang pada intinya sebagai berikut: ®

1.

Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu

mewijudkan masyarakat adil makmur yang merata material spirimal berdagarkan

Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk
menanggulangi  kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan
penanggulungan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat:

Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditangeulangi (.lengan bukum pidana harus
merupskan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitn perbuatan yang mendatangkan
kerugian (material dan spiritual) atas warga masyarakat;

Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil {cost
and benefit principle);

Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya
kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban
tugas (overvelasting).

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pnla dalam Simposium

Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah

satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut:

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatn perbuatan hamslah sesuai
dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsz Indonesia, yattu sejauh mana
perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang belakn dalam
masyarakat dan oleh masyarakst dianggap patut atau tidak patut dibukum dalam
rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.”

® Sudarto (I), Op. Cit., halaman 44-48
81 1 aporen Simposium Pembeharuan Hukum Pidena Nasional, 1980 di Semarang
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Menurut M. Cherif Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan
dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang
mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk: *

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil
yang ingin dicapai;

2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-
tujuan yang dicari;

3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tyjuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan
prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;

4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atan
dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa problem dari pendekatan yang berorientasi
pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak
memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subyektif, misalnya nilai-nilai, ke
dalam proses pembuatan keputusan. Namun demikian, pendekatan yang berorientasi pada
kebijakan ini menurut M. Cherif Bassiouni seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu
scientific device dan digunakan sebagai alternatif dari pendeketan dengan penilaian
emosionl (the emostonally laden value judgment approach) oleh kebanyakan badan-
padan legislatif® Dikemukakan pula bahwa perkembangan dari "a poiicy} oriented
approach" ini lamban datangnya, karena proses legislatif belum siap unfuk fendekatan
yvang demikian. Masalahnya antarz iain terletak pada_ sumber-sumber keuangan untuk

melakukan orientasi ilmish. Kelambanan yang demikian ditambah dengan proses

62 M. Cherif Bassiouni, Substantive Criminal Law, dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan
Hukumn Pidapa, Citra Aditya Bakti Bandunig, 1996, halamen 35
%2 Ibid, halaman 36
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kriminalisasi yang berlangsung terus tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap
keseluruhan sistem, mengakibatkan timbulnya: %
1. Krisis kelebihan kriminalisasi (the crisis of over-criminalization), dan
2. Krisis kelampauan batas dari hukum pidana (the crisis of overreach of the criminal
law).

Yang pertama mengenai banyaknya atan melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-
perbuatan yang dikriminalisasikan, dan yang kedua mengenai usaha pengendalian perbuatan
dengan tidak menggunakan sanksi yang efektif. ¥

Pendekatan kebijakan seperti yang dikemukakan di atas jelas merupakan pendekatan
yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain
daripada penerapan metode-metode yang rasional.® Hal ini sesuai dengan pendapat G.P.
Hoefnagels, yang menyatakan bahwa suatu politik kriminal harus rasional; kalau tidak
demikian tidak sesuai definisinya sebagai "a rational total of the responses to crime"¥
Di samping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atan
proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional. ®

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat
pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti
dikatakan oleh Sudarto dalam melaksanakan politik (kebijakan menurut Barda Nawawi

Arief) orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif

8 id, halaman 36

8 Ibid, halaman 36-37

8 %arl O. Christiansen dalam Resource Material Series No. 7, sebagaimana dikutip oleh Barda MNawawi
Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Fukum Fidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, haleman
37 :

87 @, P. Hoefnagels, The Other Side OF Criminology, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam
bukunya Bunga Rampai Kebijekan Hukum Pidane, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 37

®8 Ibid, halaman 37 :
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yang dihadapi.® Ini berarti bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijaken
hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langksh yang dibuat dengan
sengaja dan sadar. Hal ini berarti pula bshwa dalam memilih dan menetapkan hukum
pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejehatan harus benar-benar telah
memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum
pidana ite dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang funggional; dan
inipun merupakan pendekatan yang melekat (inherent) pada setimp kebijakan yang
rasional %

Dalam hubungannya dengan proses kriminalisasi dan dekriminalisasi seperti apa
yang telah diuraiken di atas, Muladi menyatzkan bahwa persoalan pertama yang dapat
dikemukakan berkaitan dengan perundang-undangan pidana yang menetapkan apa yang
dinamakan Jegislated environment. Disini timbul masalah antara lain kecermatan dalam
melakukan kriminalisasi sebagai suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang
semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana Asas subsidiaritas harus
Juga diperhatikan dalam kriminalisasi ini. Asas subsidiaritas ini sangat penting, tidak hanya
diperhatikan pada waktu melakukan kriminalisasi, tetapi juga pada saat menerapkan hukum
pidana sepanjang hukum pidena dalam hal ini digmnaken sebagai penguat sanksi lain
(sanksi perdata atan sanksi administratif), Dengan kecermatan kriminalisasi dan
penggunaan asas subsidiaritas yang tepat, tidak akan timbul baik over criminalization
meupun devaluasi hukum pidana. Kalau kedua hal ini terjadi maka akan timbul keragun-

& Sudarto (I), Op. Cit., Halamen 161
% Barda Nawawi Arief (D), Op. Cit., halaman 38
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raguan bagl penegak hukum pidana untuk melakuken fii! enforcement dan diskresi Jl]Stﬂl
akan banyak digunakan.”!

Lebih lanjut Muladi menyatakan bahwa persoalan lain yang masih terkait pada

legislated environment ini adalah tujuan pemidanaan yang tidak jelas dalam hukum
| ‘material. Warisan aliran klasik ini akan menciptakan fragmentasi penerapan hukum pidana |
karena persepsi masing-masing penegak hukum akan menjadi subyektif dan hal ini
berkaitan dengan latar belakang sosial yang bersangkutan. Yang berpandangan pembalasan
merasa mendapat legitimasi dari undang-undang yang sudah ketinggalan jaman. Sedangkan
mereka yang berpandangan maju akan bertindak ragu-ragu karena tidak memiliki legalitas
formal. Dan apabila tejadi perbenturan pandangén antara sub-gistem dalam hal ini,
masalahnya akan menjadi sulit, karena perbenturan ini akan memiliki dampak terbe{ahnya
opini masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, perumusan yang jelas tentang tujuan pemidanaan
menjadi sangat sulit, sebab akan méndasari baik penyelenggaraan hukum pidana materiil,
hukum pidana formil manpun hukum pelaksanaan pidana, *

Dalam salah satn kesimpulan dari Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 di
Semarang antara lain dinyatakan, bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai
salah satu sarana untuk social deferce. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat
inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukskan oleh
Johammes Andenaes sebagai berikut: **

“Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan

masyarakat/social defence, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya

serasional mungkin. Hasil-hasil maksimem harus dicapai dengan biaya yang
minimum bagi masyarakat dan minimum peaderitaan bagi individu. Dalam tugas

! Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
1995, halaman 24

%2 Ibid, halaman 24-25

#3 1, Andenaes, The General Of The Criminal Law of Norway, dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampei
Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996, haleman 38
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demikian, orang harus mengendalkan pada hasil-hasil penelition ilmigh mengenai
sebab-sebab kejahatan dan efektifitas dar bermacam-macam sanksi,”

Dari apa yang dikemukakan J. Andenases dj atas jelas terlihat, bahwa pendekatan

kebijakan yang rasional erat pula lmbungannya dengan pendekatan ekonomis, Dengan

pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk memperfimbangkan antara

biaya atau beban, yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat dan digunakannya hukum

pidanz) dengar hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan

efoktivitas dari sanksi pidana ity sendiri. Sehubungan dengan hal ini Ted Honderich

berpendapat, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis

(economical deterrents) apahila, dipenuhi syarat-syarat sebagai berilut :**

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah; '

2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadasn yang lebih berbahaya/merugikan
daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;

3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang
lebih kecil. |

Bertolak dari pendapat Ted Honderich di atas dapat‘ pula ditegaskan, bahwa pendekatan

ragional pragmatis berarti mengandung pula pendekatan kemanfaatan/kegunaan (utifitas).

Sehubungan dengan hal ini, Jeremy Bentham pernah pula menyatakan bahwa pidana

Janganlah diterapkan/digunakan apabila “groundless, nreedless, unprofitable or

inefficacious”®®  Demikian pula Herbert L. Packe; pernzh mengingatkan, bahwa

penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulw/menyamaratakan

# Tbid, halaman 39

% Nige! Walker, Sentencing in a Rational Socicty, 1972, dalem Barda Newawi Arief, Bunga Rempai
Kebijakan Hukum Pidans, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 39
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(indiscriminately) dan digunskan secara paksa (coercively) akan menyebabkan sarana
pidana itu menjadi suatu pengancam yang utama (prime threatener).”®

Segi lain yang pertu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan
dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut
Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam
kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindung;.
Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah:%’

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;

2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atan bahaya-bahaya yang tak
dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;

3. Me;masyarakaikan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;

4. Memelihara atan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu
mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Ditegaskan selanjutnya bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan
untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya
dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; pidana yang tidak
diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas
sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang
mewujudkannya. Berdasar pandangan yang demikian, maka menurut Bassiouni disiplin
hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan

berorientasi pada nilai (zot only pragmatic but also value-based and value oriented) >

%¢ Herbert L. Packer, The Limits of Criminal Senction, dikutip dalam Barda Nawawi Arief (I}, Beberapa
Aspek Kebijakan Penegaken dan Pengembangen Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,
halaman 48

%7 Barde Nawawi Arief, Op. Cit., halernen 39-40

%8 Ibid, halaman 40
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Dari uraian di atas, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa menurut Bassiouni,
dalam meiakukan kebijakan hukum pidana diperfukan pendekatan yang berorientasi pada
kebijakan (policy oriented aprroach) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga

pendekatan yang berorientasi pada nilai (value judgment approach). Lebih lanjut

ditegaskan olehABarda Nawawi Arief, bahwa antara pendekatan kebijakan dan pendekatan

yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu “dichotomsy”, karena dalam
pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor milai.
Sehubungan dengan hal ini Roeslan Saleh menyatakan: *
“Keharnaan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan
etie dalam hukom pidana dapat ditinggalkan saja. Juga syarat rasional adalah suatu
syarat moral. Jadi rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh pertimbangan-
pertimbangan yang bersifit etis. Batas-batas yang bersifat etis it haruslah sebaik-
baiknya dan geteliti-telitinya dirumuskan. Di dalam -batas-batas dari apa yang
secara etis dapat diterima haruslah diambil keputusan-keputusan yang rasional.”
Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih
bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan
nasionalnya bertujuan membentuk Manusia Indonesia Seutuhnya. Apabila pidana akan
digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus puia
diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itn pada hakekatnya merupakan
masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakekatuya pidana itu sendiri mengandung
unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi
kehidupan manusia
Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, fidak hanya berarti bahwa

pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan

yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-

 Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran tentang Pertanggungen jawab Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,
halaman 44
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nilai kemanusiaan den nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Sehubungan dengan hal
terakhir ini patit kiranya dikemukakan konsepsi kebijakan pidana dari aliran sosial
defence (the penal policy of social defence) menurut Marc Ancel yang bertolak pada
konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi.'® Konsepsi ini dianggap perlu
dikemukakan karena istilah perlindungan masyarakat atan social defence yang dikaitkan
dengan masalah rehabilitasi dan resosialisasi sudsh sering digunakan di Indonesia. Hal ini
terlthat misalnya pada Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 dan Simposium
Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada tahun 1980 di Semarang.

Menurut Marc Ancel, pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan
individy merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesnaian sosial (the
main driving force of the process of social readaption). Belian mengakui bahwa masalah
determinisme dan indeterminisme merupakan problem filosofis yang berada di luar
lingkup kebijakan pidana dan hukum pidana. Akan tetapi ditegaskan pula, bahwa kebijakan
pidaﬂa yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu. Tujuan utama
setiap perlakuan readaptasi-sosial harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan
diri sendiri. Oleh karena itu masalah pertanggungjawaban (kesalahan) seharuesnya tidak
boleh diabaikan; malahan justru harus diperkenalkan kembali sebagai suatu
pertanggungjawaban pribadi (kesalahan individual). Reaksi terhadap perbuatan anti sosial
justry harus dipusatkan pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi ini. Pertanggung-
jawaban yang dimaksud oleh Marc Ancel berlainan dengan pandangan klasik yang
mengartikannya sebagai pertanggungjawaban moral secara murni {the purely moral

responsibility), dan berbeda pula dengan pandangan positivist yang mengartikannya

1% parda Nawawi Arief (I), Op. Cit., halaman 41-42
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sebagai pertanggungjawaban menurut hukum ateu pertanggungjawaban obyektif (legal or

objective view of responsthility). '™

Pertanggungjawaban pribadi (individual responsibility) memurut Marc Ancel
menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu
mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab atan kewajiban sosial terhad@ anggota |
masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial. Pengertian
yang demikian men{pakan konsekuensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan
sebagai suatu mmlifestaéi dari kepribadian si pelaku.

Dari uraian di ates terlihat, bahwa pendekatan nilai humanistik menuntut pula
diperhatikamya ide “individualisasi pidana™ dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana.
Ide indivudualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai
berikut: '™
1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (agsas personal);

2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas Cuipabilitas); (tiada pidana
tanpa kesalahan);

3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus
ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maunpun
berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana
(perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Pemikiran tentang ide individualisasi pidana tersebut di atas, setidak-tidaknya
merupakan suatu pemikiran dalam rangka untok menanggulangi kejahatan. Kebijakan

penangulangan kejahaten atan yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” dapat

191 114, halaman 42
102 1hid, halarnean 43
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meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa upaya

penanggulangan kejshatan dapat ditempuh dengan ;'
1. Penerapan hukum pidana (criminal law aplication),

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment),

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejshatan dan pemidanasn lewat media

massa (influecing views of society on crime and punishment/mass media).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi
dua, yaitu lewat jalur peral (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (di luar hukem
pidana). Kedua hal tersebut secara kasar dapat dibedakan, bahwa penanggulangan
kejahatan lewat jalur “penal lebih menitikberatkan pada sifat “represive” (penindagan/
pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan Jalur non-penal lebih
menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum
kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedann secara kasar, karena tindakan represif pada
hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “ron-penal” ini lebih bersifat pada
tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah
menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu
antara lain berpusat pada masslah-masalah atau kondisi-kondisi somial yang secara
langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atan menmnbuhsubquan kejahatan,
Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-
upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik
kriminal.

193 G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, Bungs
Rernpai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, halamen 48
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Penanggulengan kejahatan lewat jalur peral di dalamnya dikenal apa yang
dinamakan pidana pokok. Diantara berbagai jenis pidana pokok, pidana penjara merupakan
Jenis sanksi pidana yang paling banyak difetapkan dalam produk perundang-undangan. Hal
yang demikian itu tampaknya tidak jauh berbeda dengan yang ditempuh oleh pembuat WS
(KUHP) pada jaman Hindia Belanda. Menurut GP. Hoefnagels, bahwa efektiﬁtas.
merupakan prasyarat untuk keabsahan dan bahkan merupakan unsur yang patut
diperhitungkan dalem hal pemidanaan, tetapi efektifitas itz sendiri bukanlah Jjaminan untuk
adanya efektifitas dan kegunasn terutama dibatasi oleh legalitag 14

Penerapan sanksi pidana terhadap kejehatan adalah merupakan salah satu upaya
untuk menanggulangi tindak kriminal itu. Hal ini disebabkan kejahatan atau tindak kriminal
merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada
masyarakat, sehingga dapat dikatakan tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan
Realitas seperti itu di masyarakat ada benarnya. Bahkan menurut Benedict S Alper
kejahatan merupakan "the oldest social problem" ! Kejahatan sebagai masalah sosial
tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu, t‘etapi juga -
menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.l Dikatakan sebagai
masalah internasional bukan henya karena jumlahnya yang telah meningkat tetapi juga
kualitasnya dipandang lebih serius dibandingkan masa-masa lali.

" Meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan di kebanyakan negara ditegaskan fagi
dalam Konggres kelima tahun 1975 di Jenewa, sehingga dalam konggres itu ada topik

khusus yang membicarakan:'®

1% Barda Nawawi Arief (ID), Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejehatan Dengan Pidana
Penjara, CV Ananta, 1994, Semarang, halaman 4
1% 1bid, halamen 11

1% 1hid, halaman 12
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L. Perubahan-perubshan bentuk dan dimensi kejahatan, baik secara transnagional maupun

nasional;
2. Akibat-akibat ekonomi dan sosial dari kejahatan,

Penggunaan upaya hukum, temasuk hukum pidana, sebagai salah satn upaya untuk
mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping
it dalam tujusnoya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka
kebijakan penegakan hukum ini termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala ussha
yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalzh yang
termasuk masalah kebijakan, maka penggunasn hukum pidana sebenarnya tidak merupakan
suatu keharusan, tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya
dalam masalah kebijakan orang dihadapken pada masalah kebijakan penilaian dan
pemilihan dari berbagai macam slternatif'” Dengan demikian masalsh pengendatian atan
penanggnlangen kejahaten dengan menggimakan hukum pidana, bukan hanya merpakan
problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan '®

197 Sudarto (), Loc. Cit., halarnan 161
1% Berda Nawawi Arief (II), Op. Cit., halarnan 18
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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Bidang

Ekonomi Selama Ini Dalam Menanggnlangi Perkembangan Tindak Pidana Di
Bidang Ekonomi

1. Kekhususan Dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Di dalam Bab II telah diuraitkan dan disinggung tentang berbagai pengertian
mavpun pendapat tentang tindak pidana (di bidang) ekonomi. Dalam hal pengaturan
tindak pidaxia di bidang ekonomi pada saat sekarang dapat ditemukan dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, antara lain dapat ditemukan dalam UU Drt. No. 7 Tahun
1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang
ditetapkan sebagai undang-undang dengar UU No. 1 Tahun 1961, Selain itu, ketentuan
tentang tindak pidana ekonomi juga dapat ditemukan dalam banyak peraturan perundang-
undangan (di bidang) ekonomi lainnya, yaitu Undang-Undang No. 10 Tailun 1995
tentang Kepabeanan, UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
| Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekomomi seperti
vang telah disebut di atas hanyalah merupakan sebagian dari berbagai peraturan
perundang-undangan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana di bidang ekonomi. Hal
ini mengingat begitu luasnya ruang lingkup tindak pidana di bidang ekonomi itu.
Mengingat begitu luasnya tindak pidana di bidang ekonomi, maka ada sebagian sarjana
yang membedakan tindsk pidana ekonomi itu dalam arti sempit dan tindak pidana

ekonomi dalam arti lvas. Tindak pidana ckonomi dalam arti sempit, yaitu yang
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bersumber pada Pasal 1 UU Drt. No. 7 Tahun 1955, sedangkan tindak pidana ekonomi

dalam arti luas, yaitu yang meliputi:'®®

1. Perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan-peraturan di bidang ckonomi
yang diancam dengan pidana dan ini berada di luar UU No. 7 Drt. Tahun 1955.
" Meskipun pelanggaran ketentuan-:ketentuan m tidak dinyatakan sebagai tindak
pidana ekonomi, tetapi karena sifat dan bidangnya itu ekonomis, maka pelanggaran-
pelanggarannya dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana di bidang ekonomi.
Undang-Undang vang termasuk dalam ketentuan ini sangat banyak dan beragam,
yang tiga diantaranya adalah: (1) UtI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; (2)UU
No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; dan (3) UU No. 3
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Perbuatan pelanggaran beberapa ketentuan dalam KUH Pidana yang menyangkut
bidang ekonomi serta dapat memberikan pengarvh terhadap situasi dan
perkembangan ekonomi, yaitu perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan produksi
dan distribusi serta dapat mengm’éngi kelancaran roda perekonomian. Perbuatan yang
termaguk dalam kategori ini misélnya pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) untuk
penipuan dalam perbankar, atau penipuan (Pasal 378 KUHP) dalam bidang produksi
dan distribusi dan juga di bidang perdagangan, serta (Pasal 383 KUHP) yang berupa
penipuan antara penjual dan pembe.li.
Untuk membicarakan tentang tindak ptdana di 5idang ekonomi tersebut, sudah
barang tentu akan dikaji dan dilihat k;ambali tentang keberadaan UU No. 7 Drt. Tahun

1955. Satu ciri yang menonjol dalam UU tersebut adalah bahwa undang-undang itu

1® gurnantoro, Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Ekonorni, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, halarnan 13

79




dalam hukum acaranya menyimpang dari ketentuan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun

1981). Penyimpangan ini antara lain terdapat dalam hal-hal yang menyangkut tentang

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Degan adanya

penyimpuangan tersebut, maka UU ini dapat dikategorikan sebagai huknm pidana khusus.

Kekhususan UU No. 7 Drt. Tahun 1955 sebagai hukum pidana ini antara lain terlihat

dalam hal sebagai berikut :

1.

Peraturan Hukum Pidana Ekonomi elastis dan mudah berubah-ubah;

Di Indonesia terlihat dalam praktek, bahwa perundang-undangan di lapangan telah
berubah dengan cepat silih berganti demi mengejar dan mengatasi berbagai modus
operandi dari pama pelaku kejshatan/tindak pidana di bidang ekomomi. Dengan
demikian peraturan hukum ekonomi umumnya temporer untuk membantu mengatasi
kesulitan pada suatu waktu terfentu dan dihapuskan lagi sesudah tercapainya
keseimbangan ekonomi di lapangan.

Adanya perlnasan subjek hukum pidana (pemidanaan Korporasi/Badan Hukum);

Di dalam hukﬁm pidana mengenal hanya orang sebagai subjek hukum, yang
tercermin pada KUHP di hampir setiap pasal. Hampir setiap pasal KUHP di
dalamnya mulai dengan kata-kata "barangsiapa”. Hanya oranglah yang merupakan
subjek hukum dalam KUHP. Badan hukum bukan subjek hukum diperjelas lagi
dalam Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa: "Dalam hal-hal dimana karena
pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurug, anggota-anggota, badan pengurus
aten komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atan komisaris
yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.” Dengan

demikian Pasal ini memiliki maksud, pengurus dapat dikenakan hukuman apabila ia
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ikut melakukan pelanggaran tersebut. Dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 dinyatakan,
bahwa: badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau yayasan dapat dijatubkan
pidana dan tindakan tata tertib. Hal itu tercantum pada Pasal 15 ayat 1 UU TPE, yang
menyatakan bahwa tuntutan pidana dapat dilakukan dan hukuman pidana serta
tindakan tata tertib dapat dijatuhkan, baik terhadap badan hukum dan lain-lain itu
maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan delik ekonomi atan
bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun keduanya.
. Peradilan ir absentia; .
Peradilan in absentia dalam hukum pidana ekonomi dapat diketemukan dalam Pasal
16 UU TPE. Dalam pasal itu disebutkan dua macam orang yang dapat diadili i
absentia, yaitu
a. Pasal 16 ayat 1 UU TPE:
ABahwa orang yang telah meninggal dunia dapat dijatuhi pidana. Hal ini lain sekali
dengan hukum pidana biasa, dimana orang yang telah meninggal dunia dengan
sendirinya tidak dapat dijatuhi pidana lagi. Oleh karena tersangka telah meninggal
dunia, maka dengan sendirinya vonnis dijatshkan secara in absentia, dan juga
macam pidana yang dijatubkan terbatas, antara lain: (1) memutuskan perampasan
barang-barang yang telah disita; (2) memutuskan tindakan tata tertib yang dapat
diberatkan pada harta orang meninggat itu,
b. Orang yang tidak dikenal juga dapat diadili juga dengan in absentia.
Hal ini dapat terjadi jika didapat bukti-bukti tentang terjadinya delik ekonomi yang
berupa barang-barang sitaan, tetapi pembuatnya (pelaku) tidak dikenal. Dengan

demikian dalam hal terjadi tindak pidana ekonomi pelakunya tidak ada (tidak dapat
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djketemukan) namun apabila bukti-bukti yang diitinggalkan mencnkup: maka
perbuaian tertsebut dapat dladlll secara in absenfic.

‘ -4, Percobaan dan membantu mélakukan pada delik ekonomi dipidana;
Percobaan sebagai delik biasa tercantum dalam Pasal 53 KUHP: "Percobaan untuk

e melakukan kejahatan terancam hukuman, blla maksud si pembuat sudah nyata dengan |
dlmu"lamya perbuatan itu dan perbuatan 1tu tldak selesai hanyalah lantaran hai i;,r'ang
tidak tergantung dari kemaua.nnyg. sendiri.” Percobaan tidak selalu merupakan delik,
mengingat undang-undang sendix;i menetapkan bahwa percobaan melakukan delik
pelanggaran tidak dihukum (Pasal 54 KUHP).

Ketentuan yang tercantum dalam KUHP tei-sebut (Pasal 53), berlaku juga bagi delik

| ekonomi karena tidak ada ketentuan dari UUTPE yang menyimpang dari Pasal 53

. - KUHP tersebut. Menurut Karni, bahwa percobaan pada delik ekonomi adalzh sama

dengan delik telah sempurna (selesai), pendapat ini didukung oleh Andi Hamzah
sekedar yang dimaksud oleh Kamni tersebut, dalam hal sama bahayanya aatara

percobaan dalam delik ekonomi itu demgan delik sempurna.'® Menurut Andi

Hamzah, dalam ketentuan Pasal 4 UUTPE beserta penjelasannyz sudah cukup terang

mengatumya. Pasal 4 UUTPE menyatakan: "Jika dalam undang-undang darurat ini
disebut tindak pidana ekonomi pada umumnya atan suatu tindak pidana ekonomi
pada khususnya, maka di dalamnya termasuk pemberian bantuan pada atan untuk
melakukan tindak pidana itu, sekedar suétu ketentuan fidak menetapkan sebalilnya.”
Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasen Pasal 4 UUTPE: "Pasal ini menyimpang

dari Pasal 54 dan 60 KUHP, Hal ini dianggap perlu mengenai tindak pidana ekonomi

10 Andi Hamzeh, Op. Cit., halaman 31
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yang dipandang pelanggaran. Maksimum hukuman pokok yang mengancam
pelanggaran ekonomi itu dikurangi dengan sepertiga, jika dilakukan percobaan atag

ikut membantu perbuatan itu. Jadi dalam hal ini tidak menyimpang dari Pasal 53
KUHP.

. Pembedaan delik ekonomi berupa kejahatan dengan pelanggaran;

Sebagaimana pada delik biasa dibedakan antars delik kejahatan dengan pelanggaran,
maka pada delik ekonomi pun demikian, tetapi dengsn kriteria yang berbeda.
Sebelum membicarakan pembedaan antara delik ekonomi berupa itejahatan dan
pelanggaran dan penyimpangan dari hukum pidana biasa, maka terlebih dahuln
digambarkan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana biasa
(KUHP) itu. Undang-undang sendiri membedakan antars kedua jenis delik tersebuf.
Yang terpenting disini adalah perbedaannya secara kualitatif Pertama-tama ialah
bahwa kejahatan itu adaleh delik hukum, sedang pelanggaran adalah delik undang-
undang. Ini berarti bahwa undang-undanglah yang menetapkan svatu delik termasuk
pelanggaran, sedangkan delik hukum berarti bahwa tanpa undang-undang, tanpa
putusan hakim telah dirasakan oleh masyarakat sebagai delik, yakni kejahatan. Selain
itu terdapat pula perbedaan kejahatan dengan pelanggaran secara kuantitatif. Delik
yang berupa kejahatan lebih berat pidananya daripada pelanggaran. Kejahatan
diancam dengan pidana penjara, sedangkan pelanggaran dengan denda atan kurungan,
Di KUHP kejahatan tercantum di Buku II sedang pélanggaran tercantum di Buku IIL.
Selain i, kejahatan secara umum dibedakan yang dilakukan dengah gengaja dan

dilakukan dengan culpa. Sedang pada pelanggaran umumnya tidak dibedakan.
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Perbedaan selanjutnya ialah jangka waktu verjaring pada kejahatan lebih lama
daripada pelanggaran.
Semua perbedaan-perbedasn antara kejaﬁatan dan pelanggaran dalam hukvum pidana

biasa (KUHP) tersebut juga berlaku bagi delik ekonomi. Hal yang menyimpang ialah

ketentuan dalam Pasal 54, Pagal 60 KUHP, yang menyatakan bahwa percobaan dan |

membantu melakukan pada pelanggaran tidak dihukum. Hal ini memang logis, karena
pada percobaan disyaratkan adanya unsur sengaja, sedang pada pelanggaran tidak
disyaratkan adanya unsur sengaja Hukum pidana ekonomi menyimpang dari
kefentuan diatas. Pada hukum pidana ekonomi pembedasn antara kejahatan dan
pelanggaran disesuaikan dengan tiga golongan delik tersebut di muka yaitu
(1)golongan I (yang disebut pada Pasal 1 sub 1e UUTPE), dipakai klasifikasi dalam
undang-undang itu sendiri, yakni jika undang-undang itu menentukan yang mana
kejahatan dan yang mana pelanggaran, maka ketentuan itulah yang berlaku,
Sedangkan, apabila tidak ditentukan, maka dipakai klasifikasi “jika dilakukan dengan
sengaja’, maka termasuk kejahatan dan “jika dengan culpa”, maka termasuk
pelanggaran (Pasal 2 ayat 1 UUTPE); (2) Untuk golongan Il (Pasal 26, 32 dan 33
UUTPE), tidak ada kesulitan untuk memahaminya, karena ditetapkan oleh undang-
undang itu bahwa itu termasuk kejshatan (Pasal 2 ayat 2 UUTPE);, (3) Untuk
golongan IH, undang-undang yang menetapkan bahwa pelanggaran atasnya adalah
delik ekonomi. Dalam hal ini dipakai klasiﬁkasi‘ seperti golongan I hanya saja
perumusannya terbalik, kejahatan jika dilakuken dengan sengaja, pelanggaran jika

dilakukan dengan culpa, jika undang-undang itu sendiri tidak menetapkan Iain (Pasal

2 ayat 3 UUTPE).
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. Perluasan berlakunya hukum pidana (Pasal 2 KUHP);
Hukum pidana ekonomi memperluas berlakunya hukum pidana Pasal 3 UUTPE

menyatakan: "barangsiapa turut melakukan suatu tindak pidana ekonomi yang

dilakukan di dalam daerah hukum RI dapat dihukum pidana begitu pula jika ia turut

melakukan tindak pidana ekonomi itu di luar negeri.” Istilah turut melakukan yang
dipakai oleh UUTPE itu menimbulkan berbagai penafsiran. Menurut Suprapto bahwa
yang penting dalam ketentuan Pasal 3 UUTPE itu ialah perluasan berlakunya hukum
pidana (ekonomi) ke luar negeri. Hal ini dipertegas dalam penjelasan umum bagtan 5
UUTPE yang mengatakan, bahwa: "sebagai perluasan Pasal 2 KUHP”, maka
perbuatan ikut serta yang dilakukan di luar negeri dapat dihukum pidana juga. Di sisi
lain Andi Hamzah menyatakan, bahwa dengan istilah "ikut serta”, maka semuanya
termasuk, apa saja dalam pengertian penyertaan (deelreming) juga membantu
melakukan. Lebih-lebih kalau dipikirkan bahwa UUTPE sendiri telah menyimpang
dari ketentuan umum hukum pidana, | dengan ketentuannya bahwa membantu
melakukan delik ekonomi yang berupa pelanggaran dapat dip.idana, terlebih lagi
dalam membantu melakukan delik ekonomi di luar negeri.

Dari berbagat pendapat tersebut di atas, satu hal yang dapat dimengerti adalah bahwa
para pembantu delik ekonomi itu bukan séia lebih berbahaya dari sudut kriminologi,
tetapi dari sudut pemberantasan dan pengusutannya pun sangat sulit jika para
pembantu disisihkan atau diabaikan dari dapatnya dituntut di muka persidangan.
Dalam praktek sering terjadi bahwa para pembantu penyelundupan atan delik
ekonomi lainnya, telah berangkat ke luar negeri, dan dari sat:a; dia membantu

menerima dan membéreskannya. Suatu penyelundupan dari dalam negeri sangat sufit
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dilakukan tanpa ade bantuan-bantuan alat-slat resmi, terutama di daerah pelabuhan.
Oleh karena itu, para pembantu delik ekonomi itu sesungguhnya mempunyai sifat
khas tersendiri yang perlu diwaspadai oleh para petugas yang berkompeten.

Hal itulah yang mungkin dijadikan pertimbangan dari pembuat undang-undang
tindak pidana ekonomi, untuk menyatakan bahwa membantu melakukan delik (tindak
pidana) yang berupa pelanggaran dalam UUTPE diancam dengan hukuman pidana.
Hal ini tentu saja menyimpang dari hukum pidana umum (menyimpang dari
ketentuan Pasal 103 KUHP Jo, Pasal 60 KUHP).

. Adanya penyelesaian di luar acara (schikking),

Penyelesaian di luar acara berarti penyelesaian perkara tanpa memajukannya ke muka
persidangan (di Pengadilan), dengan pembayaran denda damai yang disepakati antara
Kejaksaan (Kejaksaan Agung) dengan tersangka. Istilah denda damai adalah istilah
gehari-hari, maksudnya berupa pembayaran sejumlah uang kepada Negara, sebagai
penggantian kerugian yang timbul akibat perbuatan tersangka. Dasar hukum untuk

mengadakan penyelesaian di luar acara ini ialah asas opportunitas yang berada di

tangan Jaksa Agung. Jadi hanya Jaksa Agung-lah yang berhak menyelesaikan suatu .

perkara di luar acara, kecuali jika Jaksa Agung melimpahkan wewenangnya kepada
Jaksa Tinggi (Kepala Kejaksaan Tinggi) atan Kepala Kejaksaan Negeri. Hal ini sesuas
dengan Pasal 8 UU Pokok Kejaksaan No. 15 Tahun 1961, yang dalam perkembangan
selanjutnya, ketentuan itu terdapat dalam UU No. 5. Tahun 1991 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia Pasal 32 huruf ¢. Dengan demikian sampsai sast sekarang

Kejaksaan masih mengemban fungsi “menyampingkan perkara demi kepentingan
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umum atan biasa disebut asss opportunitas. Di dalam UUTPE tidek disebut tentang

penyelesaian di luar acara ini.

2. Kebijakan Sanksi Pidana Dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana
Ekonomt

Dari berbagai kekhususan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi tersebut di
atas, maka satu hal lain yang perlu dipahami dalam unda.ng-undang itu adalah tentang
kebijakan sanksi yang dicantumkannya. Apabila dicermati, maka sanksi yang terdapat
dalam UU TPE tersebut memiliki keanekaragaman Keanekaragaman sanksi itu dapat
dikelompokkan dalam sanksi yang berupa konvensional dan yang tidak konvensional.
Pidana yang konvensional seperti apa yang terdapat dalam hukum pidana (Pasal 10
KUHP), yang antara l#in mencakup:

1. Pidana Pokok:
a  Pidana mati;
b. Pidana penjara;
¢. Pidana kurungan;
d. Pidana denda;
2. Pidana Tambahan:
a Pencabutan beberapa hak tertentu;
b. Perampasan beberapa barang tetentu;
c. Pengumuman putusan hakim;
Pidana tambaban yang terdapat dalam hukum pidanz ekonomi lebih banyak

daripada yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut, dan lebih diperluas. Selain apa

yang telah tersebut di atas, masih dikenal pula sanksi non konvensional yang secara -
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materiil berupa sanksi administratif, perdata dan organisatoris. Disamping sanksi-sanksi
bernpa pidana dan sanksi-sanksi administrasi serta sanksi lainnya ﬁang dapat dijatuhkan
oleh Hakim, ada pula tindakan-tindakan preventif dari pengusut (Jaksa Ekonomi) dan
Hakim yang secara materiil dapat dikategorikan sebagai sanksi-sanksi pendahuluan.
Secara formil macam-macam sanksi tersebut di atas dapat diperinci sebagai berikut:
1. Pidana mati
a. Ketentuan pidana mati dapat diketermnukan dalam Pasal 1 ayat 2 Perpu No. 21
Tahun 1959 Jo. UUTPE No. 7 Drt. Tahun 1955 (sebagatmana telah diubah dan
ditambah). Hal ini lebih dikhususkan apabila delik ekonomi yang dilakukan itu
ada alasan-alasan memberatkan pidananya yaitu: "dapat menimbulkan kekacauan
di bidang perekonomian dalam masyarakat" Dengan demikian dalam sidang di
pengadilan harus dibuktikan adanya keadaan-keadaan yang "dapat menimbulkan
kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat itu”. Apabila dicermati
lebih lanjut adanya syarat tersebut bukanish suatu hal vang mudah untuk
dibuktikan, mengingat pernyataan tersebut sangat luas dan tidak memuat kriteria-
kriteria tertentu secara jelas dan tegas. Apabila ketentuan tersebut dipaksakan
untuk diterapkan, maka tidak menutup kemungkinan akan merugikan pihak
tersangka/terdakwa. Hal ini terjadi karena delik tersebut dapat ditarik ulur sesuai
keinginan Pemerintah/penguasa. Kondisi ini pernah terjadi terhadap delik-delik
yang terdapat dalam UU No. 11 Pops. Tahun 1963 teﬂtang Pemberantasan
Subversif, yang dapat ditarik ulur sesuai keinginan penguasa untuk mengamankan

kebijakan pemerintahanmya.
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b. Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 Jo. UUTPE No. 7 Drt. Tahun 1955
(sebagaimana telah diubah dan ditambsh). Ketentuan ini lebih dikhususkan
apabila delik ekonomi itu ada hal yang memberatkan hukuman, yaitu "dengan
mengetahui atau patut harus menduga tindak pidana itu akan menghalang-halangi
terls;ksananya program Pemerintah.” Program pemerintah dalam hal ini berkaitan
dengan program pemerintsh pada waktu itu yﬁng berupa: (1) melengkapi sandang;
(2) keamanan; (3) mengembalikan Irian Barat dan Program Kabinet Ampera

vang terdiri atas: (a) stabilitas ekonomi dan politik; (b) pemilihan umum dalam 2

tahun terakhir; (c) politik luar negeri bebas aktif (d) perjuangan menentang
imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
2. Pidana penjara |
a  Pidana penjara seumur hidup

1). Ketentuan tentang pidana penjara seumur hidup ini terdapat dalam Perpu No.
21 Tahun 1959 Jo. UUTPE No. 7 Drt. Tahun 1955 (sebagaimana telah diubah
dan ditambah) khususnya jika delik ekonomi yang dilakukan itu memiliki
alasan yang memberatkan pidana yaitu: "dapat menimbulkan kekacanan di
bidang perekonomian dalam masyarakat.”

2). Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 Jo. UUTPE No. 7 Drt. Tahun 1955

(sebagaimana telah diubah dan ditambah)
3). Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong.
b. Pidana penjara sementara
Menurut UUTPE No. 7 Drt. Tahun 1955 Jo. UU Drt. No. 8 Tahun 1958 Jo. Perpu

No. 21 Tahun 1959, maka maksimum pidana penjara sementara untuk delik
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ekonomi yang dilakukan dengan sengaja melanggar Pasal 1 sub le UUTPE
adalah tidak berubah (tetap 6 tahun). Namun demikian apabila terdapat alasan
yang memberatkan pidana seperti tercantum dalam Perpu No. 21 Tahun 1959
maupun menurut Penetapan Presiden No. 5 Tahur 1959, maka Hakim dapat
memilih maksimum pidana 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup atau
pidana mati. Ha! ini juga berlaku dalam UU tentang larangan penarikan cek
kosong. Khusus untuk kejahatan yang melanggar Pasal 26, 32, dan 33 UUTPE
No. 7 Drt. Tahun 1955, dan juga melanggar UU lain, sekedar undang-undang itu
menyebut pelanggaran atasnya sebagai delik (tindak pidana) ekonomi,
maksimumnya 2 tahun penjara (Pasal 6b Jo. Pasal 1 sub 2e, sub 3e UUTPE).
3. Pidana kurungan

Pidana kurungan dalam hukum pidana ekonomi agak lain dengan pidana kurungan

menurut KUHP, karena pidana kurungan dalam hukum pidana ekonomi harus

dijatuhkan bersama-sama dengan pidana denda (Pasal 1 ayat 1 Perpu No. 21 Tahun

1959 beserta penjelasannya). Ancaman pidananya maksimum pidana 1 tahun dalam

hal pelanggaran tersebut dalam Pasal 1 sub le UUTPE, dan pelanggaran berdasar

Pasal 1 sub 3e maksimum 6 bulan.

4. Pidana denda

Pidana denda dalam UUTPE berbeda dengan KUHP, pidana penjara atau kurungan

dijatuhkan begama-sama pidana denda. Adapun macaﬁl pidana denda tersebut adalah:

a Untok kejahatan melangger yang tersebut pada Pasal 1 sub 1e¢ UUTPE maksimum

dendanya 30 X 1 juta=30 juta rupiah;
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b. Untuk kejahatan yang termasuk dalam Pasal 1 sub 2e dan sub 3e, maksimum
dendanya 30 X 100 ribu rupiah = 3 juta rupiah;

¢. Untuk pelanggaran yang disebut berdasar Pasal 1 sub 3e (UU lain yang menyebut
pelanggaran atasnya sebagai delik ekonomi) maksimum dendanya 30 X 50 ribu
rupiah = 1 1/2 juta rupiah (Pasal 6 ayat 1 d UUTPE).

d. Sebagai ketentuan penyimpangan dari ad a s/d ¢ adalah bahwa jika harga barang
yang berkaitan dengan delik ekonomi itu diperoleh baik seluruhnya maupun
sebagian karena delik ekonomi itu lebih tinggi dari 1/4 bagian pidana denda
tertinggi, maka pidana denda itu dapat ditentukan setinggi-timgginya 4 kali harga
barang ifu (Pasal 6 ayat 2). Dalam pasal tersebut dikatakan "dapat", yang
memiliki makna sebagai hak dari Hakim nntuk memutuskan,

5. Pidana tambahan

Pidana tambahan pada hukutmn pidana ekonomi lebih banyak daripada yang terdapat

dalam KUHP. Adapun macam pidana tambghan tersebut terdapat dalam Pasal 7

UUTPE ayat 1, antara lain:

a. Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP untuk waktu sekurang-
kurangnya 6 bulan dan selama-lamanya 6 tahun lebih lama dart hukuman
kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya 6 bulan
dan selama-lamanya 6 tahun (sebagai tambahan dart KUHP itu disini ditetapkan
Jjangka waktunya),

b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusshasn si terhukum (pelaku) tindak
pidana ekonomi, untuk waktu selama-lamanya 1 tahun. Secara materiil, hal ini

mervpakan pidana administratif Maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk
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mencegah residive den juga untuk menghilangkan pendapat bahwa penghukuman
dalam pidana ekonomi adalah resiko perusahaan. Namun demikian kiranya perlu
dipahami bahwa terdapat batas untuk menjatuhkan pidana demikian itu, yaitu

persoalan sampai dimana pentingnnya perusahasn terhukum tersebut dalam

pengambilan bagian dalam produksi nasional. Ini harus dipertimbangkan benar- |

benar oleh Jaksa dalam tuntutannya dan lebih-lebih bagi Hakim dalam

menjatuhkan vonnisnya.

. Perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud dan yang tidak berwujud,

yang sellruh;xya atau sebagian diperolelmya dalam tindak pidana ekonomi itu.
Maksud dart tindakan ini selain sebagat pidana juga sebagai jalan menstabilkan
ekonomi dengan mengembalikan barang-barang itu dalam masyarakat bagi yang
membutubkan, Namun demikian hal ini harus betul-betsl dipahami oleh Jaksa
Ekonomi yang mengeksekusi perkara tersebut agar sungguh-sungguh sampai
kepada tujuan yang dituju oleh pembuat UU itu. Mengenai dapatnya dirampas
barang-barang yang tidak berwujud, hal ini tidak dikenal dalam hukum pidana
biasa. Oleh karena itu perampasan itu hanya boleh dilakukan setelah diperoleh
persetujuan dari Jaksa yang bersangkutan sehubungan dengan penyitzan yang
tersebut dalam Pazal 18 UUTPE.

Perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud dan tak berwujud, yang

termasuk dalam perusahaan si terhukum tindak pidana ekonomi;

. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atan pencabutan seluruh atan

sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum

oleh Pemerintah sehubungan dengan perusahaannya, untuk waktu selama-
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lamanya 2 tahun; (hal ini tidak terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang kegemnanya
itu merupakan sanksi-sanksi administratif dan perdata, khususnya yang terdapat
dalam hukum pidana ekonomi).

Pengumuman putusan hakim

Suatu klausul tambahan mengenai pidana tambahan pada hukum pidana ekonomi |

ialah tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UUTPE. Dalam ayat 2 dinyatakan
bahwa: "Perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si terhukum tidak
dijatuhkan, sekedar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.”
Sedangkan dalam ayat 3 berbunyi: "Dalam hal perampasan barang-barang, maka
Hakim dapat memerintahkan bahwa hasil! seluruhnya atau sebagian akan
diberikan kepada si terhukum”. Maksnd dari penghukuman perampagan yang
hasilnya jatuh pada si terhukum ialah bahwa barang-barang yang berkaitan
dengan delik ekonomi itu dapat benar-benar dikembalikan kepada masyarakat
{dapat dikembalikan ke pasaran). Dari uraian di atas tampaklah bahwa hal
tersebut merupakan sanksi administratif dan organisatoris, dan Jaksa Ekonomi-lah
yang dipercaya untuk mengeksekusi barang-barang rampasan itu, sehingga
ketertiban ekonomi dapat tercapai. Menurut peraturan yang ada, barang-barang
semacam itu harus dilelang di depan umum menurut tata cara lelang yang berlaku.
Tetapi kadang-kadang terjadi juga penyimpangan, apabila dipandang perlp Jaksa
Agung dapat menentukan kebijakan tertentu sehingga barang dapat langsung

disalurkan ke masyarakat demi suksesnya tujuan tersebut.

93




6. Selain sanksi-sanksi berupa pidana tersebut di atas, dalam UUTPE dikenal juga

7.

sanksi-ganksi lain yang secara formil disebut tindakan tata tertib, Tindakan tata tertib

menurut Pasal 8 UUTPE, antara lain:

a

Penempatan perusahaan si terhukum (pelaku) tindak pidana ekonomi di bawah

pengampuan untuk waktu selama-lamanya 3 tahun dalam hal tindak pidana

ekonomi itu kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah
pelanggaran untuk waktu selama-lamanya 2 tahun.

Mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,00 dan
untuk waktu selama-lamanya 3 tahun dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah
kejahatan. Sedangkan dalam hal tindak pidana ekonomi itu berupa pelanggaran,
maka uang jaminan itu sebanyak-banyaknya Rp. 50.0600,00 untuk waktu selama-
lamanya 2 tahun.

Mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungar menurut
taksiran, yang diperoleh dari suatn tindak pidana ekonomi atan tindak pidana
semacam itu. Ketentuan ini berlaku apabila cukup bukti bahwa tindak pidana itu
dilalatkan ofeh si terhukum.

Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang
dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat
satu sama lain. Kesemua biaya ditanggung oleh si terhukum, kecuali Hakim

menentukan lain.

Tindakan tata tertib sementara

Tindakan tata tertib sementara ini bukanlah berarti pidana vang telah diputuskan

Hakim, ataupun sanksi-sanksi yang telah diputuskan oleh Hakim, tetapi hanya
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merupakan tindakan sementara dalam rangka pengusutan delik (tindak pidana)

ekonomi oleh Jaksa. Namun demikian, kerena secara materiil merupakan sanksi

pendahuluan, maka di eini dicantumkan sebagai sanksi. Jaksa berhak untuk
memerintahkan kepada tersangka sebagai tindakan sementara untuk:

a. Penutupan sebagian atau seluruh perusahaan si terhukum, apabila delik ekonomi
itu yang disangkakan telah dilakukan;

b. Penempatan perusahaan si tersangka pelaku delik eckonomi di bawah
pengampuai,

c. Pencabutan seluruh atan sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan selurub atau
sebagian keuntungan, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada si
tersangka dalam kaitannya dengan perusahaannya;

d. Supaya si tersangka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu;

. Supaya si tersangka berusaha mengumpulkan dan menyimpan barang-barang
yang disita di suatu tempat yang ditunjuk.

Pengadilan berwenang untuk memerintabkan sebagai tindakan sementara dalam

semua perkara mengenai tindak pidana ekonomi, kecuali tersebut pada Pasal 6 ayat 3

UU TPE. Tinciakan sementars imi dilakukan sebelum pemeriksaan di pengadilan

karena jabatannya maupun atas tuntutan Jaksa dan setelah mendengar tersangka,

setidak-tidaknya tersangka telah dipanggil semestinya untuk menghadap. Adapun
untuk melakukan tindakan tata tertib harus memenuﬁi persyaratan sebagai beﬁkut:

1) Ada hal-hal yang sangat memberatkan tersangka, dan kepentingan-kepentingan
yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang disangka telah dilanggar;

2) Pemeriksaan di muka pengadilan belum dimulai.
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. pari gambaran berbagai jenia sanksi yangiada di dalam UU No. 7 Drt. Téhun
1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi tersebut, terlihat bahwa sarana sanksi yang
disediakan sangat lengkap, baik sanksi yang berupa “custodial maupun “ron custodial®.
Kebijakan sanksi pidana yang terdapat dalam UU TPE yang telah dirubsh dengan UU
No. 8 Drt. Tahun 1958 dan UU No. 5 Pnps. Tahun 1959 dapat diberikan catatan sebagai |
berikut:

a. Cara perumusan sanksi yang digunakan adalah kumulatif-alternatif:

b. Melipatgandakan ancaman pidana denda sampai 30 kali;

c¢. Terhadap findak pidana yang “tidak menimbuikan kekacauan perekonomian dalam
masyarakal” ancaman hukumannya menjadi kumulatif, yaitu hukuman penjara atau
kurungan dan denda 30 kali yang ditetapkan dalam UU TPE;

d, Terhadap tindak pidana “yang memmbulkan kekacanan perekonomian dalam
masyarakat”’, ancaman pidananya maksimum menjadi kumulatif, yaitu pidana penjara
_‘i_maksimal 20 tahun, atau seumur hidup afau pidana mati dan denda 30 kali jumlah
yang ditetapkan dalam UU TPE Jo. UU No. 8 Drt.Tahun 1959 Jo. UU No. 21 Prp.
Tahun 1959;

e. Terhadap tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh orang yang mengetahui atan
patut menduga bahwa tindak pidana ifu akan menghalang-halangi program
pemerintah, berlaku sanksi pidana dalam Pasal 2 UU No. 5 Pnps Tahun 1959, yaitu
hukuman penjara sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh
tahun, atau hukuman penjara seumur hidup, atan hukuman mati.

Dari gambaran kebijakan sanksi pidana dalam UU TPE tersebut, maka satu hal

yang tidak boleh diabaikan adalah kaitannya dengan perkembangan kondisi masyarakat
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dan perekonomian bangsa dewasa ini. Kondisi bangsa Indonesia sekarang sudah berubah

di era globalisasi ini, dengan makin tipisnya jarak antamegara, maraknya tuntutan
penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dikaitkan dengan kerja sama dj
bidang perdagangan. Di pihak lain, bahwa alasan diundangkannya UU TPE itu adalah
untuk memperberat sanksi pidana pada tindak pidana ekonomi, yang kadang-kadang
dalam pelaksanaannya terbuka peluang untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan kondisi yang berubah tersebut, maka kebijakan sanksi pidana dalam
Tindak Pidana di bidang Ekonomi yang muncul belakangan juga harus menyesuaikan
dengan pekembangan tesebut di atas. Hal inj nampak dalam kebijakan sanksi pidana
dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No.
10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketiga UU yang termasuk dalam lingkup
tindak pidana di bidang ekonomi ini hanya merupakan sebagian kecil saja. Masih banyak
produk UU lain yang muncul belakangan yang dapat dikategorikan dalam tindak pidana
di bidang ekonomi,
3. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Dalam Peraturan

Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi Selama Ini

Pada prinsipnya, seperti telah dikemukakan dalam Bab II tersebut di atas, terlihat
bahwa terdapat tiga masalah/substansi pokok dalam kebijakan hukum pidana materiil.
Ketiga substansi atau masalah pokok tersebut antara lain berkaitan dengan: (1) masalah
tindak pidana; (2) masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana; dan (3) masalah
pidana dan pemidanaan. Ketiga masalah pokok inilah yang akan dikaji dalam peraturan

perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini, yaitu:




1. Masalah Tindak Pidana

Dalam substansi masalah yang pertama, yaitu masalah tindak pidana maka hal
ini akan berkaitan dengan sumber/dasar hukum ditetapkannya tindak pidana,
formulasi tindak pidana, kualifikasi deliknya, subjek hukumnya dan
pertanggungjawaban pidananya. Sumber hukum ditetapkannya tindak pidana tersebut
dapat diketemukan dalam hukum tertulis (UU) itu sendiri. Dengan demikian dalam
tindak pidana di bidang ekonomi sumber hukum ditetapkannya tindak pidana di
bidang ekonomi tersebut berupa Undang-Undang maupun peraturan perundang-
uridanga.n lainnya. Namun demikian, disamping dasar hukum tertulis, tidak menutup
kemungkinan akan ditemukan sumber hukum yang tidak tertulis. Kemungkiran ini
bertolak dari ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1/Drt./1951 dan UU No. 14
Tahun 1970. Dalam Pasal 3 (3) sub b UU No. 1 Drt. Tahun 1951, antara lain
dinyatakan:

...... Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap
perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang
tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atan denda lima ratus rupiah, yaitu
sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak
diikuti oleh pthak yang terhukum ........... Bahwa, bilamana hukuman adat
yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan
atan denda dimaksud di atas, maka .... terdakwa dapat dikenakan hukuman
pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat

yang ... tidak selaras lagi dengan zaman senantiaga diganti seperti tersebut di
atas."

Begitu pula dalam Undang-Undang Kekuagaan Kehakiman, Pasat 14 (1) dinyatakan:
"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesnatn

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
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Pasal 23 (1) UU No. 14 tahun 1970, juga menyatakan:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-
dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan
yang bersangkutan atau sumber hukom tidak tertulis.

Pasal 27 (1) UU No. 14 tahun 1970, menyatakan:

"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan |

memahami nilai-nilai hukum yang hidup."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, di bawsh ini disampaikan tindak pidana yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama
ini, yaitu:

a. UU No, 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Di dalam sumber/dasar hukum ditetapkannya tindak pidana ekonomi, yaitu UU
No. 7 Drt. Tahun 1955, dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis tindak pidana yang
diatur yaitu kejshatan dan pelanggaran. UU tersebut secara tegas dan jelas membedakan
antara kejahatan dan pelanggaran. Pembedasn ini akan membawa konsekuensi terhadap
pidana yang akan dijaiuhkan. Ketentuan yang membedakan antara kejahatan- dan
pelanggaran ini berbeda dengan arsh kebijakan yang ada di dalam Konsep, yang tidak
lagi membedakan kualifikasi tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran.
Adapun jenis tindak pidana tersebut dapat diketahui sebagai berikut;

1). Kejshatan
Tindak pidana yang berupa kejahatan dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1995 itu
disesuaikan dengan tiga golongan delik yang ada dalam UU itu. Di dalam Pasal 2
ayat 1 ditentukan bahwa tindak pidana ekonomi tersebut pada Pasal 1 sub 1 ¢ UU-
TPE (golongan I), dipakai klasifikasi dalam undang-undang itu sendiri, yakni jika

undang-undang itn menentukan kejahatan, maka ketentuan itulah yang berlaku
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Apabila tidak ditentukan, maka dipakei klasifikasi jika dilakukan dengan sengaja
maka termasuk kejahatan. Untuk golongan delik yang ke-II (Pasal 2 ayat 2), tidak
kesulitan untuk menyebutnya sebagai kejahatan karena dengan secara tegas
dinyatakan sebagai kejahatan. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 26 berbunyi:

"Dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut, berdasaarkan
suatu aturan dari Undang-undang Darurat ini adalah tindak pidana ekonomi.”

Kemudian Pasal 32 berbunyi:

"Baranggsiapa sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuvatu yang bertentangan
dengan suatu hukuman tambahan sebagaimana yang tercantum dalam Pazal 7
ayat 1 sub a, b atau ¢, dengan suatu tindakan tata tertib seperti tercantum
dalam Pasal 8, dengan suatn peraturan seperti termaksud dalam Pasal 10, atan
dengan suatu tindakan tata tertib sementara, atau menghindari hukuman
tambahan, tindakan tata tertib peraturan, tindakan tata tertib sementara seperti
tersebut di atas, maka ia melaksanakan suatu tindak pidana ekonomi.”

Selanjutnya dalam Pasal 33 UU-TPE, dinyatakan:
"Barangsiapa sengaja, baik sendiri maupun dengan perantara orang lain,
menarik bagian-bagian kekayaan untuk dibindarkan dari tagihan-tagihan atau
pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib
sementara, yang dijatuhkan berdasar Undang-undang Darurat itu, maka ia
melakukan suatu tindak pidana ekonomi."
Tindak pidana ekonomi yang tersebut dalam Pasal 1 sub 3¢ UUTPE merupakan
kejahatan, apabila tindak pidana itu mengandung unsur kesengajaan, kecuali undang-
undang menentukan lain. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) UU-TPE.
Dengan demikian, pada dasarnya titik beratnya pada unsur sengaja atau tidak sengaja

pada saat tindak pidana ekonomi itu terjadi.

2). Pelanggaran

Tindak pidana yang berupa pelanggaran dalam UU-TPE juga mengikuti

penggolongan deliknya Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa dalam tindak pidana
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ekonomi tersebut dalam Pasal 1 sub ie (golongan I) adalsh pelangparen, sekedar
menurut ketentuan undang-undang itu adalah pelanggaran. Begitu pula tindak pidana
ekonomi lainnya yang tersebut dalam Pasal 1 sub 1e adalah merupakan pelanggaran
Jika tidak dilakukan dengan sengaja. Jadi dalam hal menentukan tindak pidana itu
pelanggaran, perbuatan itu secara limitatif telah dinyatakan sebagai pelanggaran dan
dapat dilihat dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan.

Dalam Pasal 2 ayat (3) penggolongan jenis tindak pidana ekonomi sebagai
pelanggaran itu dengan persyaratan spabila tindak pidana dalam Pasal 1 sub 3e it
mengandung unsur ketidaksengajaan. Jadi apabila tindak pidana ekonomi dalam
golongan Il ini dilakukan dengan tidak sengaja, maka merupakan pelanggaran.

Dalam UU-TPE tersebut juga dikenal adanya subjek hukum vang berupa |
korporasi, selain adanya subjek hukum yang berupa individu, Dengan adanya subjek
hukum ini, maka akan membawa konsekuensi adanya pertanggungiawaban individu dan
pertanggungjawaban oleh korporasi.

b. Undang-Undang tentang Kepabeanan (UU No. 10 Tahun 1995)

Dasar hukum adanya tindak pidana di bidang kepabeanan adalah UU No. 10
Tahun 1995. Ketentuan tentang tindak pidana dalam undang-undang ini diatur dalam
Pasal 102 s/d Pasal 109. Adapun tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut antara
lain:

1) Mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor!mengekspor barang tanpa
mengindahkan ketentuan undang-undang ini (Tindak Pidana Penyelundupan); (Pasal
102)
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2)

3)

4

5)

6)

7

8)

9)

10)

Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/dokumen pelengkap pabean dan/atau
memberikan keterangan lisan atau fertulis yang palsu atau dipalsukan yang
digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean; (Pasal 103 a)

Mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan
Berikat tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk
mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atan pungutan negara lainnya dalam
rangka impor; (Pasal 103 b)

Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku
atai catatan; (Pasal 103 ¢)

Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atan
memberikan barang impor yang berasal dari tindak pildana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102; (Pasal 103 d)

Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102; (Pasal 104 a)

Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan atau membuang buku atan
catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan; (Pasal 104 b)
Menghilangkan, menyetujui atau turut sertz dalam penghilangan keterangan dari
Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; (Pasal 104 ¢)
Menyimpan dan/atan menyediakan blangko faktur dagang dari perusahasan yang
berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat éligunakan sebagai kelengkapan
Pemberitahuan Pabean menurut Undang-undang ini; (Pasal 104 d)

Membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan, menurut

Undang-undang ini; {Pasal 105 a)

102




11) Tanpa ijin membuka, melepaskan, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman
yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai; (Pasal 104 b)
iZ) Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat
Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, atau pengusaha
pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49, Pasal 50, atan Pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian
keuangan negara; (Pasal 106)
ﬁaﬁ berbagai jenis/macam tindak pidana di bidang Kepabeanan seperti tersebut di

atas, maka dapatlah diketahui bahwa dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1995 itu tidak

- membedakan secara tegas kualifikasi deliknya berupa kejshatan atau berupa pelanggaran.

Lebih lanjut, dalam UU ini juga dikenal adanya subjek hukum yang berupa korporasi,
disamping subjek hukum yang berupa individu. Adanya subjek hukum ini membawa
konsekuensi adanya pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban korporasi.
¢. UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Kejahatan di bidang perbankan adalah salsh satu bentuk kejahatan di bidang

ekonomi, yang memiliki dampak sangat berbahaya bagi kehidupan perekonomian suatu
bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam gambaran sebagai berikut:!!?
a Lembaga perbankan mempunyai peranan dan posisi yang sangat vital dan strategis

dalam pembangunan ekonomi, karena merupakan sentral dari mekanisme flow of

money yang menggerakkan kegiatan perekonomian;

'3 Koesparmono Irsen, Kejahatan Di Bidang Perbankan, Makelsh yang disampaiken pada seminar tentang
Kejahatan Ekonomni Di Bidang Perbanken yang diselenggeraken oleh Bank Indonesia pada tanggal 4-7
Januari 1989
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b. Kejahatan ini menunjukkan tendensi yang meningkat sehingga merupakan ancaman
dan gangguan terhadap perbankan yang juga dapat mempengaruhi pembangunan
ekonomi;

¢. Upaya mengatasi kejahatan perbankan ini sangat sulit, karena melibatkan teknologi
yang canggih dan pelaku yang profesional; |

Selain gambaran berbahayanya kejahatan (tindak pidana) di bidang perbankan
tersebut, pada dasarnya kejahatan di bidang perbankan itu dapat dikelompokkan ke dalam
3 (tiga) golongan besar, antara lain;

1) Kejshatan menjalankan usaha bank tanpa ijin;

2) Kejahatan mengenai perkreditan;

3) Kejahatan mengenai lalu lintas pembayaran giral.

Satu hal yang perlu diwaspadai terhadap kejahatan di bidang perbankan adalah
tentang bagaimana kejahatan itu dilakukan atau modus operandinya. Berbagai modus
operandi yang terjadi dan perlu diwaspadai, antara lain: () merupakan sindikat yang
terorganisasi secara baik; (b) melibatkan oknum pegawai bank; (c) melibatkan pelaku
yang berdomisili di luar negeri; (d) menggunakan bank di luar negeri sebagai
penampungan hasil kejahatan di Indonesia; (¢) menggunakan identitas palsu dan dalam
pelaksanaannya menggunakan sistem cutf out {anggota komplotan tidak saling mengenal);
(f) mencetak sendiri warkat bank.

Sumber utama ketentuan mengenai kejahatan perbankan ini adalah dengan
sendirinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diundangkan pada tahun
1915 dan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perbankan (UUPB) vang diundangkan

dalam tahun 1967. Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perbankan ini sudah
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mengalami perubahan sebanyak 2 (dus) kali, yaita diubah dengan UU No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan dan diubah kembali dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pada dasarnya
dalam KUHP tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang khusus menyatakan bank sebagai
objek yang dilindunginya, tetapi menurut Moch Anwar terdapat sejumlah pasal yang
dapat dipergunakan sebagai bentuk perlindungan dari kejahatan di bidang perbankan ini.
Kejahatan di bidang perbankan tersebut misalnya dalam kejahatan di bidang lalu lintas
pembayaran giral dan peredaran uang, maka untuk "pemalsuan warkat bank” dapat
digunakan Pasal 263 dan 264 KUHP (pemalsuan surat) atau dalam kejzhatan di bidang
perkreditan yang bersifat "penipuan” dapat digunakan Pasal 378 KUHP.!® Ketentuan-
ketentuan tersebut perlu dibedakan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang
ténténg Perbankan, karena dalam Undang-Undang tentang Perbankan itu secara khusus
memuat larangan-larangan dalam bidang usaha perbankan,

Dalam kaitannya dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. UU No,
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jenis
tindak pidananya antara lain terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Ketentuan yang
mengatur tentang kejahatan tersebut dengan tegas tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) yang
berbunyi: “Tindak pidana sebagaimana vang dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal
47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A adalah kejahatan’* Adapun jenis
tindak pidana yang merupakan kejahatan itu antara lain:
1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk éimpanan tanpa ijin usaha dari

Menteri; (Pasal 46)

' HAK Moch. Anwer, Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, Alumni, Bandung, 1980
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan
tanpa ijin; (Pasal 47 ayat 1)

Dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan; (Pasal 47 ayat 2)
Dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi; (Pasal 48 ayat
1)

Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam
laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan ussha, laporan iransaksi
atau rekening suatu bank; (Pasal 49 ayat 1 a)

Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya
pencatatan dalam pembukuan atan dalam laporan, maupun dalam dokumen atau
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; (Pasal 49 ayat 1
b)

Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atan menghilangkan
adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan mauvpun dalam
dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,
atan dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan
atau merusak catatan pembukuan tersebut; (Pasal 49 ayat 1 ¢)

Meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu
imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk
keuntungan pribadinya atau kelvarganya; (Pasal 49 ayat 2 a)

Tidak melaksangkan langkah-langkah yang diperiukan untuk memastikan ketaatan

bank terhadap ketentuan dalam perundang-undangan; (Pasal 49 ayat 2 b}
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10) Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; (Pasa)
50)

11) Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atan

pegawai bank untuk melakukan atay tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan

bank tidak melaksanakan langkah-lahgkah yang diperlukan untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku bagi bank; (Pasal 50A)

Ketentuan tentang pelanggaran dengan tegas pula diatur dalam Pasal 51 ayat (2)
yang berbunyi: Tindak pidana sebagaimam;t dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah
pelanggaran. Adapun pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 48 ayat 2 adalah: "Angpota
Dewan Komisaris, Direksi, atay pegawai bank vang lalai memberikan keterangan yang
wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34
ayat (1) dan ayat (2).”

Subjek hukum yang terdapat dalam UU ini terdiri atas subjek hukum yang berupa
individuwperseorangan dan subjek hukum yang berupa korporasi. Konsekuensi dari

adanya subjek hukum ini terletak pada pertanggungjawaban pidana, yaitu disamping ada

.. pertanggungjawaban perseorangan juga dikenal adanya pertanggungjawaban oleh

korporasi.

d. UU No. S Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Schat

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tetang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan UU yang relatif masih baru di Indonesia.

Keberadaan UU ini merupakan respon dari pemerintah terhadap berbagai masukan dari
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pakar ekonomi maupun dari kalangan dunia usaha terhadap kondisi perekonomian
Indonesia yang memburuk. Kondisi perekonomian yang kurang sehat ini diantaranya
diéebabkan oleh adanya berbagai praktek monopoli di dalam dunia usaha.

Selama kurun waktu sekitar 15 (lima belas) tahun terakhir, keadaan ekonomi yang
terjadi di Indonesia adalah tindakan-tindakan yang bersifat monopolistik dan tindakan-
tindakan persaingan usaha yang curang (unfair business practices), misalnya
pembentukan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang berdiri tahun
1991 yang memberikan kewenangan tunggal membeli cengkeh dari para petani cengkeh
dan kewenangan menjual kepada para produsen rokok,''* dan Tata Niaga Jeruk, ataupun
PT. TIMOR yang memperoleh banyak fasilitas kemudahan. Semua ini dengan dalih
untuk pembangunan nasional dan menciptakan efisiensi, serta kemampuan bersaing
walaupun realitanya tidak demikian,

Meskipun ada yang memandang bahwa peﬁbentukan Undang-Undang
Antimonopoli i dinilai agak terlambat, tetapi akan lebih baik terlambat daripada tidak
memiliki sama sekali. Apalagi, jika diingat, bahwa pada awal abad ke-.21 Indonesia
dihadapkan pada era persaingan bebas, yang mau tidak mau, Indonesia harus mampu
mempersiapkan diri dalam kancah persaingan itu. Undang-Undang Antimonopoli,
setidak-tidaknya memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu:'"

a Fungsi hukum yang akan memberikan dasar perlindungan atas kebebasan

menghadapi persaingan, disamping juga kebebasan untuk mengadakan perjanjian;

' THEE Kian Wie, Aspek-aspek yang perlu Diperhatikan Dalam Implementasi Undang-Undang No. 5
tahun 1999, hal 6, Makelah yang disampaikan dalem seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian
Hukum (PPH) tanggal 20 April 1999 di Jakarta

13 jror|-Beier, Friedrich., Gerhard Schricker dan Wofgang Fikentscher, German Industrial Property,
Copyright and Mntrust Laws, IC Studies, Vol. 6, 1982, dikutip dalam Catatan Singkat UU Ne. 5 tahun
1999 tertang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, oleh Insan Budi Maulana
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b. Fungsi kebijakan ekonomi adalsh untuk melindungi pasar terbuka atan pasar bebas,
menjaga stabilitas harga, mencegah konsentrasi ekonomi pada segelintir pihak yang
akan merugikan masyarakat luas dan pengusaha ckonomi kecil dan menengah; seria

¢. Fungsi kebijakan sosial yang berkaitan pula dengan hukum pajak, dan instrumen

hukum ekonomi lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan

ckonomi masyarakat, melalui penciptasn demokratisasi ekonomi, pengembangan
kreafifitas dan inovasi pada dunia usaha, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi
manusia dalam mengembangkan kehidupan ekonominya dalam mencapai masyarakat
yang makmur, sejahtera dan berkeadilan.
Namun demikian, jika memperhatikan konsideran undang-undang ini akan dapat
diketahui bahwa dasar pemikiran disahkannya undang-undang itu hanya 2 (dua), yaitu:

a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya
kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang
sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses'produksi dan
pemasaran baﬁmg dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien
gehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar
yang wajar,

Sementara ttu, lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasan konsideran UU itn, yang
menyatakan ;

“Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam

kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat

berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan

usaha sektor swasta selama periode tersebut, di satu sisi diwarnai oleh berbagai

bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menja.adi
terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian
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besar merupekan perwujudan dari kondisi persaingan usaha tidak sehat
Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan terkait
antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung
maupun tidak Iangsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan
ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945, serta menunjukkan corak yang monopolistik.”

Dari uraian dalam konsiderans tersebut, dapatlah diketahui bahwa pemerintah

menyadari bahwa kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi selama ini kurang

tepat. Dengan adanya UU Antimonopoli itu, setidak-tidaknya Pemerintah berkeinginan

untuk memperbaiki kebijakan di dalam dunia usaha, sehingga dapat memacu

keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan dengan UU ini, maka ketentuan tentang tindak

pidana dapat dilihat dalam Bab VI bagian Kedua tentang Pidana Pokok UU No. 5

Tahun 1999. Dalam bagian ini yang termasuk tindak pidana antara lain:

1)

2)

3)

4)

Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain unfuk secara bersama-sama
melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat; (Pasal 4 ayat 1)

Patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi
dan atau pemasaran barang dan atau jasa, (Pasal 43 ayat 2)

Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas
suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada
pasar bersangkutan yang sama; (Pasal 5 ayat 1)

Membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harugs membayar
dengan harga yang berbeda dart harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk

barang dan atau jasa yang sama; (Pasal 6)
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5)

6)

7)

8)

9)

Membuat perjanjian dengan pelaku ussha pesaingnya untuk menetapkan harga di
bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; (Pasal

7

Membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa penerima

barang dan atau jasa yang diterimanys, dengan harga yang lebih rendah daripada
harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak
sehat; (Pasal 8)

Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk
membagi wilayah pemasaran atan alokasi pasar ferhadap barang dan atan jasa
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat; (Pasal 9)

Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi
pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujnan pasar dalam
negeri maupun luar negeri; (Pasal 10 ayat 1)

Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menclak menjual setiap
barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain schingga perbuatan tersebut:
(a)merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; atau (b) membatasi
pelaku usaha lain dalam menjual atan membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar

bersangkutan; (Pasal 10 ayaf 2)

10) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, vang bermaksud untuk

mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atan pemasaran suatu barang
dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atan

persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 11)
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11)

12)

13)

14)

15)

Membuat perjanjian dengan pelaku nsaha lain untuk mel;akukan kerja sama dengan
membantu gabungan perusahaan atau perserozn yang lebih besar, dengan tetap
menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau
perseroan sanggotanya, yang bertujuan unfuk mengontrol produksi dan atau
pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya |
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 12)

Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-
sama menguasai pembelian atau pemerimaan pasokan agar dapat mengendalikan
harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
{Pasal 13 ayat 1)

Patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasal pembelian dan
penerimaan pasokan, apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usahz
menguasai lebih 75% pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu; {Pasal 13
ayat 2)

Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi
sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa
tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolshan atau
proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang
dapat mengakibatkan terjadinya persaing&n usaha' tidak sehat dan atan merugikan
masyarakat; (pasal 14)

Membuat pexjanj_ian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa

pihak yang menerima barang dan atan jasa hanya akan memasok atau tidak
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16)

17)

18)

19)

20)

memagok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada
tempat tertentu; (Pasal 15 ayat 1)

Membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang
ménerima barang dan atan jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa ,
lain dari pelaku usaha pemasok; (Pasal 15 ayat 2)

Membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan
atay jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan
atan jasa dari pelaku ussha pemasok: (a) harus bersedia membeli barang dan atau
jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atan (b) tidak akan membeli baréng dan atan
Jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku
usaha pemasok; (Pasal 16)

Membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat; (Pasal 16)

Melakukan penguasaan atas produksi dan atan pemasaran barang dan atau jasa yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan ussha tidek
sehat; (Pasal 17 ayat 1)

Patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa, apabila: (a) barang dan atau jgsa yang bersangkutan belum ada
substitusinya; atau (b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam
persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau {(c) satu pelaku usaha atau
satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis

barang dan atau jasa tertentu; (Pasal 17 ayat 2)
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21)

22)

23)

24)

Menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atan
jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 18 ayat 1)

Patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli
tunggal apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih |
dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; (Pasal 18 ayat 2)

Melakukan satu atan beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha

| lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat berupa: (a) menolak dan atan menghalangi pelakn usaha tertentu
untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau (b)
menghalangi konsumen atan pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidsk
melakukan hubungan usaha dengan pesaingnya itu; atau {¢) membatasi peredaran
dan atau penjualan barang dan atan jasa pada pasar bersangkutan; atau (d)
melakukan praktek diskriminasi terhadap peiaku usaha tertentu; (Pasal 19)

Melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau
menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksnd untuk menyingkirkan‘ atan
mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 20)

25) Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang

menjadi bagian dari komponen harga barang dan afan jasa yang dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 21)
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26) Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atan menentukan pemenang

tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; (Pasal
22)

27) Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha

pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan schingga dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 23)

28) Bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atan pemasaran
barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa
yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari
Jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan; (Pasal 24)

29) Menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
(2) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atan
menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari
segi harga mavpun kualitas; atau (b) membatasi_ pasar dan pengembangan teknologi;
atau (c) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk
memasuki pasar bersangkutan; (Pasal 25)

30) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu
perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atan
komisaris pada perusahasn lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut: (a) berada
pada pasar bersangkutan yang sama; atau (b) memiliki keterkaitan yang erat dalam
bidang dan atau jenis usaha; atau (c) secara bersama dapst menguasai pangsa pasar
barang dan jasa tertentu; yang dapat mengakiba;tkanﬂ terjadinya praktek monopoli dan

atan persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 26)
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31) Memiliki ssham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis vang melakukan usaha

32)

33)

34)

35)

dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan
beberapa perusshaan yang memiliki kegiatan usaba yang sama pada pasar
bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan: (a) satu
pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atas lebih pangsa |
pasar atau jenis barang atau jasa tertentu; (b} dua atau tiga pelakn usaha atau
kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang
atau jasa tertentu; (Pasal 27)

Melakukan penggabungan atau peleburan usaha yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 28 ayat 1)
Melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
(Pasal 28 ayat 2)

Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang
diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan; (Pasat 41 ayat 1)

Pelaku usaha dilarang menclak diperiksa, menolak memberikan informasi yang
diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambq; proses
penyelidikan dan atan pemeriksaan; (Pasal 41 ayat 2)

Dari berbagai macam tindak pidana tersebut di atas, tidak dibedakan dengan

tegas kualifikasi deliknya, apakah berupa “kejahatan” atau “pelanggaran”. Selain itu,

dalam UU ini juga dikenal adanya subjek hukum yang berupa individu/perseorangan dan

subjek hukum berupa korporasi. Adanya dua macam subjek hukum ini akan membawa
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konsekuensi pada pertanggungjawaben pidenanya, yaitu pertanggungjawsban oleh

perseorangan dan pertanggungjawaban oleh korporasi.

2. Masalah Kesalshan atau Pertanggungjawaban Pidana
a. UU No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
Dalam UU-TPE telah dikenal adanya pertanggungjawaban korporasi. Dengan
demikian terdapat dua subjek yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana
yang telah dilakukan, yaitu personal {orang/manusia) dan korporasi (berbadan hukum
atau bukan berbadan hukum). Ketentuan bahwa badan hukum dapat dimintai
pertanggungjawaban jika melakukan tindak pidana dapat ditemukan dalam ketentuan
Pasal 15 ayat 1 UU-TPE, yang berbunyi:
"Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan
hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau snatu yayasan,
maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan .tata tertib
dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu,
baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana itu atau
yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun
terhadap kedua-duanya.”
Dengan demikian adanya pertanggungjawaban badan hukum tersebut di atas berbeda
dengan pertanggungiawaban yang ada dalam KUHP yang hanya mengenal orang sebagai
subjek hukum.
b. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Undang-undang Kepabeanan mengenal dua macam pertanggungjawaban yaitu
pertanggungjawaban pidana oleh individuw/perseorangan dan pertanggungjawaban pidana
oleh badan hukum. Ketentuan tentang pertanggungjawaban secara perseorangan hampir

terdapat pada semua ketentuan yang mengatur fentang tindak pidana
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Pertanggungjawaban oleh badan hukum antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 108.
Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 108

(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undang-undang ini
dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, .
perkumpulan, yayasan, atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana
dijatubkan kepada:

(a) badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau
koperasi tersebut; dan atan _

(b) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut
atan yang bertindak sebagai pimpinan atan yang melalaikan pencegahannya;

¢. UU No.7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam UU ini antara lain menyangkut
perseorangan dan badan hukum. Ketentuan bahwa badan hukum dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melanggar pidana antara lain terdapat
dalam Pasal 46 ayat (2). Adapun ketentuan ini berbunyi sebagai berikut:
"Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan
hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi,
maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka
yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai
pimpinan dalam perbuatan itu atan terhadap keduanya."

d. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Schat

Dalam UU ini dikenal adanya pertanggungjawaban individu dan
pertanggungjawaban oleh korporasi. Ketentuan ini dapat diketahui dalam Bab I P;sal 1
ke-5 yang memuat ketentuan tentang pelaku usaha, yaitu: setiap orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
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berbagai kegiatan ussha dalam bidang ekonomi. Dari ketentuan tersebut, apabila

dikaitkan dengan subjek yang diatur, yaitu tentang pelaku usaha, maka di dalamnya

tercakup individu/perseorangan dan korporasi.

3. Pidana dan Pemidanaan

Permasalahan pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana
merupakan sesuatu yang paling penting, sehingga tidak jarang ada ungkapan bahwa
masalah penentuan pidana itu merupakan jantungnya hukum pidana. Pidana dan
pemidanaan dalam hukum pidana itu merupakan sarana unfuk menanggnlangi
kejahatan/tindak pidana.

Pengenaan sanksi pidana dalam upaya menanggulangi berbagai tindak pidana
(kejahatan) itu pada dasarnya merupakan cara yang sudzh lama dipakai dalam peradaban
manusia. Dengan demikian, sudah lama dalam kehidupan manusia itu dikenal adanya
perbuatan yang asosial, yaitn perbuatan yang bertentangan dengan kehidupan dalam
masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapat Benedict S Alper yang menyatakan bahwa
kejahatan merupakan "the oldest social problem.™ Adapun formulasi tentang sanksi
pidana dalam peraturan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini dalam
menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi adalah:

a. UU No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
Usaha-usaha penanggulangan kejahatan telah bényak dilakukan dengan berbagai

cara, namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan

16 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Leg:sla.tlf Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara,
CV Ananta, 3emarang, halaman 11 "
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(tindak pidana) ialsh dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa
pidana. Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakekatnya merupakan alat untuk
mencapai tujuan, maka apabila dilakukan pengamatan terhadap sanksi pidana yang
terdapat dalam UU TPE itu memiliki tuj uan yang ingin dicapai. Tujuan pengenaan pidana
dalam UU-TPE dapat dilihat dalam ];eﬂimbmlgannya, yang menyatakan bahwa
diundangkannya UU tersebut dengan maksud untuk mengefektifkan tentang pengusutan,
penuntutan dan pengadilan perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian. Selain
itu, tujuan lain yang ingin dicapai adalah untuk mempermudah penyelenggaraan dalam
proses peradilan tindak pidana ekonomi tersebut. Dengan demikian maksud dari
pengenaan pidana dalam UU-TPE ini adalah untuk menanggulangi tindak pidana
ekonomi yang dianggap sangat merugikan masyarakat dan dianggap sudah sangat
mendesak untuk diatasi,

Dari apa yang terurai di atas dapatlah dikatakan bahwa UU-TPE dalam
mengidentifikasikan tujuan pemidanaan menganut prinsip monolistis, yaitu haﬂya bertitik
tolak pada perlindungan masyarakat. Sedangkan pemikiran yang bertitik tolak pada
perlindungan pemidanaan individu pelaku tindak pidana belum tersentuh sama sekali.
Hal ini berbeda dengan tujuan pemidanaan yang terdapat dalam Konsep yang sudah
menganut sistem mono-dualistis, yaitu bertolak dan keseimbangan dua sasaran pokok,
yaifu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak

pidana.

Berbagai macam sanksi dalam UU-TPE dapat dikategorikan dalam pidana yang

konvensional maupun yang tidak konvensional. Sanksi yang termasuk dalam pidana

konvensional terdiri dari pidana pbkok dan pidana tambahan. Pidana pokok antara lain
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meliputi: pidena mati, pidana penjara dan pidana kurungan, dan pidana denda. Sanksi

yang termasuk dalam pidana tambahan, meliputi: pencabutan beberapa hak tertentu,

perampasan beberapa barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Selain pidana

konvensional tersebut di atas, dalam UU-TPE juga dikenal adanya sanksi-sanksi lain

yang berupa sanksi administratif, perdata dan organisatoris; dikenal juga tindakan-

tindakan preventif dari pengusut/Jaksa Ekonomi dan Hakim. Berbagai jenis sanksi dalam

UU-TPE ini sudah secara rinci terurai dalam pembzhasan di atas.

b. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepaheanan

Ketentuan tentang pidana dalam undang-undang ini antara lain:

1) Pasal 102, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2) Pasal 103, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3) Pasal 104, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4) Pasal 105, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua} tahun dan/atan denda
paling banyak Rp. 150.000.000,00 {seratus lima puluh juta rupiah);

5) Pasal 106, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atan denda
paling banyak Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta ropiah);

6) Pasal 108 ayat (4), terhadap badan hukum, perseroaﬁ atau perusahaan, perkumpulan,
yayasan atau koperasi pidana yang dapat dijatuhkan senantiasa berupalpidana denda

paling banyak Rp. 300.000.¢00,00 (tiga ratus juta rupiah);
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€.

UU No. 7 tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Ketentuan tentang pidana dan pemidanaan yang terdapat di dalam UU ini dengan

tegas dibedakan antara tindak pidana yang berupa kejshatan dan tindak pidana yang

berupa pelanggaran. Ketentuan pidana terhadap kejahatan antara lain:

1)

2)

Pasal 46 ayat 1, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya
10.000.000.000,00  (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp.
200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupizah);

Pasal 47 ayat 1, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tehun
dan paling lama 4 (empat) tahun serta  denda sekurang-kurangnya Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp.

200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);

3) Pasal 47 ayat 2, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

4)

5)

dan paling lama 4 (empat) tahun serta  denda sekurang-kurangnya Rp.
4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00
(delapan milyar rupiah);

Pasal 47A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan
paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00
(empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar
rupiah);

Pasal 48 ayat 1, diancam dengan pidana penjara sékurang-kurangnya 2 {dua) tahun

dan paling lama 10 (sepuiuh ) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.
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6)

5.000.000.000,00 (lima milyar mupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00
(seratus milyar rupiah);
Pasal 49 ayat 1, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun

dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. |

200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);

7) Pasal 49 ayat 2, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

8)

9)

dan paling lama 8 (delapan) tahun serta  denda sekurang-kurangnya Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00
(seratus mlyar rupiah);

Pasal 50, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan
paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.0600.000,00 (seratus milyar
rupiah);

Pasal 50A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun serta  denda sekurang-kurangnya Rp.
10.000.000.000,00 (seputuh milyar rupiah) dan paling banyak Rp.
200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);

Sanksi pidana terhadap tindak pidana yang berupa pelanggaran {(Pasal 48 ayat 2),

vaitu lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana

kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
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denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupish) dan paling banyak
Rp. 2.000.000.000,00 {dua milyar rupiah);

Apabila dicermati, ketentuan-ketentuan atau perbuatan vyang diatur dalam
Undang-Undang tentang Perbankan tersebut pada dasamya dapat digolongkan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang administratif yang memuat sanksi-sanksi
pidana'"” Hal itu dapat dilihat pada ketentuan yang diatur, yaitu mayoritasnya adalah
dalam hal perijinan di bidang perbankan,

d. UU No. S Tahnn 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Schat

Apabila mengamati norma-norma tentang pelanggaran ferhadap ketentuan yang
tercantum dalam UU No. 5 tahun 1999 fersebut, maka norma-norma tersebut pada
prinsipnya merupakan lingkup dalam hukum perdata Namun demikian, norma-norma
yang termasuk dalam lingkup perdata tersebut kemudian diberi sanksi pidana bagi pihak-
pihak yang melanggarnya Dengan demikian, ketentuan dalam undang-undang tersebut
dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang administratif yang
memuat sanksi-sanksi pidana. Ketentuan pidana tersebut, antara lain:

Pagal 48 (1)
“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16
sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 29 undang-undang ini
diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima
milyar rupiah) dan denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar

rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 {enam) bulan;”

17 Sudarto (II), Kapita Selekta Hukurn Pidana, Alumni, Bandung, 1981, halemen 63
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Pasal 48 (2)

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20

sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda

serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan denda setinggi-

tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana

kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan;
Pasal 48 (3)
‘Pelanggaran terhadap ketentuan Pasa! 41 undang-undang ini diancam pidaﬁa
denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan denda
setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau pidana kurungan
pengganti denda selama-lamanyé 3 (tiga) bulan;
Selain pidana pokok seperti tersebut di atas, dalam UU ini (Pasal 49) juga diatur
. ketentuan tentang pidana tambahan dan sanksi yang berupa tindakan administratif
Ketentuan pidana tambahan ini merujuk pada ketentuan Pagal 10 KUHP, antara lain:
a. Pencabutan ijin usaha;
b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap

undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atan komisaris sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun;
c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan fimbulnya kerugian
| pada pihak lain. |
Dari gambaran perumusan tentang tindak pidana, kesalahan atan

pertanggungjawaban pidana mauvpun tentang pidana dan pemidanaan dalam peraturan
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perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini, dapatlah diambil

beberapa catatan sebagai berikut :

a. Dalam hal tindak pidana, UU No. 7 Drt. Tahun 1955 dan UU No. 7 Tahun 1992 Jo.
UU No. 10 Tahun 1998 merumuskan dengan tegas antara tindak pidana yang berupa
kejahatan dan pelanggaran. Namun demikian, dalam UU No. 10 tahun 1995 dan UU |
No. 5 Tahun 1999 pembedaan kualifikasi deliknya tidak diatur dengan tegas. Adanya
kebijakan yang tidak dengan tegas merumuskan kualifikasi deliknya akan
menyulitkan dalam praktek, apabila terjadi: percobaan, perbarengan, daluwarsanya
dan sebagainya Adanya perumusan yang demikian seyogyanya juga ditkufi pula
dengan pedoman pelaksanaannya.

b. Keempat UU itu juga mengenal adanya duz macam subjek hukum, yaitu
individu/perseorangan dan korporasi. Adanya subjek hukum yang berupa korporasi
ini juga akan membawa konsekuensi dalam hal pertanggungjawaban pidana. Ketiga
UU tersebut (UU tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU tentang Perbankan dan UU
tentang Kepabeanan) mengatur ketentuan tentang: (1) kapan suatu korporasi itu
dianggap melakukan tindak pidana; (2) éanksi apa yang dapat dikenakan terhadap
korporasi tersebut; dan (3) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan
korporasi tersebut. Namun demikian, ketentuan ini tidak dirumuskan dalam UU No. 5
Tahun 1999.

Adanya beberapa catatan tersebut perfu diperhatikan, sehingga dapat
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melskukan reevaluasi dan peninjauan
kembali terhadap peraturan perundangan-undangan tindak pidana di bi_dang ekonomi

gelama ini. Dengan demikian berbagai permasalahan yuridis yang timbul dalam praktek
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dapat dihindarkan. Hal ini juga sangat penting dalam rangka penegakan hukum pidana di
bidang ekonomi itu sendiri, Sebagaimana telsh disinggung dalam wraian sebelumnya,

bahwa upaja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang ekonomi di dalamnya

akan berkaitan dengan proses penegakan hukum pada umumnya, yang akan melibatkan

minimal tiga fakior yang saling berkaitan, yaitu: faktor perundang-undangan, faktor

aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian

keberhasilan dalam penanggulaqgan tindak pidana di bidang ekonomi juga ditentukan
oleh keberadaan ketiga faktor tersebut.

Dalam kaitannya dengan faktor yang pertama, maka di dalamnya tercakup
perencanaan atau kebijakan hukum pidana yang diterapkan. Dalam hal ini, Barda
Nawawi Arief menyatakan, bahwa secara garis besar keberhasilan penegakan hukum
tindak pidana ekonomi dalam kaitannya dengan faktor perundang-undangan, meliputi:''®
1. Perencananan atan kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan

ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;

2. Perencannaan dan kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap
pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem
penerapannya;

3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana
dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Untuk melacak tentang perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan/
tindak pidana di bidang ekonomi dalam peraturan perundang-undangan di bidang

ekonomi selama ini (UU No. 7 Drt. Tahun 1955, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 7

Y18 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., halaman 158
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Tahun 1992 Jo. UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 5 Tahun 1999), maka akan diteliti
dari proses pembahasan rancangan undang (RUU) di Dewan Perwakilan Rakyat. Proses
pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut dilengkapi dengan risalak sidang dan
daftar invenfarisasi masalah Daftar inventarisasi masalah ini merupakan hagil-hasil
pembahasan suatu rancangan undang-undang yang telah diringkas dan disusun secara |
sisternatis.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa dalam penanggulangan
tindak pidana di bidang ekonomi dari aspek perundang-undangan, ketiga perencanaan
tersebut tidak nampak dalam proses pembahasan. Untuk mengetahui fentang penentuan
kebijakan yang berkaitan dengan perbuatan terlarang yang perlu ditanggulangi, dalam
pembahasan tersebut tidak nampak dibahas secara mendalam, begitu pula dengan
penentuan beraf ringannya sanksi pidana yang akan diterapkan. Terdapat kesan dari
Pembuat UU, bahwa penentuan tentang perbuatan yang dilarang dan pengenaan sanksi
pidana terhadap perbuatan itu dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah hal
yang biasa, sehingga tidak diperlukan dasar-dasar atau alasan yang jelas mengapa
perbuatan tersebut dilarang dan dikenai sanksi pidana

Dengan kata lain, tidak nampak ada pembahasan yang memdalam mengenai
dasar-dasar atan alasan-alasan dimasukannya suatu perbuatan sebagai perbuatan yang
dilarang dan penentuan berat ringannya ancaman pidana dari suatu tindak pidana
(strafinaat), jenis atau beberapa jenis sanksi yang dﬁpat dikenakan (strafSoort). Delik
yang terdapat di dalam UU No. 5 tahun 1999 hanya diancam dengan pidana denda dan
menggunakan ancaman minimal khusus. Di dalam pembahasan tidak begitu jelas

alasannya, méngapa ada perbedaan kebijakan tersebut. Hal lain yang kurang mendapat
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perhatian dalam pembuatan peraturan pefundang—undanagan tersebut adalah teutang
prosedur atan mekanisme sistem peradilan pidana. Pembuat UU menganggap bahwa
sistem peradilan pidana mengikuti sistem yang sudah ada, sehingga hal tersebut tidak
periu dibahas. Kebijakan ini sebenamya kurang tepsltt, mengingat masing-masing tujuan
dan materi peraturan perundang-undangan itu berbeda Oleh karena itu, pembahasan
tentang prosedur atau sistem peradilannya perlu ditegaskan, Dengan demikian tidak
terjadi tumpang tindih dalam pelalmanaannyg dan dapat dioperagionalkan dalam praktek.
Selain itu, hal lain yang penting untuk diamati adalah proses menentukan jumlah
atan lamanya ancaman pidana Dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman
pidana, dalam prakiek dikenal: (1) sistem atau pendekatan absolut; (2) sistem atau
pendekatan relatif'!? Kedua sistem ini masing-masing memiliki segi positif dan negatif
Apabila dilihat dalam sistem penentuan berat ringannya pidana yang terdapat dalam
perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini, yaitu ﬁenggunakm
sistem atau pendekatan abzsolut, Pendekatan ini memiliki arti, bahwa setiap tindak pidana
ditetapkan bobot/kualitasnya sndiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana
maksimum (dapat juga minimum) untuk setiap tindak pidana. Penggunaan sistem absolut
ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Colin Howard, segi positif dalam
pendekatan maksimum (yang olehnya digebut "sistem indefinite” atau “sistem
maksimum") ialah adanya tiga keuntungan yang mencolpk yaitu:' %
~1. Dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidans;

2. Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan;

19 Barda Nawawi Arief (I), Op. Cit., halaman 130-131
1% 1hid, halaman 132
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3. Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas
kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.

Disamping keuntungan tersebut, dianutnya sistem maksimum akan membawa
konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan maksimum khusus untuk tiap tindak
pidana. Dalam setiap proses kriminalisasi pembuat undang-undang selalu dihadapkan
pada masalah "pemberian bobot’ dengan menetapkan kuantifikasi ancaman pidana
maksimumnya. Dalam hal ini Barda Nawawi Ariéf menyatakan, bahwa meﬁetapkan
maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atau 'kualitas suatu tindak
pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Untuk itu diperiukan
pengetahuan yang cukup mengenai urut-urutan tingkat atau gradasi nilai dari norma-
norma sentral masyarakat dan kepentingan-kepentingan hukum yang akan dilindungi itu.
Menentukan gradasi nilai dan kepentingan hukum yang akan dilindungi bukanlah hat
yang mudah.'?

Sebaliknya pada sistem atan pendekatan relatif, kesulitan atau segi-segi negatif
dari sistem absolut dalam menetapkan bobot/kualitas tindak pidana dapat lebih diatasi,
karena tingkat keseriusan suatu delik direlatifkan Namun hal ivipun ada segi negatifoya,
karena dengan merelatifkan ancaman maksimum untuk suatu kelompok tindak pidana
berarti memberikan kewenangan dan diskresi yang sangat lnas kepada hakim dan di lain
pihak dapat memberi peluang adanya disparitas pidang yang semakin mencolok.

Dengan adanya gambaran tentang keuntungan dan kerugian dalam merumuskan
sanksi pidana yang akan dipilith, maka pada dasarnya penegakan hukum pidana di bidang

ekonomi dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini memiliki

12 11id, halaman 132
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berbagai permasalahan yang rumit. Ada benarnya apabila muncui ungkapan bahwa
keberhasilan penegakan hukum itu sudah dimulai pada saat peraturan perundang-
undangan itu dibuat. Kecermatan dan ketepatan penentuan kebijakan legislatif akan
sangat berperan dalam aplikasinya di masyarakat.
4. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Dalam Peraturan Perundang-
Undangan Di Bidang Ekonomi Selama Ini

Apabila dicermati dalam praktek peradilan sepuluh tahun terakhir, penggunaan
UU No. 7 Drt. Tahun 1955 sudah sangat jarang dilakukan. Di Kejaksaan Negeri
Semarang ataupun Pengadilan Negeri Semarang dalam sepuluh tahun terakhir ini aparat
penegak hukum jarang yang menjerat pelaku kejahatan di bidang ekonomi dengan UU
tersebut. Kasus-kasus pelanggaran UU TPE yang menonjo! sebelumnya adalah kasus
penyelundupan, yaitu pelanggaran terhadap Rechten Ordonrantie. Namun demikian,
setelah keluarnya UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tindak pidana
penyelundupan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang juga jarang. Hal ini
dikarenakan dalam UU tersebut lebih mengutamakan penyelesaian secara administratif

Bagaimanapun juga, agar para pelaku tindak pidana Kepabeanan itu jera, maka
. terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenai sanksi pidana yang tegas. Hal
ini untuk menghindari terjadinya spekulasi, bahwa apabila tertangkap atau diketahw
melakukan tindak pidana kepabeanan cukup membayar denda administrasi, sedangkan
kalau perbuatan itu lolos dari pengamatan petugas, maka keuntungan yang besar akan
dapat diraih. Namun demikian, pihak Penyidik Bea Cukai pada prinsipnya berkeinginan
juga untuk mengajukan pelaku tindak pidana kepabeanan (penyelundupan) untuk dapat

diproses secara hukum. Permasalahan atau kesulitan yang ditemukan oleh penyidik PPNS
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Bea Cukai dalam mengajukan pelaku penyelundupan ke proses hukum adalsh sulitnya
untuk menemukan saksi. Saksi dalam proses peradilan akan sangat menentukan
keberhasilan dalam proses hukum terhadap pelaku.

Begitu pula dalam findak pidana perbankan, terdapat permasalahan yang
kompleks dan rumit, Permasalahan dalam penegakan hukum di bidang perbankan yang |
menonjol adalah sulitnya untuk membuktikan bahwa tersangka/terdakwa telsh
melakukan tindak pidana perbankan. Kesulitan ini terutama untuk mengungkap kasus-
kasus yang sangat besar yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, Di
samping itu, ketentuan di dalam perundang-undangan itu sendiri yang sangat ketat
menjaga kerzhasiaan bank, sehingga tidak jarang para pelaku kejahatan perbankan
berlindung (ﬁ balik ketentuan tersebut.

Sebagai gambaran upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi, di bawah ini
dipaparkan penanganan késus tindak pidana di bidang ekonomi. Adﬁpun contoh tersebut
adalah sebagai berikut:

1. Kasus atas nama terdakwa Liem Swan Thwan yang dituduh:'?
a Tidak mendaftarkan gudangnya kepada yang berwajib sesuai denagan undang-~
undang penimbunaxg; |
b. Tidak mengadakan stockkart, atau administrasi tentang jalannya barang—béfang
perusahéan kelvar masuk gudang/ruangan dengan semestinya;
¢. Tidak memasang kartu tanda harga pada beberapa barang;
d. Tidak dapat mempertihatkan faktur yang bersangkutan beberapa jenis barang;

¢. Menjual barang lebih tinggi dari harga yang ditentukan menurut peraturan;

1Z pndi Hamzsh, Op.Cit., halaman 254
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f Menjual barang yang tiada fakturnya;

g Tidak mengadakan pembukuan mengenai pembelian dan penjualan barang-barang
serta pengeluaran dan penerimaan keuangan;

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejakséan. Negeri Semarang tersebut,

Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan terdakwa bersalah dan

menjatuhklan putusan:

a. Penjara 4 tahun, dan

b. Denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Terhadap putusan tersebut terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah, dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan putusan:

a. Penjara 2 tahun, dan

b. Denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Terhadap putusan PT. Jawa Tengah tersebut, terdakwa kemudian mengajukan
Kasasi, yang selanjutnya Mahkamah Agung memutuskan: membatalkan Keputusan
Pengadilan Tinggi Ekonomi Semarang semata-mata hanya untuk kepentingan hukum
dengan tidak mengubah putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi Semarang, tanggal 30

September 1961 No. 7/Pid/PT Ek. Smg.

. Kasus pada tahun 1985 atas nama terdakwa I: Nuhung bin Razak, terdakwa II: Sanusi

bin Lubin, dan terdakwa II: Bong Fei Fung, yang didakwa oleh Jaksa Penuntut
Umum telah melakukan delik ekonomi melanggar Pasal 26. B Rechten Ordonnantie
Jo. Pasal 1 sub 1.e. Jo. Pasal 6 UU No. 7 Drt. Tahun 1955 Jo. UU No. 8 Drt. Tahun

1958, yaitu para terdakwa baik secara sendiri-sendini maupun bersama-sama telah
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mengimport barang tanpa mengindahkan ketentuan dari Ordonnrantie Bea serta
Reglement yang terlampir padanya.

Dalam kgsus tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:
Menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Singkawang memberikan hukuman kepada
para terdakwa I dan terdakwa II: 1 (satu) bulan penjara dan denda Rp. 100.000,00
subsider 1 (satu) bulan kurungan; terdakwa III: 3 (tiga) bulan penjara dan hukuman
denda Rp. 300.000,00 subsider 2 (dua) bulan kurungan;

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Siﬂgkawang
memutuskan: bahwa perbuatan terdakwa telah sesunai dengan surat dakwaan, akan
tetapi perbuatannya bukan merupakan suatu perbuatan pidana; para terdakwa
“dilepaskan dari segala tuntutan hukum” {Ontslag van alle rechtvervolging)

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut, Jaksa Penuntut Umum
melakukan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI Selanjutnya, Mahkamah Agung
memberikan putusan sebagai berikut: Menyatakan terdakwa I, II dan TII terbukti
dengan sah dan menyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana
penyelundupan; menghukum mereka para terdakwa masing-masing dengan pidana
penjara selama 3 {tiga) bulan dan hukuman denda Rp. 200.000,00 subsider kurungan
3 (tiga) bulan; Memerintahkan agar barang bukti dirampas untuk negara.'®

. Kasus pada tahun 1984 atas nama terdakwa Lee Darmawan alias Lee Chan Kiat alias
C.K Lee selaku Direktur Bank Perkembangan Asia di Jakarta, yang dituduh telah

melakukan penarikan dana dari masyarakat sebesar Rp. 64.000.000.000,00 yang tidak

1B )\ ajalah Varia Peradilan, No. 47, Agustus 1989, halaman 56-60 dan Sumber Bagian Informasi dan
Statistik Kriminal Kejaksaan Agung RI
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dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah. Atas perbuatan terdakwa ini, Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melakukan dakwaan sebagai
berikut:
a Dakwaan Kesatu:
- Primer: Pasal 1 ayat (1) sub a Jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 35
ayat (1) sub.1.¢. Jo. Pasal 64 ayat (1) atau Pasal 65 ‘ayat 1 KUHP;
- Subsider; Pasal 1 ayat (1) sub b Jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal
55 ayat (1) sub 1.e Jo. Pasal 64 ayat {1) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP,
- ‘Lebih Subsider Lagi: Pasﬁl 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) sub 1 Jo. Pasal 64 ayat
(1) dan (2) KUHP.
b. Dakwaan kedua: Pasal 38 UU No. 14 Tahun 1967 Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pazal
64 ayat (1) KUHP
Berdasar surat dakwazan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa
dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjalankan usaha
bank tanpa ijin dari Menteri Kevangan, menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana
penjara seumur hidup, dan denda Rp. 30.000.000,00 subsider 6 (enam) bulan
kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 100.600.000.000,00
Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Barat memutuskan: Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda
Rp. 30.000,000,00 subsider 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti

sebesar Rp. 85.000.000.000,00.
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Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, terdakwa melakukan Banding, Dalam tahap
pemeriksaan di Pengadilan Tinggi DXI Jakarta, Hakim Banding antara lain
mengadili: Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu merubah
hukuman penjara 20 {(dua puluh) tabun, diperingan menjadi 12 {dua belas) tahun
penjara; putusan lainnya diperkuat oleh Hakim Banding,

Terhadap putusan Banding tersebut, terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya,
yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung RI Selanjutnya, Hakim yang menangani pada
tingkat Kasasi tersebut memutuskan: Putusan dalam perkara ini tidak bertentangan

dengan hukum dan atan undang-undang, menolak permohonan kasasi dari

pemohon.'#*

Kasus pada tahun 1997 atas nama terdakwa Dedi Rintih Nursumedi selakn karyawan
BRI Cabang Pandanaran Semarang yang bekerja di bagian Unit Pelayanan Nasabah
secara berturut-turut telah mengambil tabungan dalam rekening milik nasabah tanpa
ijin pemilik maupun pimpinannya berjumlah Rp. 122.691.276,00 yang dipergunakan

untuk kepentingan pribadi.'?*

Atas perbuatan tersebut terdakwa didakwa oleh Jaksa
Penuntut Umum sebagai berikut:
a. -Primair: Pasal 1 ayat 1 sub b Jo. Pasal 28 Jo. Pasal 34c UU No. 3 Tahun 1971 Jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHP;
b. Subsidair: Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,

Atas dasar dakwaan tersebut, selanjutnya terdakv&a dituntut oleh Jaksa Penuntut

Umum :

124

8

Sumber diperoleh dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan
ung RI Bagian Subdit TPUL
Sumber diperoleh dari Kejaksasn Negeri Semarang Bidang Tindak Pidana Khusus
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a. Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 1 ayat 1 sub b Jo.
Pasal 28 Jo. Pasal 34c UU No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

b. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan; -

¢. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 subsider 6 {enam) bulan
kurungan;

d. Menjatuhkan pidana pengganti kenigian negara sebesar Rp. 122.691.276,00;

Berdasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a  Menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi
sesuai Pasal 1 ayat 1 sub b Jo, Pasal 28 Jo. Pasal 34¢ UU No. 3 Tahun 1971 Jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHP,

b. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 {(enam) bulan potong tahanan;

¢. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 subsider 4 (empat) bulan
kurungan;

d. Menjatubkan pidana pengganti kerugian negara Rp. 122,691.276,00.

Atas putusan PN Semarang tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding, dan

diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebaga: berikut:

a Menerima permintaan banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 September 1998 No.
125/Pid.B/19898/PN.Smg, yang dimohonkan baﬁding tersebut;

¢. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

d. Membayar biaya perkafa sebesar Rp. 1.000,00

Atas putusan ini Jaksa Penuntut Umum menerima.
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Dari berbagai contoh kasus penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang
ekonomi tersebut, maka ada beberapa catatan yang menarik untuk dikemukakan dalam
kaitannya dengan penerapan sanksi, yaitu:

2. Bagi aparat penegak hukum banyak pilihan dalam penggunaan peraturan perundang-

undangan yang akan digunakan. Sebagai contoh dalam kasus perbankan tersebut di

atas, Jaksa Penuntut Umum dalam menjerat terdakwa lebih mengutamakan untuk
mempergunakan peraturan tentang tindak pidana korupsi daripada peraturan teﬁtang
perbankan. Dengan adanya berbagai macam pilihan tersebut, maka saﬁgat
menguntungkan Jaksa Penuntut Umum yang dapat dimanfaatkan dengan memasang
dakwaan secara berlapis. Dengan dakwaan secara berlapis ini, maka kemungkinan
untuk lolos dari jerat hukum sangat tipis;

. Dari beberapa contoh kasus tersebut, terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum dan
Hakim memiliki kecenderungan untuk menggunakan sarana pidana penjara dan
denda. Hal ini nampak dalam semua tuntutan Jaksa Penuptut Umum maupun putusan
Hakim dalam semua tingkat pemeriksaan;

. Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana, pada tindak pidana yang merngikan
kenangan negara/masyarakat yang cukup besar (kasus atas nama Lee Darmawan dan
atas nama Dedi Rintih Nursumecii) penegak hukum memiliki kecenderungan untuk
menggunakan UU No. 3 tahun 1971. Penerapan sanksi yang digunakan berupa pidana
penjara dan pidana denda. Dalam kedua kasus ini juga terdapat upaya untuk
mengeﬁ]balikan kerugian negara dengan melalui pembayaran denda maupun

sejumlah uang pengganti;
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d. Namun demikian, di dalam pelaksanaannya upaya untuk mengembalikan kerugian
negara ity banyak kendalanya. Terhadap denda yang harus dibayar tidak jarang
terpidana memilih untuk mengganti dengan pidana kurungan pengganti denda. Hal ini
dengan alasan karena tidak mempunyai uang. Keadaan ini dimungkinkan atas dasar
ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP;

e. Begitu pula upaya untuk melakukan penagihan terhadap “pembayaran uang
pengganti” ini sangat sulit. Alasan yang sering dikemukakan adalah tidak mampu lagi
untuk melakukan pembayaran. Kalau hal ini terjadi, maka upaya lain yang dapat
dilakukan adalah dengan seringkali melakukan penagihan. Untuk mengatési kendala
ini, sebaiknya mulai saat penanganan kasus tersebut sudah dilakukan penyitaan
terhadap harta tersangka terutama yang berhubungan dengan harta hasil kejahatan.

Selain kesulitan dalam upaya pengembalian kerugian negara, tidak jarang aparat
penegak hukum mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasng;'a, seperti dalam kasus
perbankan atas nama terdakwa Kim Johanes Mulia, dan Made Oka Mas Agung yang
diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.!® Kegagalan tersebut
menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum banyak fakior yang mempengaruhi
keberhasilannya. Namun demikian, menurut hemat penulis, pada prinsipnya peraturan
perundang-undangan tersebut secara teknis bagi penegak hukum sudah cukup memadai
untuk menjerat pelaku tindak pidana di bidang ekonomi, walaupun dalam beberapa hal
vang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang diterapkan masih perlu dilakukan

perbaikan dan perlu diupayakan adanya keserasian.

128 Surnber diperoleh dari Bidang Tindak Pidana Umumn Kejaksaan Agung RI Subdit TPUL
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Permasalahan yang menonjol saat ini adalah adanya faktor-faktor non teknis di
lapangan yang memiliki pengaruh cukup besar dalam upaya penegakan hukum. Faktor
non teknis ini merupakan permasalahan yang “klasik” dalam penegakan hukum di
Indonesia pada umumnya. Disebut sebagai permasalahan “klasik” mengingat kendala inj
sudah diketahui dan dirasakan selama bertahun-tahun oleh masyarakat, namun sampai
saat ini masih ada dan belum ada upaya maksimal untuk menghilangkannya atau
meminimalkannya. Faktor-faktor non teknis dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya ketidakmandirian dari penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
Ketidakmandirian ini nampak pada Jaksa Penuntut Umum yang dalam melaksanakan
penanganan suatu perkara sangat terganfung pada kebijakan pimpinan. Sebagai misal,
Jaksa Penuntut Umum pada saat akan mengajukan tuntutan terlebih dahulu harus
mengajukan rentut (rencana tuntutan) kepada pimpinan. Tuntutan yang diajukan
harus berdasarkan Rencana Tuntutan yang telah disetujui oleh pimpinan.
Ketidakmandirian ini juga nampak pada aparat Kehakiman (Hakim), yang statusnya
berada antara Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung (sebelum ada
pemisahan). Hal ini kurang menguntungkan, karena tidak jarang muncul intervensi
dari Pemerintah. Begitu pula aparat Kepolisian, ketidakmandirian tersebut nampak
pada statusnya yang menjadi bagian ABRI (sebelum dipisah)

2. Mental aparat penegak hukum yang rendah;

Apabila dicermati, maka terhadap kasus-kasus yang kerugiannya sedikit dan fidak
melibatkan orang penting itu mudah dan cepat penyelesaiannya. Namun demikian,
terhadap kasus-kasus yang kerugiannya besar dan melibatkan orang penting (yang

memiliki kekuasaan), maka penyelesaiannya cenderung lama dan berlamt-larut.
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. Tidak adanya mekanisme kontrol yang jelas terhadap tugas aparat penegak hukum;

Kegagalan penegakan hukum di Indonesia pada umumnya dan penegakan hukum
terhadap tindak pidana di bidang ekonomi pada khususnya juga dipengaruhi oleh
tidak adanya akuntabilitas publik aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum
dalam menangani suatu perkara cenderung tertutup terhadap kontrol masyarakat,
dengan alasan untuk menjaga kershasiaan. Sudah saatnya aparat penegak hukum
membuka lebar-lebar terhadap suatu perkembangan kasus yang ditangani, sehingga
masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan dapat dihindarkan adanya
penyimpangan oleh penegak hukum. Dengan demikian aparat penegak hukum dapat

mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diembannya kepada masyarakat.

- Sarana aparatur penegak hukum dan sarana keadaan sosial ekonomi dan politik tidak

seimbang, tidak mendukung tujnan dan jiwa yang ingin dicapai oleh UU;

. Pengaruh politik dalam keputusan-keputusan hakim lebih nyata terlihat;

Dalam keputusan-keputusan hakim terhadap tindak pidana di bidang ekonomi
seringkali dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Subversi yang mengaitkan

dengan unsur-unsur tujuan politik.

. Tuntutan Jaksa maupun Keputusan Pengadilan yang menghubungkan tindak pidana

ekonomi dengan tindak pidana korupsi,

Adanya kondisi demikian tidak jarang mengaburkan permasalahan dan tujuan
Undang-Undang tindak pidana di bidang ekonomi yang khusus ditujukan kepada
gasaran untuk menciptakan ketertiban hukum di dalam kehidupan ekonomi

masyarakat dan mengaburkan juga tujuan dari Undang-Undang pemberantasan tindak
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pidana korupsi yang mempunyai sasaran lain, ialah mencapai pemerintahan yang

bersih.

B. Keserasian Kebijakan Hukum Pidanra Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Di

Bidang Ekonomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi
Selama Ini

Satu hal yang perlu dilakukan saat ini adalah pengkajian kembali terhadap
keberadaan peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini
(UU No. 7 Drt. Tahun 1955, UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998, UU No.
10 Tahun 1995 dan UU No. 5 Tahun 1999). Pengkajian kembali ini terntama yang
berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang diterapkan. Selama peraturan perundang-
undangan itu tidak melakukan penyimpangan terhadap ketentuan KUHP, maka Buku I
tentang Aturan Umum KUHP ini tetap berlaku terhadap peraturan perundang-undangan
tersebut. Namun demikian, pada‘ prinsipnya KUHP sendiri dalam Pasal 103 membuka
kemungkinan suatu Undang-undang rl;elakukan penyimpangan terhadap ketentuan
Aturan Umum KUHP. Penyimpangan ini harus dengan syarat bahwa peraturan
perundang-undangan itu harus mengatur pula tentang pedoman pelaksanaannya.

Dalam kaitannya dengan menyimpang atan tidaknya dengan ketentuan KUHP,
maka apabila diamati pembuat UU tidak menyadari adanya konsekuensi atan akibat dari
penyimpangan itu. Dengan tidak adahya pemahaman tentang hal ini, maka tidak jarang
peraturan perundang-undangan itu setelah diundangkan dalam prakteknya muncul suatu
permasalahan yuridis, Permasalahan yuridis ini pada akhirnya akan mengganggu
penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana Oleh karena itu dipertukan
keserasian kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam peraturan perundang-

undangan pada umumnya dan peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang

142




ekonomi pada khususnya. Keserasian yang dimaksud disini adalah apabila pembuat UU
merumuskan suatu peraturan perundang-undangan itu melakukan penylmpangan

(pengaturan tersendiri berdasar Pagal 103 KUHP), maka seyogyanya pembuat UU juga

merumuskan ketentuan tentang pedoman pelaksanaannya Hal ini dengan pertimbangan, .

bahwa apabila suatu peraturan perundang-undangan itu menyimpang dari ketentuan
KUHP, maka ketentuan Aturan Umum Buka I tidak berlaku terhadap UU tersebut.
Adanya keserasian dalam kebijakan hukum pidana ini sangat penting untuk
mendukung upaya penegakan hukum. Sebagaimana diketahui, bahwa untuk dapat
mencapai sasaran atau tujuan dari penegakan hukum dalam tindak pidena di bidang
ckonomi, maka faktor-faktor yang terkait di dalam'nya perlu mendapat perhatian. Salah
satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius adalah faktor yang berkaitan dengan
peraturan perundang-undangan. Pentingnya faktor ini pernah mendapat perhatian dari
Sahetapy yang menyatakan bahwa kurang béiiknya kondisi UU merupakan salah satu
faktor munculnya kejahatan, disamping adanya faktor lain yaitu pelaksanasn UU yang
tidak konsekuen dan sikap atau tindak tanduk dari aparat penegak hukum.'” Hal senada
dikatakan oleh Wolf Middendorf, yang mengatakan bshwa keseluruhan efektifitas

peradilan pidana bergantung pada tiga faktor yang saling berkaitan. '®

Ketiga faktor itu
antara lain: (1) adanya undang-undang yang baik {good legislatior); (2) pelaksanaan
yang cepat dan pasti; dan (3) pemidanaan yang layak atau sekedarnya dan seragam.
Pentingnya faktor UU dalam kerangka penegakan hukum ini, dengan suatu
pertimbangan bahwa peraturan pemndang-ur;dangan pidana-lah yang menjadi pedoman

bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan aktivitasnya maupun bagi masyarakat

177 parda Nawawi Arief (II), Op. Cit., halaman 54
1% 1id, halaman 54
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untuk mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidek boleh dilakukan
dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukanlah kebijakan pemidanaan yang

direncanakan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan suatu peraturana perundang-

undangan yang baik pula Apabila kebijakan itu tidak direncanakan dengan baik, maka

dapat menimbulkan permasalshan dalam prakteknya. Permasalahan yang timbul dan

perencanaan yang kurang baik terhadap peruadang-undangan pidana adalah dapat

terjadinya disparitas pidana'® Adanya disparitas pidana yang mencolok pada dasarnya

gkan menimbulkan ekses negatif di masyarakat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh

Edward M Kenedy, bahwa akibat yang timbul dari adanya disparitas pidana yang

mencolok adalah;'*

8. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasasn sinis masyarakat
terhadap sistem pidana yang ada;

b. Gagal dalam ﬁencegah terjadinya kejahatan;

¢. Mendorong efektifitas (meningkatnya) kejahatan; dan

d. Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Dengan bertitik tolak dari berbagai pendapat di atas, maka dapat diambil suatu

pemahaman bahwa faktor peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang sangat
penting dalam upaya menanggulangi tindak pidana pada umumnya dan tindak pidena di
bidang eckonomi pada khususnya Sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah
muncul kecenderungan pembuat UU untuk mengatur tindak pidana di bidang ekonomi
dalam peratursn perundang-undangan tersendiri. Pembuat UU pada prinsipnya tidak

memanfaatkan keientuan dalam Pasal 1 sub 3e UU No. 7 Drt. Tahun 1955, vang

12 1hid, halamen 54
1 hid, halaman 54
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berbunyi: “Pelanggaran suatu ketentuan dalam atan berdasar UU lain, sekedar U itu
menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidena ekonomi”. Ketentuan ini “menyebut
pelanggaran sebagai delik ekonomi” oleh pembuat UU tidak dimanfaatkan dalam
merumuskan tindak pidana dalam UU tentang Kepabeanan, UU tentang Perbankan, dan
UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut
hemat penulis, adanya kebijakan yang demikian tidak menjadi masalah, sepanjang tujuan
yang ingin dicapai adalah sama yaitu untuk mengamankan prekonomian negara.

Namun demikian, yang menjadi permasalahan di sini adalah munculnya rumusan
yang menyimpang dari ketentuan KUHP (berdasar Pasal 103 KUHP) yang tidak diikuti
dengan rumusan tentang pedoman pelaksanaannya. Apabila dicermati, peraturan
perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini telah mengatur
berbagai ketentuan yang menyimpang dari ketentuan KUHP, namun tidak diikuti dengan
pedoman pelaksanaannya. Hal ini nampak dalam merumuskan subjek tindak pidana yang
berupa korporasi, tidak adanya pembedaan kualifikasi delik yang berupa “kejahatan” atau
“pelanggaran”, dikenalnya pidana denda minimal khusus, dan adanya denda minimal
khusus. Adanya penyimpangan ini sebagian besar tidak diikuti dengan pedoman
pelaksanaannya dalam rumusannya terzendiri. Dengan kondisi yang demikian, maka
keserasian dalam kebijakan hukum pidana diabaikan Adanya ketidakserasian ini dapat
menimbulkan beberapa permasalahan yuridis, yang pada akhimya dapat mengganggu
dalam prakteknya. |

Sebagai gambaran adanya penyimpangan dari ketentuan Bulu I KUHP yang tidak
diikuti dengan pedoman pelaksanaannya di dalam peraturan perundang-undangan tindak

pidana di bidang ekonomi selama ini, di bawah ini penulis sajikan beberapa kebijakan
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legislatif yang tidak memiliki keserasian. Adanya ketidakserasian ini menurut hemat

penulis perlu mendapat perhatian. Beberapa kebijakan legislatif yang kurang tepat dan

perlu mendapat perhatian tersebut, yaitu:

1. UU No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
Dalam Pasal 4 UU No. 7 Drt. Tahun 1955 dinyatakan bahwa tindak pidana ekonomi
atan tindak pidana khususnya di dalamnya meliputi juga pemberian bantuan atau
percobaan. Dengan demikian, dalam UU ini dimungkinkan pelaku percobaan
terhadap tindak pidana yang berupa pelanggaran dapat dipidana. Namun demikian, di
dalam UU ini tidak mernmuskan lebih lanjut pedoman pelaksanaannya; misal tentang
kapan daluwarsanya.

2. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Undang-undang tersebut, dalam perumusan tindak pidana tidak dibedakan secara
tegas kualifikasi deliknya apakah berupa “kejahatan” atau “pelanggaran”. Dengan
adanya kebijakan yang demikian, maka hal ini menimbulkan permasalahan yuridis.
Permasalahan ini nampak pada waktu aparat penegak hukum akan
mengimplementasikan/menerapkan UU tersebut. Permasalahan ini akan muncul
dalam hal-bal yang berkaitan dengan Ketentuan Umum KUHP, jika terjadi
perbarengan, peringanan atan pemberatan, percobaan dan daluwarsa ketentuan yang
mana yang akan diterapkan, apakah ketentuan tentang kejahatan atau pelanggaran.

3. UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
a Dalam UU ini mengatur tentang pidana penjara dengan menggunakan ancaman

minimal khusus. Tidak begitu jelas alesanmya, mengapa pembuat Undang-undang

melakukan pilihen ini. Hal ini berbeda dengan kebijakan tentang pengenaan
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pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Kalauﬁun ini menjadi
pilihan, seharusnya pembuat undang-undang juga mengatur aturan pemidanaan
khusus untuk menerapkan pidana penjarz minimal khusus ini, misaloya
bagaimana jika terjadi pemberatan.

b. Selain itu, delik dalam UU ini diancam dengan pidana denda dan menggunakan
ancaman pidana minimal khusus. Adanya pidana denda minimal khusus
merupakan penyimpangan dari sistem KUHP yang hanya mengenal pidana denda
minimal umum sebesar 25 sen (Pasal 30 ayat 1) atan berdasarkan UU No.
18/Prp/1960 menjadi Rp. 3,75. Dengan adanya penyimpangan ini seharusnya UU
imi juga mengatur aturan pemidanaan khusus untuk menerapkan pidana denda
minimal khusus ini.

4. UU No. 5 Tehun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat

a. Pada jalur penal, di Pasal 48 telah diatur tentang tiga kelompok tindak pidana. Di
dalam pengelompokan tindak pidana tidak disertai dengan penyebutan kualifikasi
deliknya, apakash berupa “kejshatan” atau “pelanggaran”. Tidak adanya
pembedaan kualifikasi delik tersebut akan menimbulkan permasalahan yuridis.
Permasalahan ini terutama berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Ketentuan

. Umum KUHP, yaitu bagaimana bila terjadi perbarengan, percobaan ketentuan
mana yang akan dipakai. Dengan adanya permasalahan ini,, maka dalam
penegakan hukum-nya nenti akan timbul permasalahan-permasalahan dalam
praktek. Apabila hal ini terjadi, maka upaya penanggulangan yang diharapkan

sulit untuk dapat diwujudkan.
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. Selain itu, delik dalam UU ini disncam dengan pidana denda dan menggunakan
ancaman pidana minimal khusus. Tidak begitu jelas alasannya, mengapa pembuat
undang-undang melakukan pilihar ini Adanya pidana dends minimal khusus

merupakan penyimpangan dari sistem KUHP yang hanya mengenal pidana denda
minimal umum sebesar 25 sen (Pasal 30 ayat 1) atan berdasarkan UU No.

18/Prp/1960 menjadi Rp. 3,75. Dengan adanya penyimpangan ini schamsnya UU

ini juga mengatur aturan pemidanaan khusus untuk menerapkan pidana denda
minimal khusus ini,

. Dalam UU ini dengan tegas digunakan pidara kurungan penggantinya. Sistem
perumugan yang demikian sebenarnya berkelebihan dan tidak lumrah dilakukan
dalam praktek legislatif selama ini. Tanpa dirumuskan sebenarnya tetap berlakm
aturan umum dalam KUHP mengeni pidana kurungan pengganti denda ini.

Terlebih dalam UU ini, lamanya kurungan pengganti juga tidak menyimpang dari
aturan umum KUHP (yaitu maksimal 6 bulan). Sekiranya UU ini menyimpang
dari aturan umum XUHP, barulah UU ini pantas membuat sistem/aturan tersendiri

. Subjek tindak pidana dalam UU ini adalah pelaku usaha yang dapat berupa
perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau ‘bukan (Pasal
1 sub-5). Namun dalam UU No. 5 Tahun 1999, ketentuan demikian dibatazi oleh
Pasal 50 sub (h) dan (i) yang mengecualikan berlakunya ketentuan UU ini
terhadap : (h) pelaku usaha vang tergolong dalaﬁx usaha kecil; (i) kegiatan usaha
koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya

. Dengan adanya subjek tindak pidana berupa korporasi (berbadan hukum) atan

tidak, maka sistem pidana dan pertanggungjawaban pidananya juga seharusnya
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berorientasi pada korporasi itu. Artinya, harus ada ketentuan khusus mengenai:

(1) jenis-jenis sanksi khusus untuk korporasi; (2) kapan dikatakan korporasi itu

melakukan tindak pidana; dan (3) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan,

Ketentuan tersebut tidak terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999,

Deari uraian tentang berbagai penyimpangan dari ketentuan KUHP yang tidak
diikuti dengan pedorﬁan pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan tindak

pidana di bidang ekonomi tersebut, maka ada beberapa hal yang patut dikemukakan,

yaitu:

a Pada prinsipnya pembuat UU ingin memperluas subjek hukum pidana dengan
memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Upaya ini menurﬁt hemat
penulis tepat mengingat perkembangan dimensi kejahatan/tindak pidana di bidang
ekonomi yang semakin luas yang juga melibatkan subjek hukum korporasi, namun
demikian sangat disayangkan upaya ini tidak diimbangi dengan pemahaman tentang
konsekuensi dari adanya perluasan ini. Dalam tiga UU (UU No. 7 Drt. Tahun 19585,
UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tshun 1998 dan UU No. 10 Tahun 1995) sudah
dengan tegas merumuskan ketentuan khusus mengenai: (1) jenis-jenis sanksi khusns
untuk korporasi; (2) kapan dikatakan korporasi itu melakukan tindak pidana; dan (3)

giapa vang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian dalam UU No. 5 Tahun

1999 ketentuan khusus tersebut tidak diatur;

b. Pembuat UU tidak menyadari, bahwa tidak adanya pembedaan yang tegas tentang
kualifikasi deliknya apakah berupa “kejahatan’ atau “pelanggaran” dalam UU No. 10
tahun 1995 maupun dalam UU No. 5 tahun 1999 akan membawa konsekuensi yang

fuas. Hal ini terutama apabila ferjadi perbarengan, percobaan, bagaimana
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daluwarsanya, ketentuan mana yang akan diberlakukan, apaksh ketentuan tentang
kejahatan atau pelanggaran Hal ini akan mempersulit pemegak hukum dalam

mengoperasionalkan UU tersebut,

. Dipergunakannya pidana denda minimal khusus pada prinsipnya memiliki tujuan

yang baik, namun demikian sayangnya tujuan ini tidak diikuti pengaturannya lebih
lanjut tentang pedoman pelaksanammnya;

Dalam hal penggunasn pidana penjara minimal khusus, tidak diketshui apa alasan
diterapkan pidana ini. Terlebih-lebih tidak diikuti pengaturan pedoman atau

sistemnya;

. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas digunakan pidana kurungan

penggantinya Sistem perumusan yang demikian sebenamya berkelebihan dan tidak
lumrah dilakukan dalam praktek legislatif selama ini. Tanpa dirumuskan sebenamya
tetap berlaku aturan umum dalam KUHP mengenai pidana kurungan pengganti denda
ini.

Lebih lanjut di bawah ini digampaikan gambaran kebijakan hukum pidana dalam

peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini, antara lain:

No. | UU.No.7Drt. [UUNo. 10 Tahun| UUNo. 7 Tahun | UU No. 5 Tahun
Tahun 1955 1995 1992 Jo. UU No. 1999
10 tahun 1998
1 2 3 4 5
1. |[Membedakan tin- |Tidak membeda-| Membedakan tin- | Tidak membeda-
dak pidana yang jkan tindak pidana| dak pidana yang} kan tindak pidana
berupa kejahatan |yang berupa keja-| berupa kejshatan | yang berupa keja-

dan pelanggaran

hatan dan pela-
nggaran

dan pelanggaran

hatan dan pela-
nggaran

2. | Percobaan dan
pembantuan ter-

hadap pelanggar-
an dipidana

Percobasn  dan
pembantuan ter-

hadap pelanggar-
an tidak dipidana

Percobaan dan
pembantuan ter-

hadap pelanggar-
an tidak dipidana

Percobagn dan
pembantuan  ter-

hadap pelanggaran
tidak dipidana
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| mati, penjara se- | penjara untuk se- |penjara untuk se-| dana kurungan pe-|
i umur hidup dan | mentara waktu mentara waktu ngganti denda
sementara waktu
5 {Pidana  penjara | Pidana  penjara |Pidana  penjaral Pidana  kurungan

1 2 3 4 5
3 |Sistem sanlfsi Sistem panksi |Sistem sanksi me-| Sistem sanksi
menganut dua sis- | menganut  satu |nganut satu sis-| menganut dua sis-

tem (yaitu pidana
dan tindakan)

gistem yaita pi-
dana

tem yaitu pidana

tem (yaitu pidana
dan tindakan

Terdapat  pidana

Terdapat pidana

Terdapat pidana

Hanya terdapat pi-

maksimum 20 ta-
hun

maksimum 8 ta-
hun

maksimum 15 ta-
hun

makgimum 6 bulan

Terdapat minimum

Pidana

penjara |Terdapat  mini-| Terdapat minimum

i khusus penjara 1 | maksimum, denda |{mum khusus ku-| khusus untuk pida-
tahun maksimum rungan ] tahun na denda
7 |Perumusan Perumusan Perumusan Perumusan  anca-
: ancaman pidana: | ancaman pidana |ancaman pidana | man pidana berupa
Semula kumulatif - | kumulatif gistem kumulatif | sistem alternatif
alternatif, dalam {penyelundupan),
perkembangannya | kumulatif-alter-
: sistem kumulatif | natif untuk tindak
pidana yang lain
ﬂ 8 |[Terdapat pasal | Terdapat pasal |Terdapat pasal| Terdapat pasal
‘ pertanggungjawa- | pertanggungjawa- |pertanggungjawa-| pertanggungjawa-
| ban oleh korporasi | ban oleh korpo- |ban oleh korpo-| ban oleh korporasi
rasi rasi
|
Ji 9 |Terdapat ketentuan | Tidak ada keten- |Tidak ada keten-| Tidak ada keten-

hukum acaranya tuan hukum aca- jtuan bukum aca-{ tuan hukum aca-

ranya ranya ranya
Keterangan:
1. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;

2. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

3. UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;,

4. UUNo. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
; Tidak Sehat
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Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa:

a. Hanya UU No. 7 Drt. Tahun 1955 yang dengan tegas mengabur ketentuan tentang hukum
acaranys,

b. Pengenaan sanksi pidana penjara dan denda masih menjadi pilihan Pembuat UU untuk
menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi, kecuali dalam UU No. 5 Tahun 1999
yang dirummskan dengan alternatif;

¢. Rumusan ancaman pidananya bervariasi antara kumulatif dan sistem alternatif]

d. Pidanamati dan penjara seumur hidup hanya dikenal dalam UU Ne. 7 Drt. Tahun 1955;

e. Sistem sanksi bervariasi antara dua sistem (pidana dan tindakan) dan safu sistem

(pidana).

C. Bentuk Pengaturan Hukum Pidana Ekonomi Dalam Menanggulangi Perkembangan
Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Masa Mendatang:

1. Bentuk Pengaturan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Masa Mendatang;

Dari berbagai gambaran tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana
ekonomi dan kendalanya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kesemuanya
merupakan ussha untuk menanggulangi kejahatan (tindak pidana) di bidang ekonomi,
sehingga dapat menekan kerugian yang akan diderita oleh negara. Sebagai usaha untuk
menanggulangi kejahatan, pada prinsipnya politik kriminal dapat mengejawantahkan dalam
berbagai bentuk. Bentuk yang pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana
penal, yang sering disebut sebagai sistem peraditan pidana (criminal justice system).
Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Bentuk yang
kedua berupa usaha-usaha prevention without punishment (fanpa menggunakan sarana
penal) dan yang ketiga adalah dengan menggunakan - usaha-usaha pembentukan opini

masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas.
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dalam menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi secara integral dan

Oleh karena itn, sudah sastnys Indonesia memiliki kerangka pemikiran dan dasar

berkesinambungan Dalam kerangka yang demikian, Muladi pernah mengajukan pemikiran-

pemikiran yang kiranya dapat dipertimbangkan sebagai bahan untuk membuat acuan/dasar

dalam penentuan kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi. Adapun

dasar/kerangka pemikiran tentang kebijakan bukum dalam penanggulangan tindak pidana di

bidang ekonomi tersebut antara lain sebagai berilait:'*!

1.

Perlu melakukan resppreisal secara teratur terhadap peratiran perundang-undangan
pidana yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang perekonomian. Hal ini
mencakup:

a. Evaluasi baik yang bersifat kriminalisasi manpuﬁ dekriminalisasi atan depenalisasi;
b. Evaluasi terhadap ketentuan hukum pidana yang belum efektif didayagunakan
Perlunya penyidik mempunyai pengetahuan keahlian dan teknologi tetentu, seperti
accounting. Penggumaan ahli-ahli 'di luar sistem peradilan pidana juga sangat
diharapkan bantuannya untuk pensnggulangan tindak pid%ma ekonomi;

Perlunya dipikirkan keberadaan Badan Khusus untuk memerangi kejahatan
perekonromian; | . ‘

Sistem latihan yong berkelanjutan da terpadu. Sebagai contoh adaish apa yang
dilakukan Jepang deﬁgan mengirimkan para Jaksa dan pejal;at pengadilan ke Training
Institute of National Reverus Official dan memberikan latihan di bidang hukum pajak,

akuntansi dan sistem perbankan;

131 yruladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., halaman 8-10
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S. Memm usaha-usaha untuk memperoleh informasi dan pengumpulan alat bukti.
Hal ini dapat berupa pendayagunaan informan, penyuluhan huknm pada masyarakat;

6. Meningkatkan kerja sama internasional dalam penyidikan ﬁan pertukaran informasi,
mengingat sifat kejahatan perekonomian yang melampaui batas-batas negara
(transnasional);

7. Meningkatkan efektifitas penuntutan dan mengurangi kelambanan dan kesalshan dalam
penyidikan. Pembentukan jaksa yang tangguh dalam setiap kasus sangat penting;

8. Perlu dipikirkan dibentuk peradilan khusus untuk mengadili tindak pidana ekonomi yang
menarik perhatian masyarakat, baik kerena jumlsh kerugiannya sangat besar ataupun
melibatkan beberapa sektor (lintas sektoral/lintas departemen);

9. Sistem sanksi supaya disempurnakan, antara lain dengan dilakukan peraturan minimum
khusus;

10. Kerja sama dengan asosiasi perdagangan agar ditingkatkan dalam rangka menumbuhkan
penghargaan terhadap hukum dan tangpung jawab warga negara;

11. Penyempurnaan lén@mh—langimh organisatoris seperti rekruitmen karyawan, maupun

| sistem pen@mm dan akuntabilitas publik terhadap tugas-tugas aparat pemerintah
yeng terlibat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi;

12. Dalam pemidanaan yang menjadi pertimbangan adalah moral and deterrent effect,

13. Meningkatkan teknik investigasi baik yang bersifat reaktif manpun proaktif,

Berbagai pemikiren atau acuan dasar dalam penentuan kebijakan hukum untuk
menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi seperti tersebuf di atas, menurut hemat
penulis harns tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Indonesia yang telah
tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, kerangka atau acuan tersebut tetap

mengacu pada afuran dasar dalam kebijakan perckonomian negara. Namun demikian dalam
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implementasinya, ukuran-ukuran dalam demokrasi ekonomi yang menghindarken ciri-ciri
negatif (free fight liberalism, sistem etatisme, monopoll) masih hafus tenggang rasa
dengan proses globalisasi, sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi berubsh dengan cepat

antara lain dalam bentuk deregnlasi, debirokratisasi. Perubahan yang cepat tersebut sering-

sering dituduh menjurus liberal. Apabila man konsisten, maka prinisip-prinsip demokrasi

ckonomi itulah yang seharusnya menjiwai hukum ekonomi pada umumnya dan hulum
pidana ekonomi pada khususnya. Sifat fragmentaris dalam pengaturan tindak pidana
ckonomi selama ini harus segera diakhiri dan digentiken dengan perindang-undangan
tindak pidana ekonomi yang terpadu dan konsistexll atas dasar Pasal 33 UUD 1945.

Dasar atau kerangka pemikiran tersebﬁ dapat dipergunakan sebagai acuan untuk
mewujudkan peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi yang terpadu
dan memiliki keterkaitan yang erat. Dalam pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi
pada sepuluh tahun terakhir ini telah muncul kecenderungan untuk tidak memanfaatkan
ketentuan dalam UU No. 7 Drt. Talum 1955 tentang TPE. Dengan demikian, pengaturan
sanksinya tidak menganut seperti apa yang ditentukan dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955,
Kondisi ini nampak dengan keberadasn UU No. 10 Tahun 1995, maupun UU tentang
Perbankan dan UU tentang Larangan Praktek Monopoli. Sebelumnya, pemberantasan tindak
pidana penyelundupan merupakan tindak pidana (delik) ekonomi, tetapi setelah keluamya
UU tersebut muncul kebijakan legislatif baru bahwa penanganan/penanggulangan pidananya
diatur secara tersendiri, dilur;lr UUTPE yang telah ada Kebijakan ini perlu
dipertimbangkan kembali, agar terdapat keserasian peraturan sehingga dapat secara terpadn
mencegah dan menanggnlangi tindak pidana/kejahatan ekonomi.

Dengan adanya keserasian dalam pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi,

maka hal ini dapat mewujudkan kondisi peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi
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yang baik. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian, maka langkah utama yang diperiukan
adalah mengkaji kembali faktor kebijakan legislatif yang berhubungan dengan masalah
kejahatan ekonomi. Peninjanan masalah ini sangat penting karena kebijakan legislatif pada
dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keselurnhan perencanaan proses
fingsionalisasi hukum pidana atan proses penegakan hukum pidana. Dengan perkataan lain,
tahap kebijakan legislatif merupakan tshap yang strategis bagi upaya penanggulangan
kejahatan (tindak pidana) dengan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang
menjadi dasar, lendasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikntnya, yaitu
tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Dengan demikian peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif atan kebijakan
formulatif yang berkaitan dengan kejshatan/tindak pidana ekonomi (UU No. 7 Drt. Tahun
1955) harus difokuskan kepada ketiga bidang kebijakan tersebut di atas. Kebijakan
formulatif mengenai perbuatan-perbuatan terlarang apa yang secara yuridis dijadikan
“tindak pidana ekonomi” (TPE) apakah hanya terbatas pada perumusan di dalam UU-TPE
No. 7 Drt. Tahun 1955 atau juga meliputi tindak pidana ekonomi di Inar UU itu.

Upaya untuik mengkaji dan melakukan peninjanan kembali terhadap kebijakan
formulatif mengenai Tindak Pidana Ekonomi itu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dari Uraian Bab II (dalam Tinjauan Pustaka) terlihat, bahwa perbuatan-perbuﬁtan yang
dapat digolongkan dalam kejahatan/tindak pidana ekonomi (dalam pengertian Inas)
mencakup juga perbuatan-perbuatan lain yang selama ini diatur tersebar di lnar UU No.
7 Drt. Tahun 1955 (antara lain UU No. 10 Talun 1995, UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU
No. 10 Tahim 1998 dan UU No. 5 Tahun 1999) dan bahkan mungkin ada yang belum
diatur secara tegas. Dengan perkataan lain, adanya perubahan, perkembangan dan

dimensi baru dari kejahatan ekonomi, menuntut perhmya peninjauan kembali, baik

156




dalam arti reorientasi, reevaluasi, reorganisasi, reformasi maupun restrukturisasi dan
rekategorisasi terhadap pokok-pokok pikiran dan Jenis-jenis perbuatan yang perlu
dinyatakan sebagai TPE;

. Keinginan untuk melakukan pengkajian dan peninjauan kembali ini didasari suatu

pemahaman bshwa pada sast ini kondisi bangsa Indonesia sudah jauh berubah
dibandingkan dengan kondisi pada saat diundangkan UU-TPE tersebut, dimana pada
saat sekarang perekonomian Indonesia sedang mempersiapkan dan akan memasuki era

liberalisasi perdagangan;

. Di dalam penjelasan UU No. 7 Drt. Tahun 1955 dinyatakan, bahwa lahirnya tindak

pidana ekonomi baru pada tehun 1941. Dengan adanya perkembangan keadaan, maka
pada tabun 1955 (setelah 14 tahun kemudian) pembuat UU merasa perlu adanya
kesatuan dalam perundang-undangan pidana ekonomi, sehingga lahirlsh UU No. 7 Drt,
Tahun 1955. Dengan demikian cukuplah wajar apabila saat ini (46 tahun sejak

kelnarnya UU-TPE ) dilakukan pengkajian dan peninjanan kembali;

. Dari konsiderans UU No. 7 Drt. Tahun 1955 dapat diketahui bahwa dasar fikiran dari

pembentuk undang-undang, yang memandang perlu adanya “peraturan yang efektif

- tentang pengusutan, penuntutan dan pengadilan perbuatan-perbuatan yang merugikan

perckonomian™ itu sejiwa dengan konsiderans dari Wet op de econimicsche delichien
tahun 1950 dari Negeri Belanda. Telebih lagi, isi dari undang-undang tersebut juga
disadur dari materi Wet op de econimicsche delichten. Mengingat undang-undang ini
merupakan saduran, maka tentu saja kondisi sosial ekonomi yang melatarbelakangi
antara kedua negara itu berbeda. Apalagi jika diterapkan dalam kondisi sekarang,

Undang-undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tersebut sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu,
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perlu dilakukan perubashan dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhsn
ekonomi maupun dunia usaha saat ini.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka peninjanan kembali perln
juga dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana
ekonomi di luar UU No. 7 Drt. Tahun 1955, terutama terhadap kebijakan hukum pidana
yang kurang tepat penerapannya. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keserasian, kesamaan,
kesatuan dan keterpaduan di dalam penerapan kebijakan hukum, yang pada akhirnya dapat
mendukung penanggulangan tindak pidana ecknnomi. Pada saat ini telah muncul
kecenderungan pengaturan berbagai tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana
ekonomi tidak memiliki keserasian, kesatran dan keterpaduan dengan ketentuan dalam
KUHP. Adanya penyimpangan ini sebenarnya tidak menjadi masalah, selama bentuk

penyimpangan ini juga diikuti dengan rumusan tentang aturan atan sistem pedomannya.

Selain itu, telah muncul pula kecendenimgan untuk mengatur berbagai tindak pidana

di bidang ekonomi itu secara tersendiri, terlepas dari UUTPE yang sudah ada Apabila
setiap delik yang pada hakekatnya sama (yaitu tergolong kejahatan ekonomi) ditangani
secara terpisah dengan mengeluarkan kebijakan legislatif secara sendiri-sendiri, maka
dikhawatirkan hal ini merupakan kebijakan yang parsial dan fragmentair, sehingga timbul
perbedaan-perbedaan dan kejanggalan-kejanggalan di dalam penanggulangannya,
Perbedaan dan kejanggalan itu dapat terjadi di da]ain kebijakan meng-kriminalizasikan atau
memformplasikan perbuatan yang dapat dipidana, maupin di dalam kebijakan sanksi dan
sistem pertanggungjawabannya, dan mungkin pula kebijakan di dalam hukum acaranya.
Pada kenyataannya, kondisi yeng demikian sudah nampak dalam peraturan perundang-

undangan tindak pidana ekontomi selama ini.
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Salsh satu kebijakan legislatif yang perlu mendapat perhatian di dalam UUTPE

adalah kebijakan dalam merumuskan atay memformulasikan sanksi (hukum) pidana
terhadap tindak pidana ekonomi. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief pernah menyatakan:

1. Kecendenmgan yang menonjol dalam kebijakan selama ini untuk mengoperasionalkan

sanksi terhadap TPE ialah dengan memperberat ancaman pidana pokok. Hal ini terlihat |
antara lain dalam UU No. S Pnps Tahun 1959 dan UU No 21 Prp. Tahun 1959 yang
memungkinkan penjatuhan pidana penjara minimal 1 {satu) tahun, maksimal penjara 20
tahun, penjara seumur hidup atau pidana mati dan pidana denda di dalam UU No. 7 Drt.
Tehun 1955 dan pidena denda ditingkatken 30 kali Walaupun kebijakan ini dapat
dimsklumi, namun perlu kiranya diperhatikan pendapat Sudarto, yang pernah
mengingatkan, bahwa sejarah menunjukkan perekonomian Indonesia tidak menjadi baik
meskipun ada ancaman pidana yang sangat berat. Terlepas apa yang 'dinyat'akan oleh
Sudarto tersebut, bahwa dilihat dari sudut kebijakan, upaya untuk mengoperasionalkan
sanksi pidana terhadap TPE seyogyanya tidak semata-mata diutamakan pada
pemberatan pidana pokok, tetapi juga pada upaya mengefektifkan
pengoperasionalisasian jenis-jenis sanksi yang bersifat ekonomis dan administratif
tidak hanya pidana denda, tetapi juga terlihat pada Jjenis-jenis pidana tambshan (Pasal 7
UU-TPE) dan jenis-jenis tindakan tata tertib.'” Namun demikian, memurut hemat
penulis pengoperasionalisasian jenis-jenis sanksi yang bersifat ekonomis dan
administratif itu harus tetap dalam kerangka penegakan hukum (yaitu melibatkan aparat
penegak hukum pada umumnya, yaitu: Penyidik dari Polisi maupun PPNS; Kejaksaan
dan Kehakiman). Pengenaan jenis sanksi tersebut tidak boleh mengabaikan proses-

132 11,id, halarnan 163
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proses hukum yang ada, sehingga perlu dihindarkan penyelesaian suatu delik ekonomi
dengan penyelesaian secara administratif tanpa proses hukum yang jelas;

2. Bahwa kemungkinan besar yang paling sering terjaring dalam prakiek adalah pelaku
biasa-biasa saja yang tidak mempunyai status ekonomi dan politik yang cvkup kuat.
Mereka yang mempunyai kedudukan kuat (secara ekonomi dan politik), dan perbuatan
mereka mungkin lebih banyak mempunyai dampak struktural yang sangat negatif, justru
banyak yang lolos. Masalah ini merupakan masalah klise yang sering diungkapkan di
dalam masyarakat bahkan dijadiken isyn politik.”” Menurut hemat penulis, hal ini
perlu mendapat perhatian, dengan lebih mengefektifkan upaya pengawasan baik dari
masyarakat maupun dari pemerintah sendiri. Pertanggungjawaban publik dari aparat
sudah seharusnya mulai dirintis, sehingga apabila terdapat penyimpangan dapat segera
diketahui.

Dengan adanya perkembangan peraturan perundangan tindak pidana di bidang
ekonomi selama ini (baik di dalanjl maupun di luar UU No. 7 Drt. Tahun 1955), maka untuk
keberhasilan dalam penanganannya perlu adanya kesatuan kebijakan. Untuk itu, sudsh
saatnya Indonesia memiliki suatu bentuk pengaturan perundang-undangan yang terpadu dan
memiliki keserasian peraturan yang safu dengen peraturan yang lainnya maupun dengan ‘
ketentuan KUHP. Di bawsh ini (iikemukakm berbagai pilihan untuk mengatur keberadaan
tindak pidana di bidang ekonomi, yang dapat menampung kebutuhan di masa mendatang.
Berbagai macam pilihan tentang bentuk pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi
tersebut antara lain: |
1. Pilihan pertama, yaitn agar dilakukan kodifikasi tindak pidena ekomomi dan

mengharapkan agar peraturan perundang-undangan tersebut jangan sering diganti

132 Bhid, halaman 163
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minimal selama periode tertentn. Akan tetapi, dalam prakteknya pelaksanaan
kodifikasi, kecuali sulit dilakukan juga sulit untuk mengadakan perubahan-perubahan
yang diperlukan mengingat perkembangan peraturannya yang sangat banyak dan cepat;

. Karena kesulitan untuk mengadakan kodifikasi itu, maka timbul pilihan kedua yang
menginginkan agar dilakukan kompilasi yang memuat bagian umum, bagian kesatu,
kedua dan seterusnya dengan klasifikasi tertentu seperti bidang keuangan, perdagangan
dan jasa, perindustrian dan sebagainya. Dengan mengadakan kompilasi maka orang
mudah mencari dan mudah untuk diadakan perubahan;

. Pilihan ketiga, yaitn dengan cara UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tetap diberlakukan dan
dipergunakan sebagai payung yang memsayungi berbagai peraturan tindak pidana
ekonomi yang muncul belakangan. Dengan demikian UU tersebut dapat dijadikan
pedoman bagi pembuat undang-undang dalam mengatur tindak pidana ekonomi lebih
lanjut, dengan menyerasikan substansi yang sudah ada Namun demikian apabila
melihat kecenderungan saat ini, maka keberadaan UU No. 7 Tahun 1955 tersebut sangat
dilematis. Yang dimaksud dilematis disini adalah bahwa di satu sisi UU itn masih
berlaku, namun disisi lain banyak materi peraturan perundangan yang tercakup di
dalamnya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan adanya berbagai macam pilihan dan pertimbangan tersebut, maka dengan

mengingat makin banyaknya peraturan tindak pidana di bidang ekonomi yang tersebar di

luar UU No. 7 Drt. Tahun 1955 , maupun adanya kondisi yang dilematis terhadap

berlakunya UU No. 7 Drt. Tahun 1955, maka pilihan yang logis disini adalah pilihan yang

kedua Untuk kondisi saat ini, bentuk pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi yang

ideal adalah dengan cara melakukan kompilasi berbagai macam perundang-undangan tindak

pidana di bidang ekonomi itu dalam satu buku dengan pembagian masing-masing bidang:
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misalnya tentang industri, perdagangan dan jasa maupun bidang keuangan. Hal ini lebih
mudah untuk dilakukan dengan tanpa mengubah peraturan perundang-undangan yang sudah
ada. Keuntungan lain adalah apabila peraturan perundang-undangan itu sudah ketinggalan
jaman dan perlu dilakukan perubahan, maka lebih midah untuk dilakukan tanpa mengganggu
perundangan yang lainnya.

Keunhmgan‘lain yang dapat diperoleh dengan melakukan kompilasi antara lain:
(1)peraturan tentang tindak pidana di bidang ekonomi itn dapat disusun dengan lebih
sistematis dalam waktn yang tidak terlalu lama; (2) dapat dirumuskan pula ruang lingkup
tindak pidana di bidang ekonomi sechingga terdapat kesamaan pengertian; (3) dapat
menghindari terjadinyas ambivalensi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya dapat
menghilangkan terjadinya tumpang tindih berbagai macam peraturan. Dengan berbagai
keuntungan ini, maka pada akhirnya akan memudahkan bagi aparat penegak hukum dalam

menjalankan tugasnya serta menguntungkan masyarakat yang berkepentingan di dalamnya.

2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengantisipasi Perkembangan Tindak Pidana Di
Bidang Ekonomi Di Masa Mendatang

Setelah Pembuat UU melakukan tahap penyerasian kebijakan hukum pidana dalam
peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini dan upaya
mewujudkan bentuk pengaturannya yang ideal telah selesai, maka langkah berikutnya yang
tidak kalah penting adalah upaya untuk memprediksikan dan mengantisipasi
trend/pekembangan kejahatan/tindak pidana di bidang ekonomi di masa mendatang. Hal ini
sangat penting, mengingat kejahatan ekonomi akan selalu ada dan mengalami perkembangan
dalam bentuk, corak manpun dimensinya selama perekonomian dunia masih berputar.

Kondisi yang akan ikut mempengaruhi trend atau perkembangan kejahatan/tindak

pidana di bidang ekomomi di Indomesia adalah adanya liberalisasi perdagangan.
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Liberalisasi perdagangan dewasa ini merupaken dilema bagi banyak negara. Menolak
liberalisasi ekonomi bukan saja akan menghambat tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan
kreativitas masyarakat yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat
mengundang pembalasan dari negara-negara lain yang merasa dibatasi haknya untuk
berdagang dengan bebas. Sebaliknya, membuka diri sepenuhnya akan menempatkan bagian-
bagian terlemah dari komunitas bangsanya menjadi sasaran tanpa daya dari kekuatan besar,
baik yang datang dari luar maupun yang tumbuh dari dalam negeri sendiri.

Dengan adanya kondisi yang demikian, maka di era liberalisasi perdagangan mau
tidak meun Indonesia harus segera mempersiapkan jajaran administrasi negara dan
perangkat peraturan perundang-undangan nasional yang tepat agar mampu secara terencana
dan terator menghadapi peluang dan tantangan barn. Dalam rangka ASEAN, Indonesia
harus siap berkompetisi menjelang tahun 2003. Sedangkan dalam rangka APEC, Indonesia
harus siap untuk memasuki pasar negara-negara industri maju selambat-lambatnya tahun
2010 dan harus siap menerima arus barang dan jasa dari negara-negara industri maju dan
negara berkembang paling lambat tahun 2020.

Dengan gambaran kondisi tersebut di atas, maka peraturan tentang tindak pidana di
bidang ekonomi harus pula menyesuaikan dengan keadasn yang skan terjadi pada era
perdagangan bebas tersebut. Tindak pidana/kejahatan ekonomi pun akan lebih berkembang
dan meliputi modus operandi yang canggih. Corak kejahatan (tindak pidana) ekonomi masih
akan berkisar pada tindak pidana di bidang perbankan, persaingan ussha yang curang, Hak
Atas Kekayaan Intelektual (HAKT), lingkungan hidup dan penyelundupan serta kejahatan
yang dilakukan ofeh korporasi. Corak kejahatan ini aken disertai dengan tata cara yang

lebih rumit dan melibatkan teknologi yang canggih.
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Situasi yang mendukung untuk berkembangnya kejahatan ekonomi adalah bahwa dj
saat ini perkembangan di masyarakat semakin maju seiring dengan pesatnya kemajuan

teknologi elektronik dan terjadinya gelombang globalisasi ekonomi. Masyarakat atan dunia

perekonomian sast ini cenderung menjadi masyarakat yang ingin serba cepat dan praktis. -

Kebutuhan serba cepat dan praktis ini sntara lain ditunjang dengan kemajuan teknologi
komputer dan elektronik yang dikenal dengan istilah "Elektronik Funds Transfer System
(EFTS)".”* Kemajuan teknologi elektronik, komputer dan globalisasi ekonomi ini sangat
mempengaruhi perkembangan dan dimensi kejshatan, sehingga ada kecenderungan kuat
terjadi "internasionalisasi kejahatan” termasuk dan terutama kejahatan di bidang ekonomi.
Dalam hal ini August Bequai pernah menyatakan :'*
"Penjahat-penjahat modern telsh menunjukkan kemampuan luar biasa untuk
menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sedang berubah. Sementara teknologi
komputer telah menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru, EFTS akan menambah
kesuburan bagi kejahatan yang lebih canggih dan lebih terorgeamisir dalam

masyarakat kita. EFTS juga membantu perkembangan internasionalisasi kejahatan
yang lebik besar."

Sementara itu, di sisi lain peraturan perundang-undangan pidana yang ada belum
stap untuk mengantisipasinya. Hal ini nampak dalam UU tentang Perbankan yang tidak
banyak mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, pemalsuan,
dan penggunaan alat-alat elektronika yang sudah sangat maju di dunia perbankan. Selama
ini, untuk tindak pidana di bidang perbankan yang berkaitan dengan kejahatan tersebut
dalam praktek mempergunakan hukum pidana umum, mavpun pidana korupsi, Dalam hal-hal
tertentu, UU tersebut tidak dapat menjangkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku,

antara lain: kredit macet, agunan yang semakin menurun, adanya kredit untuk perusahaan

¥ August Bequai, White Collar Crime: A 20-th-Century Crisis, dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi
Arief, Bunga Rampai Kebijekan Hukum Pidene, halaman 160
13 bid, halaman 160
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yang masih satn grup melebihi batas yang ditentukan serta berbagai penyalahgunasn
pinjaman likuiditas Bank Indonesia. Begitu Juga di bidang penyelundupan, timpangnya
harga bahan bakar minyak antara harga dalam negeri dan luar negeri akan semakin memicu
penyelundupan serta persaingan ussha dari para pelaku usaha yang semakin ketat akan .
memungkinkan terjadinya praktek-praktek usaha yang curang. Selain itn, kejehatan ekonomi
yang lain akan ikut puia mewamnai di era liberalisasi perdagangan.

Dengan mempertimbangkan corak maupun trend kejahatan (tindak pidana) di bidang
ekonomi di era perdagangan bebas nanti, maka untuk menjaga perkembangan ekonomi dan
dunia usaha yang kondusif harus didukung oleh sarana hukum. Sarana hukum ini berfungsi
sebagai penangkal terhadap perbuatan yang mengganggn perckonomian negara yang
merugikan kepentingan nasional. Kesadaran tentang kedudukan hukum pidana eknomi dalam
hukum positif di Indonesia merupakan landasan penting dalam melakukan kegiatan ekonomi
terutama yang berkaitan dengan kepastian berusaha dan perlindungan dalam berugaha.
Kesadaran ini penting, mengingat kegiatannya skan dilindungi terhadap perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang. Apabila kegiatan usshanya
terganggu oleh perbuatan yang dilarang itu, maka hal ini akan mempunyai kaitan dengan
ancaman pidana dan penerapan KUHAP dengan proses peradilannya.

Faktor lain yang perlu disadari adalah bashwa UU No. 7 Drt. Tahun 1955 aﬂalah
merupakan saduran dari Wet ob de Economische Delicten di negara Belanda, sehingga
dapat dipahami apabila muncul banyak kesimpangsiuran dalam penafsiran dan masatah-
masalah dalam praktek. Pengertian tindak pidana ekonomi sesuai dengan UU No. 7 Drt.
Tahun 1955 didasarkan pada kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintsh pada saat
itn. Seharusnya, kebijakan it didasarkan pada norma-norma yang bersifat tetap, berlaku

umum gerta mempunyai lingkup dunia usaha nasional dan internasional serta menyesuaikan
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dengan kondisi di era perdagangan bebas nanti. Namun demikian, kondisi tersebut dapatlah
dipahami, mengingat sudah 46 tahun UU itu berlaku sehingga perkembangan yang ada di
sekitarnya pun sudah berbeda. Untuk itu dilakukanlah reevaluasi dan peninjanan kembali
terhadap UU tersebut

Dalam rangka reevaluasi itu, satu prinsip vang perlu dipertimbangkan adalah
adanya korban yang menonjol berupa kekayaan negara, sebagai akibat dari terganggunya
perckonomian negara. Untuk mencegahnya sebaiknya sanksi yang dijatubkan terutama
berupa pengembalian kerugian yang diderita negara lebih diutamakan. Atas dasar itu sanksi
pidana dalam tindak pidana di bidang ekonomi bersifat wltimum remidium, sedangkan
masalah-masalsh pidana ekonomi diselesaikan secara dan dalam batas-batas ekonomi ifu
sendiri. Dalam praktek di kalangan dunia usaha, selama ini banyak tindak pidana yang
diklasifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi yang penyelesaiannya dilakukan secara
administrasi belaka, misalnya eksportir, importir, dan bankir yang menipn hukumannya
dicabut ijinnya saja. Tidak jarang hal ini dimanfaatkan oleh pelaku, dimana pada suatu saat
mereka dapat berganti baju dan berbuat tagi hal yang sama yang bertentangan dengan hukum
yang berlaku dan akan tetap merugikan baik masyarakat maupun negara Dalam kondisi
yang demikian pengenaan sanksi pidana yang tegas perlu diterapkan.

Pada kenyataannya kasus penyimpangan hukum ekonomi dirasakan makin parah
oleh karena struktur budaya dalam menegakkan hukum kurang memberi jaminan. Untuk
mengatasi hal ini norma-norma tindak pidana ekonomi tetap dirummskan sebagai norma
hukum, sehingga tindak pidana ekonomi tetap diatur secara khusﬁs. Upaya penanggulangan
tindak pidana di bidang ekonomi (penegskan hukum) itn, dalam realitasnya terdapat

beberapa kondisi sebagai beritat:
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a Selama periode praktek peradiian yang menetapkan Undang-undang Tindak Pidana
Ekonomi, telah banyak sekali orang yang diadili dan dijatuhi hukoman terntama
mengenai pelanggaran undang-undang pengendalian harga, peraturan pergudangan,
penimbunan barang, cek kosong (yang sudah dicabut dengan Perpu No. 1 Talm 1971),
dan penyelundupan, akan tetapi tidak mencapai sasaran yang menjadi tujuan undang- |
undang ialah menciptakan kehidupan ekonomi di dalam masyarakat yang tertib dan
teratur. Kondisi ini membuktikan bahwa baik undeng-undang itu sendiri manpun
keputusan-keputusan pengadilan ternyata tidak dapat mengatur kehidupan ekonomi
masyarakat yang tertib menurut hukum, malshen sebaliknya dapat menimbulkan
kelesuan di dalam kegiaten-kegiatan ekonomi di segala bidang. Hukum ekonomi
mungkin dapat diatur dengan undang-undang dan keputusan pengadilan, kecuali apabila
undang-undang dan keputusan pengadilan itu cukup lunak dan dapat menampung serta
mengikuti perkembangan keadaan dan kebutuhan-kebutuhan yang nyata berkembang
dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku
tindak pidana di bidang ekonomi prinsip subsidiaritas periu dikedepankan, yaitu jenis
pidana yang lebih berat baru diginakan apabila jenis sanksi pidana lainnya yang lebih
riﬁgan dipandané larang sesnai atan tidak dapat memmjang tercapainya tujuan
pemidanasn Jadi pada prinsipnya lebih mendahulukan sanksi yang lebih ringan
daripada yang lebih berat;

b. Ketidakmampuan untuk menimbulken keadaan dan kehidupan ekonomi yang sehat, tertib
dan teratur juga dipengaruhi oleh adanya faktor hukum acara yang khusus yang lebih
lnas dan lebih ketat daripada hukum acara .pidana umum. Hukum acara khusus ini
banyak mengurangi hak-hak asasi tersangka/terdakwa dan orang-orang yang

bersangkutan serta ditambah dengan pemberatan ancaman hukumsan dengan Perpu No.
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21 Tahun 1959. Oleh karena itn, hulkum acara yang keras dan sempit dan ancaman
hukuman yang berat hanya membuat orang menjadi ngeri, takut, akan tetapi tidak akan
menumbuhkan norma-norma kehidupan yang diikuti dan dipathi karena didukung dan
dilandast oleh kesadaran hukum yang nyata dan hidup dalam masyarakat. Keadaan ini
harus pula dipertimbangkan di era perdagangan bebas nanti dalam kondisi sosial
masyarakat negara-negara beradab yang sarat skan pengakuan terhadap hak asasi
manusia (FLAM);

. Dengan demikian, dari praktek peradilan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana
Ekonomi, hukum acara khusus dan ancaman hukuman yang berat dapat ditarik pelajaran
bahwa yang dibutuhkan itu bukannya keinginan dan kemausan politik belaka, akan tetapi
yang perlu adalah hukum ekonomi dengan suatu perangkat yang dapat menampung
kebutuhan-kebutuhan yang nyata-nyata hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang
didukung dan dilandasi oleh kesadaran hukum yang berkembang di masyarakat;
Munculnya ambivalensi sikap dalam penegakan hukum yang seringkali juga didasarkan
atns skala prioritas pembangunan. Dalam sistem ckonomi yang berimbang di mana
faktor ekonomi merupakan faktor primadona karena sumbangan yang diharapkan
terhadap bideng-bidang pembangonan lain, seringkali pendekatan non-penal
dikedepankan daripada sarana penal. Hal ini nampak pada peyelesaian kasus
Kepabeanan (penyelundupan) yang lebih sering menggunakan pendekatan administratif
Secara teoritis hal ini tidak menguntungkan, sebab untuk kasus-kasus yang serius
sebenamya pertimbangan pemidanaan justru penting yakni untuk tujuan moral and
deterrent effect. Sifat ambivalensi juga nampak dal@ mengatasi berbagai tindak
pidana perbankan yang melibatkan uang trilyunan rupiah. Pada akhirnya masyarakatlah

yang harus menm:gglmg beban. Menurut hemat penulis, kondisi ini harus segera di atasi,
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Jika segala upaya sanksi administratif (non penal) sudsh dilakukan dasn tidak ada
hasilnya, maka sarana penal-lah yang diharapkan untuk dapat mengatasinya, Telebih
lagi dalam menanggulangi kejahaten ekonomi yang dilakukan oleh korporasi, alasan

untuk sesekali menggunakan hukum pidana lebih beralasan mengingat viktimologisnya '

yang sangat lugs, yaitu meliputi negara, perusahaan saingan maupun masyarakat pada
umumnya. Dengan demikian sasaran penegakan hukum pidana ekonomi dapat tercapai.
Bertitik tolak dari kondisi yang demikian, maka pengaturan tindak pidana di bidang
ekonomi di masa mendatang paling tidak harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
8. Rumusan tentang tindak pidana
Dalam penentuan kebijakan legislatif yang berkaitan dengan tindek pidana, maka
kualifikasi tentang deliknya apakah berupa “kejahatan™ atan “pelanggaran perlu diatur
lebih tegaé. Subjek hukum pidana yang dirummskan meliputi perseorangan dan

korporasi;

b Rumugan tentang Pertanggungiawaban pidana

Dalam menentukan kebijakan tentang pertanggungjawaban pidana yang berupa subjek
hukum korporasi, maka sebaiknya pertanggungjawabannya beroreintasi padd korporasi
itu sendiri. Seyogyanya dalam kebijakan tersebut dinmmuskan pula ketentuan-ketentuan
tentang: (1) jenis-jenis sanksi khusus untuk korporasi; (2) kapan dikatakan korporasi itu
melalukan tindak pidana; dan (3) siapa yang dapat dipertanggungjawabkaﬁ Perumusan
tentang pertangglmg] awaban perseorangan tidak ada pemlasalahan yang prmmp,
¢. Sanksi Pidana yang akan diterapkan | |
Pilihan tentang sankm yang akan d:terapkan merupakan proses yang mn:ut, karena

merupakan hal yang palmg pentmg dalam penentuan kebijakan hukum pldana yang akan

S :-dlterapkan dalam suat perammn penmdzmg—undangan pidana. Sebagai gambaran di




bawah ini disampaikan beberapa sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini, antara lain:

Jenis UUNo. 7Drt. UUNo. 10 UU No. 7 Talnm UUNo. 5
Pidana Tahun 1955 Tahmm 1995 1992 Jo. UUNo. | Tahun 1999
10 Tahun 1998
Penjara/ Mati, seumur hi- | Maksimal 8 ta- | Minimal 1 tahun | Maksimal 6
mati dup, maksimal 20| hun dan maksimal 15 | bulan
tahun tahun
Denda Maksimal 30 juta | Maksimal 500 | Minimal 1 milyar | Minimal 1
juta dan  Maksimal | milyar  dan
200 milyar maksimal 100
milyar

Keterangan:
1. UUNo. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindzk Pidana Ekonomi;
2. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

3. UUNo. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

4. UUNo. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat;

Dari tabel tersebut di atas terlihat, bahwa pengenaan sanksi pidana penjara dan atan
denda masih menjadi pilihan bagi pembuat UU untuk mengatasi tindak pidana. Selain
itu, terlihat pula adanya perubshan kebijakan dalam pengenanan sanksi pidana yang
mengenal adanya pola minimum khusus, yaitu yang terdapat dalam UU tentang
Perbankan. UU tentang perbankan ini relatif masih baru (setelah perubahan tabun 1998)
Jika dibandingkan dengan UU TPE maupun UU tentang Kepabeanan, dan dikena;nya
denda minimal kimsus dalam UU No. 5 tahun 1999 merupakan hal yang baru pula.

Dengan bertitik tolak dari gambaran tersebut, maka selanjutnya yang menjadi pemikiran
disini adalah sanksi apa yang paling tepat untuk diterapkan dalam tindak pidana di
bidang ekonomi di masa mendatang. Penentuan kebijakan sanksi pidana yang akan

diterapkan nantinya paling tidek juga harus mempertimbangken problematik
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penanggulangen tindak pidana ekonomi yang telah disinggung dalam pembahasan
sebelumnya,

Sebagai bahan untuk meromugkar sanksi dalam tindak pidana ckonomi di maga
mendatang, maka ada baiknya dipertimbangkan pemikiran yang pernah dikemkakan
dan disinggung dalam “Laporan Akhir Proyek Penyusunan Renéana Iimish Peraturan
Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Ekonomi”, yang antara Iain dinyatakan: '

Lebik lanjut dalam “Laporan Akhir” jtu dinyatakan:'*

“Jenis pidana pokok lainnya ini (pidana mati, penjara, kerungan) masih mungkin
digunakan sebagai alternatif terakhir untuk perbuatan-perbuatan, orang-orang atau
keadaan-keadaan tertentn. Jadi pada prinsipnya, ketiga jenis pidana pokok ini
hendaknya tidak dirumuskan sebagai suatu keharusan. Pidana pnjara atau kurungan
yang semula dirumuskan dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 secara kummlatif —
alternatif dengan pidana denda, dengan adanya UU No. 21 Prp. 1959 secara tegas
dijadikan sistem lamulatif Tni berati pidana penjara atan kurungan merupakan jenis
sanksi yang harus dijatubkan bersema-sama dengan pidana denda.

Harus diakui bahwa pidana penjara atan kurungan mungkin juga merupakan sanksi
yang efoktif untuk menanggulangi tindak pidana ekonomi. Dalam hal-hal tertentu,
pidana pencabutan kemerdekaan ini akan dirasakan sangat mempunyai nilai
ckonomi  bagi seseorang  yang  bergerak  dalam  dumia  usaha
(perekonomianfperdagangan). Dengan dicabutnya kemerdekasnnya, mungkin
usahanya akan menurun atau bangkrut sama sekali, sehingga ia lebih suka membayar
denda yang tingpi sekalipun, asalkan ia tetap dapat bebas melakukan ugahanya,

13 Laporan Akhir Proyek Penyusunan Rencena Ilmish Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak
Pidana Ekonomi, Pusat Perencanaan dan Kodifikasi Badan Pembinaan Fukim Nagional, Departemen
Kehakiman, Tahun 1980 —1981 , halarnan 29-30

137 Ibid, halaman 31-32
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Namun di pihsk lain harus pula diakui bahwa usaha seseorang di bidang
perekonomian/perdagangan tetap dapat berjalan terus dan lancar, walaupun yang
bersangkutan dicabut kemerdekasnnya. Bagi orang vang demikian, mungkin pidana
denda lebih berharga dan lebih mempunyai nilai ckonomis daripada
kemerdekaannya. Oleh karena itu seyogyanya tetap diberikan kelonggaran kepada
hakim untuk menilai keadaan-keadaan tertentu itu. Sistem kumulatif jelas kurang
memberi kelonggaran kepada hakim untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan
khusus itu. Ini tidak berarti sistem kumulatif ditinggalkan sepenulinya. Bila memang
dipandang perfu, dapat saja dibuatkan suatu klausul yang juga memungkinkan hakim -
untuk menjauhkan sanksi pidana secara kumulatif Jadi sistem kumulatif tidak
dijadikan sebagai suatu prinsip, tetapi justru sebagai suatu pengecualian, khususnya
apabila ada alasan untuk memperberat pidana atau untuk menunjang tercapainya
tujuan pemidanaan”

Permasalahan dalam pengenasn pidana denda sebagaimana yang telah disinggung
penulis dimuka juga mendapat perhatian dalam “Laporan Akhir” ini, yang antara lain

menyatakan: 1%

“Dalam praktek selama ini penjatuhan pidana denda dirasakan kurang efektif karena
pelaksanaannya masth terkait pada ketemtuan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP.
Betapapun tingginya denda yang ditetapkan atau dijatubkan, menurut sistem KUHP
hanya dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti maksimal 6 bulan dan dalam
pemberatan maksimum 8 bulan. Dalam pengamatan selama ini kebanyakan
terpidana yang dijatuhi pidana denda dalam tindak pdana ckonomi tidak man
membayar dendanya, karena toh mereka juga dikenakan atau menjalani pidana
penjara atau kurungan (yaitu diadakannya sistem kumulatif menurut UU No. 21 Prp.
1959). Ketentuan untuk mengefektifkan pelaksanasn pidana denda dengan
melakukan penyimpangan terhadap afuran uwmum KUHP, dimungkinkan dengan
adanya Pasal 103 KUHP.

Pidana tambahan atan tindakan tata tertib yang terutama ditujukan pada badan
hukum, korporasi atan badan lainnya yang melakukan tindak pidana ekonomi, harus
dipikirkan sedemikian rupa sgar disatn pihak dapat mencegah atau memberi
peringatan kepada badan hukum, korporasi dan badan lainnya itu untuk tidak
melakukan tindak pidana lagi, tetapi juga di lain pihak harus diperhatikan akibat-
akibatnya terutama dampak sosial ekonominya Flal yang terakhir ini periun
diperhatikan karena sanksi terhadap badan hukum dan badan lainnya yang bergerak
di bidang perekonomian mempunyai pengaruh juga terhadap nasib para buruh atan
pekerja. Misalnya dengan saoksi berupa penghentizn kegiatan atau pembubaran
perusshaan dan yang sejenisnya, yang lebih terkena adalah para karyawen
perusshaan itu sendiri daripada pengusahanya.”

13 1hid, halamen 32-33
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Bertitik tolak dari berbagai problematik penanggulangan tindak pidana di bidang

ekonomi yang telah disinggung di muka dan “Laporan Akhir Proyek Penyusunan

Rencana Ilmiah Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Ekonomj”

tersebut, maka idealnya sanksi pidana dalam peraturan tindak pidana di bidang

ekonomi di masa mendatang meliputi kebijakan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sebaiknya dirumuskan secara alternatif, dengan tidak menutup
kemunglinan dirumusken secara kumulatif dalam hal terjadi pemberatan. Namun
demikian yang terpenting disini hakim diberi keleluasasn dan peluang untuk menilai
keadasan-keadaan kimsus, sehingga dapat menerapkan pidana yang tepat;

2. Pada dasarnya jenis-jenis sanksi yang terdapat dalam berbagai macam peraturan
tentang tindak pidana eknonomi sudah sangat lengkap, dan dapat dimanfaatkan serta
dipergunakan sebagai acuan;

3. Pengenamn pidana denda dimungkinken ntuk dilakuken penyimpangan dari
ketentuan aturan umum KUHP mengingat efektifitasnya diragukan. Hal ini dengan
pertimbangan munculnya kecenderungan terpidana untuk memitih pidana kurungan
pengganti denda. i’enyimpangan ini harug ﬂisertai dengan pedoman atau sistem
pengaturannys;

4. Sanksi penjara agar dirumuskan secara minimal khusus. Perumusan ini harus
disertai pula dengan pedoman atau sistem pengaturannya;

5. Sanksi yang dapat dikenakaﬂ terhadgp korporasi agar dirumuskan secara tegas,
yaitu berupa denda maupun tindakan administrasi lainnya, dan dipertimbangkan

pula kelangsungan hidip dari karyawan atan pekerjanya:

173




BAB 1V
PENUTUP

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan tentang masalah: (a) bagaimana
kebijakan hukum pidana dalam peraturan pemndang-undangan di bidang ekonomi
selama ini dalam menanggulangi perkembangan tindak pidana di bidang ekonomi;
(b)bagaimana keserasian kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana di
bidang ekonomi dalam pefahxran perundang-undangen di bidang ekonomi selama ini; dan
(c) bagaimana bentuk pengaturan Hukum Pidana ekonomi dalam menanggulangi
perkembangan tindak pidana di bidang ekonomi di masa mendatang, maka dapat
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kesimpulan |
1. Peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana di bidang Ekonomi di

Indonesia selama ini telah mengalami perubahan dan perkembangan, seiring

dengan perubahan: dan perkembangan berbagai macam tindak pidana yang

termasuk dalam lingkup tindak pidana di bidang ekonomi sebagai akibat

_perkembangan perékonomian dewasa ini. Perkembangan itu nampak dengan

adanya peraturan yang dikeluarkan setelah UU No. 7 Drt. Tahun 1955, seperti;

UU tentang Perbankan, UU tentang Kepabeanan dan UU Anti Monopoli, yang

apabila dilihat dari :aspek dan dampak yang ditimbulkannya dapat dikategorikan

dalam ﬁ;ang lingkup tindak pidana di bidang ekonomi. Dengan adanya
perkembangan tersebut, maka muncul pendapat yang menggolongkan tindak
pidana ekonomi dalam arti sempit (UU No. 7 Drt. Tahun 1955) dan tindak pidana

di bidang ekonomi dalam asti luas (di luar UU No. 7 Drt. Tahun 1955).
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Dengan adanya berbagai perkembangan tindak pidana di bidang ekonomi tersebnt

di atas, maka upaya penanggulangannya pun harus mengikuti perkembangan

tindak pidana itu sendiri, Untuk memahami kebijakan hukum pidana dalam upaya

menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi, maka perlu juga dipahami
tentang:

a Pembuat UU pada waktu itu berpendapat, bahwa untuk mempermudah
penyidikan, pengusutan dan penuntutan serta peradilan terhadap para pelaku
tindak pidana ekonomi, maka perlu diundangkan UU No, 7 Drt, Tahun 1955.
UU No. 7 Drt. Tahun 1955 ini memiliki beberapa kekhususan, yang antara
lain berupa: elastis dan mudah berubah-ubah, perluasan subjek hukum,
peradilan in absentia, percobaan melakukan delik dihukum, adanya
pembedaan kvalifikasi delik dengan kriteria berbeda, adanya perluasan
berlakunya hukum pidana, penyelesaian di luar acara (schitking). Adanya
kebijakan yang memberi kekhususan tersebut merupakan bentuk
penyimpangan dalam KUHP;

b. Dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 terdapat sanksi yang beraneka ragam yang
dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana ekonomi. Keanekaragaman
sanksi itu dimaksudkan untuk menjerat para pelaku tindak pidana yang dapat
merugikan perekonomian negara dan memberi peringatan kepada mereka agar
tidak melakukan perbuatan yang bertentangaﬁ dengan peraturan tindak pidana
ekonomi. Sanksi yang diancamkan tersebut dalam hal-hal tertentn memiliki

kecenderungan untuk diperberat;
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¢. Kebijakan Hukum Pidana dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana

ekonomi selama ini formulasinya mengalami perkembangan yang menarik.
Namun demikian, perkembangan ini dalam beberapa hal menyimpang dari
ketentuan KUHP. Penyimpangan ini pada prinsipnya diperbolehkan oleh
ketentuan Pasal 103 KUHP. Penyimpangan ini tidak diikuti dengan
pengaturan sistem atau pedomannya, yang pada akhimya akan menimbulkan
permasalahan yuridis yang akan mengganggu dalam mengoperasionalkan
peraturan tersebut. Kondisi ini menunjukkan kekurangpahaman pembuat UU

terhadap konsekuensi yang ditimbulkannya;

. Penegak hukum memiliki kecenderungan untuk menerapkan sanksi yang

berupa pidana penjara dan denda. Dalam penerapan pidana denda, terpidana
lebih sering memilih pidana kurungan pengganti denda daripada membayar
deqda. Hal ini dimungkinkan berdasar ketentnan Pasal 30 dan Pasal 31
KUHP. Adanya kecenderungan ini dapat mengurangi tujuan diterapkannya
pidana denda, yaitu mengembalikan kerugian negara. Selain kendala dalam
penerapan pidana denda tersebut, penegakan hukum dalam menanggulangi
findak pidana di bidang eckonomi juga menghadapi berbagai macam

problematik yang merupakan permasalahan klasik di Indonesia.

2. Faktor perundang-undangan yang baik pada dasarnya merupakan salah satu kunci
keberhasilan menanggulangi tindak pidana umumﬁya dan tindak pidana ekonomi
pada khususnya. Dewasa ini, peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi
tersebar di dalam maupun di luar UU No. 7 Drt. Tahun 1955. Dari berbagai

perkembangan pengaturan tersebut terlihat, bahwa: Pembuat undang-undang
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dalam melakukan pengaturan terhadep tindak pidana di bidang ekonomi belum
menyentuh keserasian dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan. Hal ini
nampak dalam beberapa UU tindak pidana ekonomi selama ini telah melakukan

penyimpangan terhadap ketentuan X UHP yang tidak diikuti dengan pedomannya,

antara lain; tidak dibedakan dengan tegas kualifikasi deliknya apakah berupa,l

kejahatan atau pelanggaran, diperluasnya subjek tindak pidana berupa korporasi,
diperkenalkannya pidana penjara minimum khusus dun diperkenalkannya pidana
denda minimal khusus. Pada prinsipnya, perkembangan tersebut tidak menjadi
masalah, selama dalam UU tersebut juga diatur tentang sistem pengaturannya atau
pedomannya. Apabila penyimpangan ini tidak diikuti pedoman Rpelaksanaannya
(sistemnya), maka penegak hukum akan kesulitan dalam mengoperasionalkannya

di dalam praktek.

. Keberadaan UU No. 7 Drt. Tahun 1955 sangat dilematis, dalam arti disatu sisi UU

itu masih berlaku, namun demikian disisi lain UT yang tercakup di dalamnya
sudah banyak yang diganti dan dicabut. Oleh karena itu muncul pemikiran untuk
melakukan peninjanan kembali dan reevaluasi terhadap UU TPE itu karena
pertimbangan: kondisi sosial masyarakat yang melatarbelakangi keberadaan UU
itu berbeda, sehingga sudah tidak sesuai dengan jamannya; adanya kecenderungan
pembuat UUl untuk mengatur tindak pidana ekonomi dalam peraturan tersendiri
terlepas dari UU TPE. Dalam peninjauan kembali dan reevaluasi terhadap
peraturan tindak pidana ekonomi itu, selain perlu ditentukannya ruang lingkup

tindak pidana ekonomi, perlu dipertimbangkan juga:
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a Untuk menentukan bentuk pengaturannya yang ideal. Diantara tiga pilihan

dalam menentukan bentuk pengaturannya, yaitu kodifikasi, kompilasi dan
tetap memberlakukan UU TPE sebagai payung, maka yang paling logis
untuk dilaksanakan adalah melakukan kompilasi berbagai macam peraturan
perundang-undangan tindak pidana ekonomi yang tersebar. Kompilasi ini
dapat dilakukan dengan pembagian berdasarkan bidangnya; seperti bidang
perdagangan dan jasa, keuangan dan sebagainya.

b. Penentuan kebijakan hukum pidana yang akan diterapkan dalam
mengantisipasi tindak pidana di bidané ekonomi di masa mendatang. Di era
liberalisasi perdagangan, maka trend atau perkembangan kejshatan ekonomi
masih akan berkisar pada: persaingan ussha yang curang, perbankan,

i penyelundupan, HAK], white collar crime, money laundring, dan lingkungan

j hidup, yang disertai dengan modus operandi yang semakin rumit dan

| canggih. Namun demikian, satu hal yang pertu dipertimbangkan adalsh

bahwa tujuan utama diundangkannya peraturan tentang tindak pidana
ekonomi adalah agar ikut mendorong pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian masyarakat tanpa ada gangguan yang berarti, sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan hukum
pidana yang akan diterapkan harus tetap dalam kerangka mencapai tujuan
tersebut, dan mengacu pada Pasal 33 UUD 1945

B. Saran-saran

1. Agar upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi melalui kebijakan hukum

pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini tepat
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dap optimal dalam menanggulangi perkembangan tindak pidans di bidang
ekonomi, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Perlunya dilakukan peninjauan kembali terhadap UU No. 7 Drt. Tahun 1955,

yang berkaitan dengan kekhususan yang terdapat dalam UU ini. Hal ini
terutama ditujukan terhadap kehususan dalam UU ini yang sudah tidak sesuai

dengan kondisi perekonomian saat ini;

. Kebijakan untuk menerapkan sanksi yang berat dalam UU TPE perlu ditinjan

kembali, mengingat penerapan sanksi yang berat hanya akan membuat pelaku
ekonomi fakut dan ngeri, schingga mengganggu para pelaku usaha dalam
menjalankan usahanya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu penerapan
sanksi yang tegas tetap diberi peluang untuk diterapkan terhadap pelakn

tindak pidana di bidang ekonomi;

. Kebijakan hukum pidana dalam peratwran perundang-undangan vyang

formulasinya menyimpang dari KUHP agar dirumuskan pula tentang
pedoman atau sistem pengaturannya, schingga dalam mengoperasionalkan

peraturan itu tidak menemui kendala yuridis;

. Agar segera dibenahi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum

terhadap tindak pidana di bidang ekonomi, baik yang berada dalam UU itu

sendiri, maupun yang ada di luar UU itu. Kendala yang berkaitan dengan

faktor perundang-undangan perlu diatasi dengan dilakukan reevaluasi untuk
menerapkan kebijakan hukum pidana yang tepat, sedangkan yang berkaitan
dengan kondisi penegakan hukum yang kurang kondusif dapat dilakukan

dengan pengawasan yang ketat terhadap tugas-tugas aparat penegak hukum
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dan mulai dirintisnya adanya akuntabilitas publik terhadap Kinerja aparat

penegak hukum;

2. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan upaya penanggulangan tindak

pidana ckonomi adalah adanya perundang-undangan yang baik. Perundang-

undangan yang baik, salah satunya ditentukan oleh adanya keserasian kebijakan

hukum pidana yang diterapkan. Dalam kaitannya dengan keserasian ini, agar
pemerintah dan pembuat undang-undang memiliki kerangka pemikiran dalam
kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi.

Kerangka pemikiran ini nantinya akan dipergunakan sebagai dasar atan pedoman

dalam pembuatan setiap peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang

ekonomi. Dengan adanya kerangka pemikiran tersebut, maka kebijakan hukum
pidana yang akan diterapkan akan memiliki keserasian, dalam arti apabila dalam

UU itu menyimpang dari ketentuan KUHP, maka seyogyanya diikuti dengan

rumusan tentang sistem pengaturannya atau pedomannya sendiri;

. Dalam megantisipasi perkembangan tindak pidana di bidang ekonomi di masa

mendatang, maka :

a Perlu segera dilakukan kompilasi peraturan perundang-undangan hukum
pidana di bidang ekonomi yang tersebar, yang didalamnya tercakup ruang
lingkup tindak pidana ekonomi dan pembagian bidangnya, yang meliputi
bidang perdagangan dan jasa, keuangan dan lajﬁnya seshai dengan kebutuhan.

b. Perlu dipikirkan kebijakan hukum pidana yang fepat untuk mengantisipasi
perkembangan tindak pidana (di bidang) ekonomt di era liberalisasi

perdagangan. Kebijakan ini dapat meliputi: (i) Perumusan sanksi pidana
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secara alternatif; (ii) Pengenaan pidana denda dimungkinkan untuk dilakukan
penyimpangan dari ketentuasn KUHP; (iii) Sanksi pidana penjara agar
dirumuskan secara minimal khusus; (iv) Perumusan sanksi terhadap korporasi

secara tegas, yang meliputi sanksi denda dan administeatif,
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